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KATA PENGANTAR

International Organization for Migration (I0OM) di Indonesia

Pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menangani kasus Tindakan Pidana Perdagangan

Orang (TPPO). TPPO merupakan tindak pidana serius yang melibatkan jaringan pelaku kejahatan
dengan modus operasi yang kian kompleks dari waktu ke waktu. Meskipun sudah diatur dalam
Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
pemahaman komprehensif atas tindak pidana ini belum sepenuhnya dikuasai oleh aparat penegak
hukum, pembuat kebijakan maupun oleh para petugas garda depan di Indonesia. Secara khusus di
wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di pulau Kalimantan, TPPO sering kali bersinggungan dengan
tindak pidana lainnya seperti penyeludupan manusia, pengiriman dan penempatan Pekerja Migran
Indonesia secara prosedural, tindak pidana ke imigrasian dan bahkan tindak pidana penyelundupan
narkotika.

Sejak tahun 2014, International Organization for Migration (IOM) telah berperan aktif membantu

Sejalan dengan hal tersebut, IOM berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) menyelenggarakan program yang bertajuk “Mempromosikan Tata Kelola
TerintegrasidalamPemberantasan TPPO dan KejahatanTerkaitLainnya di Daerah Perbatasan
Indonesia-Malaysia” yang didukung oleh Biro Penegakan Hukum dan Anti Narkotika Internasional
(INL) Pemerintah Amerika Serikat.

Perlu disadari bahwa keberhasilan upaya pemberantasan TPPO bergantung pada kualitas
instrumen hukum yang dimiliki dari level nasional sampai ke level daerah. Oleh karena itu, IOM
bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) telah melakukan penelitian
yvang berjudul “Profil Perdagangan Orang di Perbatasan Kalimantan: Studi pada Kabupaten
Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, dan Nunukan.”

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kondisi terkini terkait dengan pola TPPO yang meliputi:
bentuk, jenis, karakter, dan titik-titik/wilayah-wilayah rawan perdagangan orang di perbatasan.
Penelitianini juga menggali faktor-faktor yang mendorong terjadinya TPPO dan perkembangan
peraturan dan / atau kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan penanganan perdagangan
orang termasuk perlindungan korban. Selain itu, penelitian ini menganalisa peluang, tantangan dan
kendala dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO, yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk
rekomendasi.
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IOM ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu Destri Handayani selaku
Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bapak Anjar Prihartanto
selaku Deputi Bidang Perlindungan Badan Perlindungan Pekerja Migran yang tak lelah mendampingi
penyusunan laporan penelitian ini. Ucapan terimakasih juga IOM sampaikan kepada Ibu Sri Wiyanti
Eddyono S.H., LL.M., Ph.D. dan rekan-rekan tim peneliti dari Fakultas Hukum UGM vyang telah
membantu IOM dalam proses penyusunan laporan penelitian ini. Selain itu, terimakasih IOM
sampaikan kepada Pemerintah Daerah di empat wilayah perbatasan; Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu
dan Nunukan, yang telah memberikan masukan konstruktif selama pembuatan dan mendukung
program-program pemberantasan TPPO di wilayah perbatasan. Ucapan terimakasih juga saya
sampaikan kepada tim Counter Trafficking and Labor Migration IOM; Among Resi, Raden Sancaya
dan Felicia Clarissa, tanpa mereka laporan penelitian ini tidak akan tersaji dihadapan bapak ibu
sekalian.

IOM berharap laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang terlibat dan memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap upaya pemberantasan TPPO khususnya di wilayah perbatasan
Indonesia-Malaysia.

Jakarta, 16 Maret 2020

Kepala Misi IOM di Indonesia

Louis Hoffmann
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KATA PENGANTAR

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan: Studi Pada Kabupaten Sanggau, Sambas,

Kapuas Hulu dan Nunukan” dapat diselesaikan dengan baik. Profil ini berhasil disusun atas kerja
sama yang baik berbagai pihak, yaitu International Organization for Migration (IOM) bekerjasama
dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) serta Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan dengan dukungan dari Biro Penegakan Hukum
dan Anti Narkotika Internasional (INL) Pemerintah Amerika Serikat.

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga “Profil

Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dikenal istilah daerah sumber atau daerah asal
korban dan daerah transit yaitu daerah tempat korban TPPO ditampung atau mungkin ditahan untuk
jangka waktu tertentu atau sementara sebelum kemudian dikirim ke daerah/negara tujuan. Daerah
perbatasan Kalimantan memiliki pola TPPO dan migrasi lintas batas yang unik, Kabupaten Nunukan
dan Sanggau sebagai daerah transit, Kabupaten Sambas lebih dianggap sebagai daerah asal Pekerja
Migran Indoesia (PMI) daripada sebagai titik transit, dan Kapuas Hulu meski dikenal sebagai daerah
transit, kini telah berkembang menjadi daerah asal dan daerah tujuan.

Profiliniditerbitkansebagaisalahsatu upaya untukmendapatkan gambarannyatasituasiperdagangan
orang di daerah perbatasan Kalimantan seperti tersebut di atas, faktor-faktor yang berkontribusi
terjadinya perdagangan orang, dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam memberantas tindak
pidana perdagangan orang tersebut. Selain itu, untuk mengetahui komitmen pemerintah daerah
dalam menangani masalah TPPO di wilayah masing-masing.

Kami berharap profil ini dapat bermanfaat sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan dan
program pencegahan dan penanganan TPPO yang lebih efektif dan efisien, serta dalam penyusunan
Rencana Aksi Daerah (RAD) yang lebih fokus dan tajam. Pada akhirnya profil ini diharapkan dapat
berkontribusi pada usaha pemerintah Indonesia dalam menurunkan angka kejahatan TPPO.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas sumbangsih para
pihak dalam penyusunan Profil ini, khususnya kepada IOM yang telah memberikan dukungan
pembiayaan dan tenaga ahli untuk pelaksanaan Studi ini. Saya yakin, Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak tidak dapat berjalan sendiri tanpa kerjasama dan dukungan dari
kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, mitra pembangunan, NGO, akademisi, serta
masyarakat, untuk itu disampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
/%/h&Q,
-

Prof. dr. Vennetia Ryckerens Danes, M.S., Ph.D.
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KATA PENGANTAR

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

bertema “Mempromosikan Tata Kelola Terintegrasi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO) dan Kejahatan Terkait Lainnya di Daerah Perbatasan” telah
diselesaikan oleh International Organization for Migration (IOM) Indonesia bekerja sama dengan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan
dukungan dari Departments of State’s Bureau For International Narcotics and Law Enforcement
Affairs (INL).

Dengan memanjatkan Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya produk kajian

Kajianinimerupakan sebuah bentuktinjauanliteratur dan studilapangan diempat daerah perbatasan
yaitu Kabupaten Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu dan Nunukan. Dalam proses pengkajiannya
ditemukan bahwa ada beberapa kesamaan dalam situasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
dan penyebab terjadinya TPPO. Disisi lain, penelitian ini telah menemukan adanya perbedaan dalam
hal komitmen dan kapasitas pemerintah daerah dalam menangani masalah TPPO di masing-masing
wilayah.

Dari proses sampai terselesaikannya kajian penelitian ini telah melibatkan berbagai pihak seperti
akademisi, praktisi, pemangku kepentingan dan masyarakat di empat daerah. Dengan ini kami
mengucapkan terima kasih kepada Tim Peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
Kepala Misi IOM Indonesia: Bapak Louis Hoffmann, Ibu Among Resi beserta Counter Trafficking/
Labour Migration Unit IOM Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, segenap pemerintah daerah, instansi vertikal dan masyarakat di 4 daerah (Sanggau, Sambas,
Kapuas Hulu dan Nunukan) serta jajaran BP2MI.

Kami selaku stakeholder di bidang migrasi sangat mengapresiasi atas pelaksanaan penelitian ini
karena akan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas di daerah perbatasan dan masukan yang
penting bagi pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan, migrasi dan keamanan daerah
perbatasan di Indonesia. Semoga laporan penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam menyusun
langkah-langkah strategis dan terintegrasi dalam upaya penanganan TPPO di wilayah perbatasan
Indonesia di pulau Kalimantan. Kami harapkan saran dan kritik membangun sebagai penyempurnaan
dalam laporan penelitian ini.

Jakarta, 10 Maret 2020

Deputi Perlindungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

.

J : -

"

Dr. Anjar Prihantoto BW, MA
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RINGKASAN TEMUAN

untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDGs) dan seruan untuk Global

Compact of Migration (GCM), 2018.! Di bawah target 8.7 SDG menyerukan diakhirinya semua
bentuk kerja paksa, perdagangan orang, perbudakan modern, dan pekerja anak pada tahun 2025.
Dua target tambahan yang juga menyinggung perdagangan orang diuraikan di bawah target 5.2:
Menghilangkan semua bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di
ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual dan jenis lainnya;
dan target 16.2 yaitu mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan orang, dan semua bentuk
kekerasan terhadap dan penyiksaan anak”). Sementara di bawah GCM, target ditetapkan di bawah
tujuan 10 untuk Mencegah, Memerangi, dan Memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang
dalam Konteks Migrasi Internasional.

P emetaan situasi tindak pidana perdagangan orang menjadi semakin mendesak seiring agenda

Undang-Undang Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Kejahatan Tindak Pidana
Perdagangan Orang, telah menetapkan definisi dan standar untuk mencegah, memerangi, dan
memberantas TPPO. Hukum juga menjelaskan hak-hak korban dan perlindungan serta kewajiban
negara untuk memenuhi hak-hak korban. Untuk mendukung penerapan UU TPPO, Pemerintah
Indonesia juga telah membentuk Gugus Tugas Nasional Pencegahan dan Penanganan Kejahatan
Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Peraturan Presiden No. 69/2008 tentang Gugus Tugas
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, beberapa Peraturan
Menteri juga telah diberlakukan untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan TPPO
yaitu: Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 22 Tahun 2010
tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau Korban Tindak
Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
No. 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 183/373/
Sj tentang Pencegahan dan Penanganan TPPO tertanggal 5 Februari 2016. Semua peraturan
ini diamanatkan kepada pemerintah daerah untuk membentuk gugus tugas anti-tindak pidana
perdagangan orang serta mengalokasikan anggaran yang cukup untuk upaya pencegahan dan
pemberantasan TPPO.

Peraturan telah ada, namun penerapan peraturan itu sendiri perlu dinilai. Studi ini mengamati
penerapan peraturan yang ada di tingkat daerah terutama di daerah perbatasan yang berfokus pada
penyediaan layanan bagi korban tindak pidana perdagangan orang, kapasitas petugas garis depan
dan pemerintah daerah dan pada saat yang sama mengidentifikasi data dan pola TPPO di daerah
perbatasan yang dikenal sebagai daerah transit PMI yang berangkat ke Malaysia.

1 Lihat, Memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Bentuk Perbudakan Modern pada Makalah Global Compact Thematic,
IOM diakses melalui https://www.iom.int/iom-thematic-papersdan Global Compact for Safe, Orderlyand Regular Migration, Juli
2018, diakses melalui https://refugeesmigrants.un.org/intergovernmental-negotiations.
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Dalam membahas profil TPPO di daerah perbatasan, selain kurangnya data TPPO resmi dan
terintegrasi, beberapa tantangan utama termasuk beragamnya pemahaman dan pengetahuan
pejabat pemerintah daerah, penegakan hukum dan pembuat kebijakan di daerah perbatasan
mengenai TPPO, yang juga berhubungan dengan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan
tanggapan terpadu terhadap korban TPPO. Studi ini mencatat minimnya bantuan dan pemantauan
pengembangan program pencegahan dan pemberantasan TPPO dari Pemerintah Provinsi dan
Pusat kepada Pemerintah Kabupaten. Selain itu, koordinasi antarlembaga di dalam Pemerintah
Daerah serta antarlembaga (antara lembaga pemerintah daerah dan perwakilan kantor pemerintah
pusat) belum terbentuk dengan baik. Lebih lanjut, kerjasama antarwilayah juga belum secara aktif
digunakan sebagai salah satu mekanisme penanganan dalam memerangi TPPO.

Selama diskusi dengan pemangku kepentingan pemerintah daerah serta lembaga swadaya
masyarakat di wilayah penelitian yang ditargetkan, tecermin terbatasnya pemahaman tentang
TPPO, di mana sebagian besar peserta melihat bahwa tidak ada perbedaan antara tindak pidana
perdagangan orang dan penyelundupan migran. Situasi ini juga telah mendorong diskusi TPPO ke
isu-isu lintas batas terkait penempatan tenaga kerja. Hanya beberapa peserta yang menyadari dan
memahami bahwa perlintasan perbatasan tidak harus ada dalam unsur TPPO karena TPPO dapat
terjadi secara internal di dalam negeri.

Selain itu, penelitian ini juga mengamati putusan hukum dari beberapa kasus antara tahun 2014-
2018 di setiap wilayah yang ditargetkan. Sangat menarik untuk dicatat bahwa sebagian besar
putusan pengadilan dengan dakwaan TPPO tidak berakhir sebagai kejahatan TPPO. Salah satu alasan
yang disoroti adalah kurangnya bukti dari penyidik dan jaksa penuntut untuk membuktikan tindakan
TPPO.

Terlepas daritantangan tersebut, penelitian ini menggarisbawahi beberapa praktik yang baik tentang
kolaborasi pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat terutama dalam memberikan
bantuan langsung kepada korban. Di Sambas dan Sanggau misalnya, Pemerintah Daerah telah
melibatkan Organisasi Non-pemerintah pada program bantuan korban seperti pemberdayaan
ekonomi dan bantuan hukum.

Penelitian ini diakhiri dengan beberapa rekomendasi utama, khususnya untuk pemerintah yang
meliputi:

1). Menetapkan Kebijakan yang Kuat untuk Memberantas TPPO
yang Terkait dengan Manajemen Perbatasan

Kebijakan yang komprehensif dan kuat seperti rencana aksi kabupaten dan mekanisme rujukan
untuk menanggapi kejahatan TPPO di setiap kabupaten sasaran perlu diformalkan. Rencana
aksi dan sistem rujukan ini harus dirancang bersama oleh semua pemangku kepentingan
terkait dan melibatkan pemimpin masyarakat dalam proses penyusunan dan konsultasinya.
Selain itu, mempertimbangkan isu perbatasan, penting juga bagi pemerintah daerah untuk
melibatkan diri dengan dinas pengelolaan perbatasan dalam merancang program semacam
itu tentang TPPO. Dalam proses pengembangan ini, sangat mendesak bagi Pemerintah Pusat
untuk memberikan bantuan dan dukungan langsung, untuk memastikan bahwa rencana
tindakan dan sistem rujukan sesuai dengan Rencana Aksi Nasional tentang Pemberantasan
TPPO serta Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau Korban TPPO
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan No. 22/2010.
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Sedangkan untuk Pemerintah Nasional, karena tidak adanya perjanjian bilateral antara
Indonesia dan Malaysia tentang Penempatan Tenaga Kerja, penting untuk mengembangkan
kebijakan/strategi nasional untuk menanggapi isu migrasi tenaga kerja di koridor Indonesia-
Malaysia mengingat fakta jumlah migrasi tenaga kerja serta isu perlindungan terhadap Pekerja
Migran Indonesia di Malaysia.

Memperkuat Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah
Daerah di Wilayah Perbatasan

Salah satu pilar pemberantasan TPPO adalah pemberian perlindungan dan penuntutan yang
efektif terhadap kejahatan TPPO. Berbagai pemahaman dan interpretasi unsur-unsur TPPO
harus diatasi dengan meningkatkan pemahaman. Pelatihan gabungan dan terpadu untuk
petugas penegakan hukum dan petugas garis depan diperlukan untuk menutup kesenjangan.
Selanjutnya, pengarusutamaan TPPO dan penyelundupan migran ke petugas perbatasan
dan lembaga penegak hukum yang berfokus pada pengelolaan perbatasan seperti Angkatan
Laut, Angkatan Darat, Bakamla, dan Polisi Kelautan juga direkomendasikan untuk dilakukan.
Program inspeksi gabungan untuk mencegah dan memerangi TPPO dengan pedoman dan
jalur rujukan yang jelas, dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk melatih dan
memperkuat kapasitas dan koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Memperbaiki Infrastruktur dan Alokasi Anggaran
untuk Wilayah Perbatasan untuk mengatasi TPPO dan
Penyelundupan Migran

Dengan lanskap perbatasan yang unik, penguatan sistem manajemen perbatasan sangat
dibutuhkan. Selain infrastruktur (kantor, alat pemantauan, memperbaiki titik pemeriksaan
perbatasan) soft skill seperti prosedur identifikasi, bantuan dasar untuk Korban TPPO juga
perlu dibangun dalam sistem pengelolaan perbatasan.

Selain itu, penelitian ini juga memberi catatan bagi pemerintah baik nasional maupun daerah
untuk merancang program pencegahankhusus didaerah perbatasan yang mempertimbangkan
hubungan geografis dan budaya antara kedua negara.

Untuk mengukur efektivitas program pencegahan dan penuntutan, penelitian
merekomendasikan untuk mengembangkan metode pengumpulan dan berbagi data yang
dapat diakses oleh lembaga terkait yang bertanggung jawab atas pengelolaan perbatasan
serta perdagangan orang secara langsung. Selain itu, alat pengumpulan data ini juga dapat
digunakan sebagai salah satu metode pemantauan untuk provinsi asal dan provinsi transit
untuk melacak bantuan pengiriman mereka.
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4) Meningkatkan Kajian tentang Hubungan TPPO,
Penyelundupan Migran dan Pengelolaan Perbatasan

Penting bagi Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan dan memperbarui khususnya
Profil TPPO untuk menghubungkan situasi dengan penyelundupan migran dan masalah
pengelolaan perbatasan. Selain itu, perlu dilakukan studi komprehensif tentang isu-isu

pengelolaan perbatasan yang juga menangkap situasi dan strategi TPPO untuk mencegah
kejahatan dengan dimensi perbatasan.
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) LATAR BELAKANG

Di era globalisasi, tindak pidana perdagangan orang adalah fenomena yang semakin meluas
seiring meningkatnya migrasi internasional. Pada tahun 2018, Organisasi Migrasi Internasional
(IOM) mencatat bahwa populasi migran internasional berjumlah 258 juta orang, dengan
124,8 juta (48 persen) dari mereka sebagai migran perempuan dan 36,1 juta (14 persen) dari
mereka sebagai anak di bawah umur.?2 IOM menyimpulkan bahwa ada peningkatan populasi
migran internasional pada tahun 2018 sebesar 2,8 persen dari tahun 2017. Migrasi terus
terjadi karena berbagai alasan: kesempatan kerja, kondisi kerja dan kehidupan yang lebih
baik, pendidikan tinggi, konflik di tempat asal, atau untuk mencari pengalaman hidup baru.
Pekerjaan adalah tujuan paling signifikan, yang mendorong seseorang untuk bermigrasi, seperti
yang dapat dilihat dari total populasi pekerja migran secara global yang telah mencapai 150,3
dengan 44,3 persennya adalah migran perempuan. Dari angka sebelumnya, 110 juta populasi
migran internasional berasal dari Asia dan 11,5 juta di antaranya adalah pekerja rumah tangga
domestik.?

Namun, proses migrasi dapat membuat banyak orang rentan terhadap praktik-praktik ilegal
seperti tindak pidana perdagangan orang. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan
Walkfree Foundation, bekerja sama dengan IOM, menyatakan bahwa pada tahun 2016, ada
40 juta korban perbudakan modern dan tindak pidana perdagangan orang yang terdiri dari 25
juta orang telah mengalami kerja paksa dan 15 juta orang mengalami pernikahan paksa.* The
Counter-Trafficking Data Collaborative mencatat pada akhir 2017; ada sekitar 80.000 orang
yang terindikasi sebagai adalah korban tindak pidana perdagangan orang lintas batas, para
korban berasal dari 171 negara dan mengalami eksploitasi di 170 negara. Dari data tersebut,
71,1 persen di antaranya adalah perempuan.®

Perdagangan orang adalah kejahatan yang sifatnya kompleks.® Kompleksitas ini telah diakui
dan disorot dalam Laporan TPPO Departemen Luar Negeri AS.” Praktik ini telah terjadi jauh
sebelum perang dunia pertama dan dianggap lebih sering terjadi seiring perkembangan
era globalisasi.? Kejahatan ini sering dikaitkan dengan kejahatan klandestin terorganisir dan
pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.? Kejahatan ini dilakukan melalui berbagai pola,
baik melalui sindikat yang menggunakan teknologi canggih, atau melalui jaringan yang relatif
tradisional seperti jaringan keluarga, atau oleh individu yang bertindak secara independen.®

10

Lihat Global Migration Data Analysis Centre (GMDAC) dan International Organization for Migration, Global Migration Indicator
2018: Wawasan dari Global Migration Data Portal, 2018, tersedia di http://www.migrationdataportal.org

Ibid.
Ibid. https://www.iom.int/global-migration-trends.

Data ini adalah data final setelah proses anonimisasi (pengategorian terstruktur menurut kategori tertentu). Lihat, Counter
Trafficking Data Collaborative, Data Codebook, 2017, tersedia di https://www.ctdatacollabourative.org/sites/default/files/
CTDCper cent20codebookper cent20v6_0.pdf, diakses tanggal 17 April 2019.

Cherif M. Bassiouni, et. al., “Mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang Internasional Perempuan dan Anak untuk Eksploitasi
Seksual Komersial di Abad 21,” ERES 2010/3 Vol. 81, pp. 417 &491.

Departemen Dalam Negeri AS, Laporan Tindak Pidana Perdagangan Orang Juni 2018 (Washington D.C.), 2018.

Ulbe Bosma, “Dekolonisasi, Pembangunan Negara dan Krisis Migrasi di Asia Tenggara” dalam Buku Pegangan Oxford tentang
Krisis Migrasi, Cecilia Menjivar, Marie Ruiz, dan Immanuel Ness, eds. (Oxford: OUP, 2019).

Bassiouni, “Addressing International Human Trafficking,” n. 5
US Department of State, Trafficking in Persons Report June 2018 (Washington D.C.), 2018, n. 6
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Dalam konteks Indonesia, TPPO sering dikaitkan dengan migrasi tenaga kerja. Sebagai sumber
migran, Indonesia adalah salah satu negara pengirim tenaga kerja migran terbesar di Asia
Pasifik. Menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI), dalam empat tahun terakhir (2014-2018), Indonesia mengirim 1.486.601 pekerja
ke luar negeri, yang 63 persennya adalah pekerja migran perempuan dan 27 persen sisanya
adalah pekerja laki-laki . Dari jumlah ini, 472.905 pekerja migran ditempatkan di Malaysia dan
ini menjadikan Malaysia negara penempatan tertinggi diikuti oleh Provinsi Taiwan, Republik
Rakyat Tiongkok, dan Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, Tiongkok (Hong Kong SAR,
China) Singapura dan Kerajaan Arab Saudi (KSA).*

Grafik 1. Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan di Negara Tujuan

Kerajaan Arab Saudi [N ]
singapura [T
Hong Kong SAR, China [N ]
Provinsi Taiwan, Republik china [ N NN I

Malaysia | I
Malaysia | o e | nme | Singapura Aab i
W 2014 127,870 82,665 35,050 31,680 44,325
W 2015 97,748 75,304 15,322 20,895 23,000
W 2016 87,623 77,087 14,434 17,700 13,538
2017 88,991 62,823 69,182 13,379 6,471
W 2018 90,671 72,373 73,917 18,324 5,894

Malaysia juga menjadi negara tertinggi yang memulangkan/mendeportasi Pekerja Migran
Indonesia. Sesuai data BNP2TKI, pada 2018 saja, ada 68.751 Pekerja Migran Indonesia
dipulangkan/dideportasi dari Malaysia.

11 BNP2TKI, Data on the Placement and Protection of IMWs 2018 (Center for Research, Development, and Information BNP2TKI,
2019).
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Grafik 2. Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang Dipulangkan dari Negara Tujuan

Kerajaan Arab saudi [ NN B
singapura |
Hong Kong 5AR, China - | W
Provinsi Taiwan, Republik China [ NIy I
Malaysia | B
. Provinsi Taiwan, Hong Kong SAR, . Kerajaan
Malaysia Republik China China Singapura Arab Saudi
2014 61,447 32,062 17,829 22,368 23,401
2015 72,418 39,920 23,025 22,197 19,629
2016 84,567 52,379 34114 26,706 21,379
2017 78,207 37,242 35,616 22,473 11,951
W 2018 68,751 23,022 24,235 15,983 8,869

Selainitu, BNP2TKI juga mencatat bahwa dalam empat tahun terakhir, BNP2TKI telah menerima
22.768 pengaduan dari PMI dan anggota keluarga yang 7.069 pengaduannya dapat dikaitkan
dengan tindak pidana perdagangan orang, seperti gaji yang tidak dibayar, kehilangan kontak
dan komunikasi dengan keluarga, ditempatkan di tempat kerja yang berbeda yang tidak sesuai
dengan kontrak kerja, mengalami kekerasan dari majikan, pengurangan gaji melebihi aturan
pemerintah, masuk ke negara tujuan tanpa dokumen dan ilegal, penahanan paspor dan
dokumen oleh agen, pemalsuan dokumen, penipuan jenis pekerjaan dan pelecehan seksual.*
Selanjutnya, Malaysia juga telah menjadi negara teratas dengan keluhan tertinggi, diikuti oleh
KSA, Provinsi Taiwan, Uni Emirat Arab (UEA) dan Singapura)

Grafik 3. Jumlah Laporan Kasus Berdasarkan Negara Tujuan
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Data BNP2TKI di atas sejalan dengan data IOM Indonesia, yang mencatat bahwa dari 9.062
korban tindak pidana perdagangan orang, lebih dari 50% di antaranya dieksploitasi di
Malaysia.'®* Di antara 9.062 korban tindak pidana perdagangan orang ini, 75% di antaranya
mengalami eksploitasi tenaga kerja dan 23% di antaranya adalah korban eksploitasi seksual.
Data juga menunjukkan bahwa 85 persen korban mengalami eksploitasi ketika bermigrasi ke
luar negeri, sementara 15 persen di antaranya mengalami eksploitasi di dalam negeri.

Tingginya jumlah migrasi tenaga kerja antara Indonesia dan Malaysia dipengaruhi oleh budaya
migrasi yang mengakar di masyarakat. Sebagai contoh, orang-orang di wilayah Sulawesi Selatan
dan Nusa Tenggara Timur melihat migrasi ke Malaysia sebagai sesuatu yang telah diwariskan
dari generasi ke generasi dan oleh karena itu proses migrasi dilakukan secara independen
dengan mengabaikan pentingnya dokumen migrasi. Di beberapa bagian Kalimantan Barat,
seperti Kapuas Hulu, Sanggau dan Sambas, yang bertetangga langsung dengan Malaysia,
migrasi dimaksudkan sebagai proses bekerja serta membantu keluarga. Ini karena pengusaha
di wilayah Malaysia masih memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka karena sejak awal
berasal dari kelompok etnis yang sama. Latar belakang ini juga mendukung orang untuk
pindah ke luar negeri tanpa menggunakan dokumen perjalanan atau dokumen kerja yang
tepat, seperti yang diminta oleh kedua negara.

Budaya dan wilayah yang berdekatan di Indonesia dan Malaysia yang hanya dipisahkan oleh
selat/laut dan bahkan di beberapa bagian hanya dibatasi oleh pasak tanah telah digunakan
sebagai “surga” bagi agen tak bermoral untuk menyelundupkan migran ke Malaysia. Situasi ini
bahkan memburuk ketika jaringan kejahatan juga menggunakan jalur ini sebagai rute TPPO,
dari provinsi asal di luar daerah perbatasan ini ke wilayah Malaysia Timur.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini ingin memetakan situasi TPPO terutama di wilayah
perbatasan antara Indonesia- Malaysia, dengan berfokus pada beberapa masalah utama di
bawah ini:

1. Trend TPPO di wilayah perbatasan

2. Tingkat pengetahuan dan pemahaman pemerintah daerah, penegakan hukum dan
pembuat kebijakan tentang TPPO dan dampaknya terhadap tanggapan TPPO

3. Ketersediaan dan efektivitas kerangka kelembagaan untuk memerangi TPPO di
wilayah perbatasan

Selainisu-isu utama di atas, penelitian inijuga bertujuan untuk menarik beberapa rekomendasi
untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam memerangi TPPO terutama di daerah
perbatasan.

13 Lihat, IOM basis data Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Indonesia, 2018.
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9 KERANGKA KERJA KONSEPTUAL TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Kerangka Kerja Internasional dan Regional

Pada tahun 2009, Indonesia meratifikasi dua Protokol Konvensi PBB tentang Kejahatan
Terorganisir Transnasional lainnya, yaitu Protokol untuk Mencegah, Menekan dan
Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak (juga
disebut sebagai Protokol Palermo) melalui Undang-Undang No. 14 tahun 2009 dan Protokol
Penyelundupan Migran melalui Undang-Undang No. 15 tahun 2009. Ratifikasi dua protokol
tambahan memperkuat komitmen Indonesia di bawah kerangka kerja internasional melawan
tindak pidana perdagangan orang. Protokol Palermo telah menjadi dokumen rujukan utama
tentang tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan migran di tingkat internasional
dan dianggap sebagai kerangka kerja global. Protokol Palermo mendefinisikan tindak pidana
perdagangan orang (TPPO) sebagai:

mereRrut, mentranspor, mentransfer, menaruh atau menerima seseorang melalui
ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari pemaksaan,
penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,

atau pemberian pembayaran atau penerimaan pembayaran atau manfaat sehingga

mendapat persetujuan dari orang lain yang bertanggung jawab atas orang lain, untuk

tujuan mengeksploitasi.“™

Menurut paragraf ini, elemen-elemen TPPO terdiri dari:
(@) proses, termasuk rekrutmen, menaruh dan transfer.

(b) saranayang antara lain termasuk dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau
bentuk pemaksaan, penculikan dan penipuan lainnya

(c) tujuan eksploitasi.

Selain Protokol Palermo, pada tahun 2017 Indonesia juga meratifikasi Konvensi ASEAN
Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak, melalui UU No. 12/2017
tentang Ratifikasi Konvensi ASEAN tentang Menentang Perdagangan Orang, Khususnya
Perempuan dan Anak.. Konvensi regional ini, ditetapkan sebagai standar bagi Negara-Negara
Anggota ASEAN (AMS) untuk mencegah dan memberantas TPPO, memastikan hukuman
tindak pidana perdagangan orang yang adil dan efektif, melindungi dan membantu korban
tindak pidana perdagangan orang dengan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia
dan mempromosikan kerja sama di antara AMS.*®

14 Ppasal 3 (a) Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan
Anak-anak, Tambahan Konvensi PBB menentang Kejahatan Transnational Terorganisir, 2000.

15 Ppasal 1 (1), Konvensi ASEAN tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak, 2015
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Kerangka Kerja Nasional

Sebelum ratifikasi Protokol Palermo, Indonesia telah memberlakukan UU TPPO sejak 2007
yaitu UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU
PTPPO). Undang-Undang ini mendefinisikan tindak pidana perdagangan orang sebagai:

tindakan perekrutan, pengangkutan , penampungan, pengiriman, pemindahan,
atau penerimaan seseorang dengan ancaman Rekerasan, penggunaan Rekerasan,
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut,
baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi
atau mengakRibatkan orang tereksploitasi”

Definisi perdagangan orang dalam Undang-Undang ini memiliki elemen yang sama dengan
Protokol Palermo, vaitu; berbagai tindakan, dengan cara tertentu dan untuk eksploitasi atau
menyebabkan orang dieksploitasi. Undang-Undang PTPPO secara spesifik mendefinisikan
kegiatanyangtermasuk dalam pidana perdagangan orangbaik untuk tujuan eksploitasidi dalam
negeri ataupun luar negeri. Selain itu UU ini juga mengidentifikasikan pelaku perdagangan
orang yaitu perseorangan atau individu, kelompok terorganisir dan perusahaan, serta aparat
pemerintahan. Lebih lanjut, UU ini juga mengatur mengenai hak-hak korban perdagangan
orang, kewajiban pemerintah dalam menanggulangi kejahatan perdagangan orang dan peran
serta masyarakat dalam memerangi perdagangan orang.

Kekhususan undang-undang sebagai undang-undang yang mengatur tindak pidana
perdagangan orang sebagai kejahatan khusus terbukti dalam penggunaan alat bukti yang
lebih luas yang digunakan termasuk informasi elektronik dalam bentuk peta, foto, tulisan,
gambar atau bentuk lain; pernyataan seorang saksi dianggap sebagai bukti yang sah jika
diikuti oleh bukti lain; penyadapan dapat dilakukan berdasarkan bukti awal yang cukup dan
pemblokiran aset orang-orang yang terlibat dalam perdagangan orang. Undang-Undang
PTPPO juga memberikan perhatian pada hak-hak korban dan sisterm perlindungan saksi dan
korban termasuk di dalamnya hak atas rehabilitasi, repatriasi dan restitusi.

Peraturan lain terkait TPPO adalah keberadaan UU No. 31 tahun 2014 tentang amandemen
UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini
menegaskan tujuh kategori korban kejahatan (salah satunya adalah korban perdagangan
orang), yang merupakan prioritas dalam pemberian hak, atas perlindungan. Undang-undang
ini menekankan kewajiban negara, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam
memenuhi hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang.

16 Lihat Penjelasan Hukum No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 2 huruf h.
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Selain itu, mengingat situasi utama TPPO di Indonesia didominasi oleh perdagangan orang
lintas batas untuk tenaga kerja, TPPO juga diatur dalam UU No 18/2017 tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini secara eksplisit menyebutkan perlunya
melindungi tenaga kerja dari perdagangan orang, perbudakan dan kerja paksa dan oleh
karena itu undang-undang ini telah memasukkan prinsip anti perdagangan orang. Prinsip anti
perdagangan orang dijelaskan sebagai berikut:*®

tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau
penerimaan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, pencuilikan, penyekapan, pemalsuan,

penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau
memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang
yang memegang kRendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara
ataupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Calon Pekerja
Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia terkesploitasi.

Selanjutnya, sehubungan dengan penyelundupan migran terkait dengan TPPO dan untuk
melengkapi Protokol Penyelundupan Migran, Indonesia juga memberlakukan UU No. 6 tahun
2011 tentang Keimigrasian yang mengatur langkah-langkah preventif dan represif dalam
mencegah tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan orang. Langkah-langkah
pencegahan termasuk memantau dan mengamankan dokumen perjalanan, mendeteksi
dokumen palsu, bertukar informasi dan memantau dan mendeteksi penyelundupan orang
melalui metode konvensional dan non-konvensional. Tindakan represif yang diatur dalam
Undang-Undang Keimigrasian mencakup penyelidikan imigrasi, tindakan imigrasi administratif,
dan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan pelaku tindak pidana
perdagangan orang dan penyelundupan orang.

0 GAMBARAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DAN PENYELUNDUPAN
MIGRAN DI INDONESIA

Orang-orang terpelajar seperti Ford, Lyons dan Schendels'’ telah menegaskan pentingnya
studi tentang hubungan antara tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran
dan migrasi tenaga kerja. Setidaknya ada dua pendekatan: pertama, mengembangkan

17" Ford, Lyons dan van Schendel, “Migrasi Tenaga Kerja,” n. 23.
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pembeda dan mengusulkan untuk menggunakan elemen ‘metode’ dalam Protokol Palermo
sebagai pembeda antara penyelundupan migran dan tindak pidana perdagangan orang dan
menggunakan elemen objektif ‘eksploitasi’ sebagai pembeda antara perdagangan orang dan
migrasi tenaga kerja. Jika seseorang memasuki suatu negara tanpa ancaman, atau penggunaan
kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan, penculikan, penipuan, maka tindakan tersebut
dapat disebut sebagai kasus penyelundupan. Sementara ketika seseorang memasuki negara itu
dengan cara ‘ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan, penculikan,
penipuan’ maka dianggap telah terjadi tindak pidana perdagangan orang.'® Karenanya Ford,
Lyons dan van Schendel mengusulkan kerangka kerja anti perdagangan orang yang berfokus
pada paksaan, penipuan, dan eksploitasiyang dialamioleh mereka yang melakukan pergerakan
di perbatasan. Jika unsur-unsur paksaan, penipuan dan eksploitasi ditemukan dalam migrasi
tenaga kerja, maka dapat disimpulkan bahwa praktik tindak pidana perdagangan orang telah
terjadi.

Berlawanan dengan Ford, Lyons dan van Schendel, Bassiouni,’* menyarankan pendekatan
kedua yaitu bahwa elemen-elemen paksaan dan eksploitasi harus ada dan menjadi bentuk
berkelanjutan dalam penyelundupan orang. Menurut Bassiouni, penyelundupan orang adalah
suatu kontinum dari paksaan dan eksploitasi meskipun tampaknya ada unsur kehendak individu
dan korban adalah korban dari kehendaknya sendiri (kejahatan tanpa korban). Korban sering
mengalami eksploitasi seperti, membayar lebih dari jumlah biasanya, atau pemerkosaan. Oleh
karena itu, penelitian ini menekankan bahwa penyelundupan orang juga terhitung sebagai
tindak pidana perdagangan orang.?°

Penyelundupan migran telah didefinisikan oleh Protokol Menentang Penyelundupan Migran
melalui Darat, Laut dan Udara, melengkapi Konvensi Menentang Kejahatan Terorganisir
Transnasional sebagai tindakan pengadaan untuk mendapatkan keuntungan finansial dan
material untuk masuk secara ilegal, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3:

pengadaan, untuk memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, manfaat finansial

atau material lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu Negara di mana
orang tersebut bukan penduduk nasional atau penduduk tetap.

Dari definisi ini, penyelundupan migran memberi penekanan pada tiga elemen:
(a) tindakan; pengadaan
(b) tujuan: untuk mendapatkan manfaat finansial langsung atau tidak langsung

(c) metode; masuk ke suatu negara secara ilegal

18 |bid

19 Bassiouni, “Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang Internasional,’ n. 5.
20 Ibid.

21 Lihat Pasal. 3 b, dan c Protokol Tambahan tentang Penyelundupan Migran.
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Istilah “masuk secara ilegal” dalam Protokol mengacu pada upaya untuk melintasi perbatasan
tanpa memenuhi persyaratan yang tepat, termasuk identitas palsu atau dokumen.?* Dari
definisi di atas kita dapat menggambarkan perbedaan antara penyelundupan migran dan
tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut:

Gambar 1. TPPO dan Penyelundupan Migran

Legal, illegal or no border crossing
Illegal border crossing

Legal or illegal documents

Profitable

BU.Sl ness Illegal (false or stolen) documents
Documents taken Involving human

beings

Coercion and repeated exploitation Voluntary

Restricted movement, control . .
Commodity: a service, movement

Criminal
Commodity: on Individual Networks

Crime against on Individual Crime against the State

Trafficking Smuggling

Definisi dan diferensiasi seperti ini penting untuk digarisbawahi mengingat bahwa dalam
konteks Indonesia, situasi TPPO didominasi oleh perdagangan orang lintas batas untuk
tujuan tenaga kerja, dalam konteks Indonesia, isu TPPO sering dicampur dengan masalah
penyelundupan migran. Beberapa kesulitan dalam mengategorikan kejahatan utama dan
untuk memenuhielemen-elemen TPPO, masih meningkat. Akibatnya, banyak TPPO lintas batas
dianggap sebagai penyelundupan migran atau disederhanakan menjadi proses penempatan
non-prosedural hanya untuk pekerja migran, tanpa penyelidikan lebih lanjut tentang elemen
TPPO. Sebaliknya, di beberapa daerah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Sambas dan
Sanggau, jumlah penempatan non-prosedural juga secara otomatis akan dianggap sebagai
jumlah TPPO, meskipun proses penyaringan terhadap elemen TPPO belum dilakukan.

Situasi ini juga berdampak pada prosedur pengumpulan dan pelaporan data TPPO yang
tidak dapat diintegrasikan karena masing-masing institusi memiliki standar dan indikator
mereka sendiri. Beberapa institusi seperti BNP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja akan
mengklasifikasikan kasus berdasarkan masalah administrasi perburuhan yang dihadapi oleh
pekerja dan tidak memasukkan TPPO ke dalam kategorisasi mereka. Sementara Kementerian
Sosial akan mengkategorikan kasus TPPO lintas batas, jika kasus tersebut telah dikategorikan

21 Lihat Pasal. 3 b, dan c Protokol Tambahan tentang Penyelundupan Migran.
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sebagai kasus TPPO oleh Kementerian Luar Negeri melalui Kantor Perwakilan Indonesia di luar
negeri. Sementara beberapa Kantor Perwakilan Indonesia di luar negeri akan mengkategorikan
suatu kasus sebagai kasus TPPO, jika korban memperkarakan kasus mereka pada sistem
peradilan pidana di negara tujuan. Sementara itu, di beberapa negara tujuan, negara-negara
tersebut tidak memiliki UU TPPO, atau UU TPPO mereka memiliki persyaratan khusus yang
tidak sepenuhnya mengikuti Protokol Palermo. Misalnya, Hong Kong SAR China tidak akan
mengakui eksploitasi tenaga kerja sebagai bentuk tindak pidana perdagangan orang? dan
Pemerintah Malaysia akan meminta korban untuk tetap di tempat penampungan selama
proses penuntutan sampai kasus tersebut diselesaikan oleh Mahkamah Agung.?

Penelitian ini juga menangkap pemahaman yang beragam dalam menentukan dan
mengidentifikasi elemen TPPO yang telah berdampak pada penyediaan layanan terintegrasi
untuk korban TPPO.

22 Laporan Perdagangan Orang2018 - Hong Kong SAR, Departemen Dalam Negeri AS, Laporan Tindak Pidana Perdagangan Orang

2018 - Hong Kong, 28 Juni 2018, tersedia di: https://www.refworld.org/docid/5b3e0b254.html.

23 Ketetapan 670 Ketetapan Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migrant, 2007
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Q PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini mengambil pendekatan sosial-hukum dan menerapkan metode kualitatif.
Penelitian sosial-hukum adalah penelitian yang mengandalkan penelitian empiris. Penelitian
sosial-hukum bukanlah studi tentang doktrin, melainkan studi yang menganalisis bagaimana
hukum dan kebijakan dioperasionalkan dalam konteks sosial.?* Penelitian empiris ini akan
membantu menganalisis hukum dalam berbagai aspek: pertama, tentang bagaimana hukum
dikontekstualisasikan dalam realitas sehari-hari di masyarakat; kedua, tentang bagaimana
konteks memengaruhi operasionalisasi hukum. Indonesia telah memiliki undang-undang
yang terkait dengan perdagangan orang; namun, hukum tertulis saja tidak dapat mewakili apa
yang terjadi. Dengan demikian, penelitian empiris akan membantu mengurai fenomena sosial
yang mempengaruhi tindak pidana perdagangan orang, yang dianggap dan ditafsirkan sebagai
kejahatan berdasarkan hukum di Indonesia. Penelitian tentang tindak pidana perdagangan
orang, terutama di perbatasan, akan difokuskan untuk melihat apakah ada kesenjangan antara
kenyataan dan hukum.

Penelitian sosio-hukum juga memiliki dimensiyang terkait pluralitas dan mengakui keberadaan
pluralitas dalam hukum yang secara khusus memengaruhi keadaan tertentu di area tertentu
(pluralisme hukum).?® Keragaman dapat terjadi dan oleh karena itu perbedaan situasi antar
daerah dapat terjadi karena undang-undang yang ada di suatu daerah berbeda dengan hukum
di daerah lain. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum tidak dapat dihindari. Meskipun
hukum nasional telah diberlakukan, hukum dan kebijakan di tingkat lokal dapat memengaruhi
tanggapan yang berbeda antardaerah. Konteks desentralisasi memengaruhi apakah suatu
daerah memiliki kebijakan khusus tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang
dan bagaimana wilayah lain mengembangkan mekanisme layanannya untuk para korban
tindak pidana perdagangan orang dan untuk menangani para pelaku kejahatan.

Selanjutnya, pendekatan kualitatif dalam penelitian digunakan untuk menganalisis fenomena
yang terjadi di masyarakat lebih dalam; para aktor yang terlibat dalam kegiatan tertentu
dalam studi ini, hubungan atau faktor-faktor kunci yang memengaruhi informasi seperti apa
yang perlu diselidiki lebih dalam.?® Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertumpu pada
analisis faktor-faktor yang memengaruhitindak pidana perdagangan orang, tentang bagaimana
pemerintah atau lembaga penegakan hukum merespons tindak pidana perdagangan orang;
tentang bagaimana hukum dan kebijakan terkait diterapkan; dan apa hambatan saat ini dalam
memberantas tindak pidana perdagangan orang. Namun, penelitian ini juga menggunakan
data kuantitatif yang disediakan oleh lembaga lain untuk memperkuat analisis tentang
fenomena tindak pidana perdagangan orang.

24

25

26

John Baldwin dan Gwynn Davis, “Penelitian Empiris dalam Hukum,” dalam Mark Tushnet dan Peter Cane (eds.) Buku Pegangan
Oxford tentang Ilmu Hukum, (Oxford: OUP, 2005)

Margaret Davies, “Pluralisme Hukum” dalam Peter Cane dan Herbert M. Kritzer, (eds.) Buku Pegangan Oxford tentang Penelitan
Hukum Empiris (Oxford: OUP, 2010).

Ibid.
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9 JANGKA WAKTU DAN LOKASI

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2018 hingga bulan Juni 2019. Penelitian ini
dilakukan di empat lokasi di Pulau Kalimantan, yang merupakan daerah perbatasan darat
antara Indonesia dan Malaysia. Daerah-daerah ini terletak di Kabupaten Sambas, Kabupaten
Sanggau dan Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Nunukan
di Provinsi Kalimantan Utara. Lokasi-lokasi ini dipilih karena alasan geografis dan banyaknya
kegiatan lintas batas untuk tujuan migrasi tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui metode campuran vyaitu penelitian literatur dan studi
lapangan, dengan melakukan diskusi kelompok terarah, wawancara mendalam dengan para
pemangku kepentingan yang relevan, diskusi informal dan pengamatan. Metode campuran
diperlukan untuk memastikan ketersediaan data triangulasi dan untuk menghindari bias
subjektif ketika hanya bergantung pada satu informasi.?” Data yang diperoleh dari penelitian
lapangan kemudian diperkuat oleh tinjauan pustaka yang bersumber dari buku, jurnal, laporan,
keputusan pengadilan dan dokumen terkait lainnya.

1. Tinjauan Literatur

Selama penelitian ini, tim peneliti memeriksa beberapa dokumen kebijakan di tingkat
nasional, provinsi dan lokal seperti Rencana Aksi Nasional, Peraturan Menteri, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan lain-lain. Selain itu, peneliti juga
mengamati putusan kasus di setiap kabupaten sasaran, untuk memahami pemahaman
dan pengetahuan penegakan hukum dalam menerapkan hukum TPPO. Selain itu, untuk
memperkaya diskusi, peneliti juga meninjau beberapa penelitian yang ada terkait isu
TPPO, penempatan tenaga kerja dan perbatasan.

2. Diskusi Kelompok Terarah

Diskusi kelompok terarah dilakukan di semua lokasi penelitian. Target utama masing-
masing diskusi adalah perwakilan pemerintah daerah, aparat penegakan hukum,
tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan perwakilan dari lembaga vertikal
seperti Kantor Imigrasi dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BNP2TKI), yang dianggap sebagai pelaku utama program penanggulangan

27 Laura Beth Nielsen, “Kebutuhan akan Pendekatan Multi-Metode dalam Penelitian Hukum Empiris,” Peter Cane dan Herbert M.

16

Kritzer, (eds.) Buku Pegangan Oxford tentang Penelitian Hukum Empiris (Oxford: OUP, 2010).

Bab 2 : Metodologi Penelitian



Penelitian Pemerintah Penegakan Lembaga

tindak pidana perdagangan orang di setiap wilayah. Di setiap kabupaten sasaran, tim
melakukan dua diskusi. Diskusi pertama bertujuan untuk mengeksplorasi data yang
tersedia dan informasi lebih lanjut untuk menganalisis kondisi saat ini di setiap wilayah
studi. Untuk mendapatkan data yang komprehensif, diskusi kelompok terarah pertama
difokuskan untuk membahas program pencegahan dan program bantuan korban.
Para peserta dibagi menjadi dua kelompok dan mendiskusikan isu-isu utama tentang
kebijakan/peraturan, program saat ini, dan mekanisme pendanaan, koordinasi dan
kerjasama yang berlaku.

Selanjutnya, diskusi kelompok terarah kedua digunakan untuk mengkonfirmasi temuan
awal dan penggalian lebih lanjut dari data yang masih dianggap perlu untuk dianalisis.
Secara total, 167 orang dari empat kabupaten sasaran, telah berpartisipasi dalam diskusi
ini. Selama diskusi kedua, tim peneliti juga mengundang orang-orang yang berpartisipasi
dalam proses wawancara mendalam.

Tabel 1. Rekapitulasi Partisipan dalam Diskusi Kelompok Terarah

Rekapitulasi partisipan diskusi (orang)

Lokasi Jumlah
Lsm/ (person)

masyarakat/
akademis

daerah hukum terkait

Nunukan 16 3 8 7 4 38

Sambas 12 7 1 17 0 47

Kapuas Hulu 20 7 4 9 1 41

Sanggau 21 5 5 10 0 41

Total 167
3. Wawancara Mendalam

Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan

Wawancara mendalam adalah metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan
pertemuan tatap muka melalui proses tanya jawab antara peserta penelitian dan
peneliti. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data yang lebih komprehensif
dari para peserta, yang mungkin tidak disampaikan secara rinci dalam forum yang
lebih besar seperti diskusi kelompok terarah. Informasi rinci dan kisah pengalaman dari
masing-masing peserta dapat memperkaya dan mempertajam data yang diperoleh
melalui diskusi kelompok terarah. Kombinasi data wawancara dan diskusi penting untuk
menjawab pertanyaan penelitian secara akurat.

Wawancara mendalam dilakukan melalui wawancara formal dan atau diskusi informal.
Wawancara formal dilakukan untuk mendapatkan data dari pemangku kepentingan
pemerintah, sementara diskusi informal dilakukan kepada responden dari masyarakat
dan atau organisasi masyarakat sipil. Pendekatan informal ini digunakan untuk
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Penelitian

mendorong para peserta untuk berbicara secara terbuka dan memberikan informasi
yang diperlukan menggunakan bahasa mereka sendiri. Beberapa pertanyaan kunci
dalam wawancara ini adalah pemahaman tentangisu TPPO secara umum dan khususnya
tentang sistem rujukan, tren kasus, dan peran mereka dalam menanggapi isu TPPO.
Wawancara mendalam dilakukan di empat lokasi penelitian dengan total 77 peserta:
17 narasumber di Nunukan, 20 narasumber di Sambas, 14 nara sumber di Kapuas Hulu
dan 26 nara sumber di Sanggau. Sampel dari masing-masing kabupaten sasaran dapat
berbeda dengan mempertimbangkan skala dan cakupan TPPO di setiap kabupaten.
Detail daftar pertanyaan dapat ditemukan dalam lampiran.

Pengamatan

Observasi adalah metode pengumpulan data yang biasa dilakukan dalam penelitian
empiris. Dalam penelitian ini, pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan kualitatif
yang bersifat naturalistik artinya pengamatan dilakukan di lokasi yang dianggap menarik
dan penting bagipesertauntukmemperkaya hasil penelitian seperti pos perbatasanresmi
dan jalur ilegal untuk migrasi. Metode pengamatan memungkinkan para peneliti untuk
secara langsung mengamati faktor-faktor kunci yang mendukung atau menghambat
tindak pidana perdagangan orang di setiap wilayah. Pengamatan juga memungkinkan
para peneliti untuk mencocokkan data yang diperoleh dari diskusi kelompok terarah dan
wawancara dengan kondisi nyata di lokasi. Hasil pengamatan akan membantu peneliti
untuk memahami pola unik TPPO di setiap lokasi penelitian.

Pemilihan lokasi untuk proses observasi ini didasarkan pada data yang diperoleh dari
diskusi kelompok terarah atau wawancara. Di bawah ini adalah lokasi untuk kegiatan
pengamatan ini:

Tabel 2. Kegiatan Pengamatan

Tanggal Jumlah
pengamatan lokasi

Lokasi

Nama lokasi obyek pengamatan

Pusat Layanan Terpadu Nunukan 15-11-2018
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 15-112018
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Nunukan
Rumah sementara untuk deportan 15-11-2018
Yt e Pelabuhan Tunon Taka 16-11-2018 2
Eﬁ[gjtgjzgt?komor 3, Tanjung Kuning, 16-11-2018
2:!;232 zisnaurk'ga:]pal Batas, Pulau 17112018
Pusat Layanan Terpadu Sambas 4-12-2018
Sambas Pos Pelayanan Penempatan dan 4
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 4-12-2018

Sambas
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Tanggal
pengamatan

Lokasi
Penelitian

Nama lokasi obyek pengamatan

Konsulat Indonesia di Kuching, Malaysia 5-12-2018
Pos Lintas Batas Nasional (PLBN) Aruk 5-12-2018
Pos Lintas Batas Nasional (PLBN) Nanga BT T
Badau
Kapuas Hulu Lubuk Antu- Batang Ai 13-12-2018 3
Jalan setapak ilegal yang digunakan
untuk lintas batas ilegal oleh warga lokal 13-12-2018
di Nanga Badau
Pos. Lintas Batas Nasional (PLBN) 19-12-2018
Entikong
Pusat Layanan Terpadu Entikong 19-12-2018
Tempat Penampungan Pusat Layanan
Saneeau Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan 18-12-2018 5
88 Perlindungan Anak Sanggau
18-12-2018 and
Kelas Il Rumah Tahanan Sanggau 18-06-2019
Tempat.Penfa\mpungan Dinas Sosial, 15-06-2019
Provinsi Kalimantan Barat
Total 18

Q BATASAN PENELITIAN

Penelitianinidilakukan padatahun 2018, dengan data yang dikumpulkan daritahun 2014-2018,
oleh karena itu semua data dan analisis dibuat berdasarkan periode ini. Selain itu, penelitian
ini juga berfokus pada empat wilayah perbatasan di Indonesia yaitu Sanggau, Sambas,
Kapuas Hulu dan Nunukan, keempat perbatasan ini tidak dapat mencerminkan situasi semua
perbatasan Indonesia. Lebih Lanjut Temuan penelitian juga tidak akan mewakili seluruh profil
TPPO di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan di perbatasan Indonesia saja dan
tidak melibatkan penelitian mendalam di pihak Malaysia, oleh karena itu, direkomendasikan
untuk melakukan lebih banyak analisis penelitian di sisi Malaysia.
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Q KABUPATEN SANGGAU DALAM KONTEKS

Kabupaten Sanggau terletak di bagian tengah dan utara Provinsi Kalimantan Barat, dengan
wilayah yang mencakup 12.857,70 kilometer persegi dengan kepadatan penduduk rata-rata
35 orang per kilometer persegi.”® Menurut proyeksi populasi tahun 2017, populasi Kabupaten
Sanggau berjumlah 457.701 orang, yang tersebar di 15 kecamatan.? Kelima belas kecamatan
tersebut antara lain adalah Toba, Meliau, Kapuas, Mukok, Jangkang, Bonti, Parindu, Tayan Hilir,
Balai, Tayan Hulu, Kembayan, Beduwai, Noyan, Sekayam, dan Entikong.*°

Perekonomian Kabupaten Sanggau didukung oleh dua komoditas utama: karet dan kelapa
sawit.®! Survei nasional mengenai catatan tenaga kerja tahun 2017, bidang usaha yang
paling terlibat adalah sektor pertanian sebesar 69,33 persen.? Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu
daerah pada periode tertentu.>®* PDRB Sanggau berdasarkan harga pada tahun 2017 adalah
16.951 miliar Rupiah, meningkat 9.56 persen dari tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar
masih berasal dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, yang jumlahnya mencapai
30,06 persen.** Selain PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga dapat digunakan untuk
mengukur kondisi sosial ekonomi suatu daerah. IPM menjelaskan bagaimana penduduk lokal
dapat mengakses hasil pembangunan dalam bentuk memperoleh pendapatan, kesehatan,
pendidikan, dan sebagainya.®*® Pada tahun 2017, IPM Kabupaten Sanggau adalah 64,61.
Meskipun masing-masing skor telah meningkat dari tahun 2015 (63,05) dan 2016 (63,90),
skor HDI kabupaten Sanggau masih berada di bawah IPM nasional (70,81) yang dikategorikan
sebagai status pembangunan manusia yang tinggi (IPM 70-80).%°

Dilihat dari lokasi geografis, Kabupaten Sanggau berada pada posisi strategis, antara lain karena
(1) terletak di jalur lalu lintas sektor timur menuju Kabupaten Sekadau, Melawi, Sintang dan
Kapuas Hulu; (2) terletak dijalur Trans-Kalimantan (Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur); (3) terletak di jalur Trans-Kalimantan (Sarawak dan Brunei Darussalam);
dan (4) berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia Timur).3’

Sebagai daerah yang memiliki perbatasan darat dan bersinggungan langsung dengan Malaysia,
Sanggau diidentifikasi sebagai wilayah yang relatif rentan terhadap berbagai kejahatan

28

29
30

31

32
33
34
35
36

37

Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) kantor Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sanggau dalam angka 2018, (Sanggau: BPS, 2018),

hal. 4.
Ibid., hal. 55.

Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) kantor Kabupaten Sanggau, 2015, Jumlah Desa menurut Kecamatan di Kabupaten
Sanggau, https://sanggaukab.bps.go.id/statictable/2015/06/07/12/jumlah-desa-menurut-kecamatan-di-kabupaten-sanggau.
html, diakses tanggal 1 April 2019.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-

2018 (Pontianak: 2013), hal. 136.

Ibid., hal. 56.

Departemen Statistik Bank Indonesia, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), hal. 1.

Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) kantor Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sanggau, n. 74, hal. 403.
Human Development Index 2017 No. 33/04/Th. XXI, 16 April 2018, hal. 2.

Ibid; Status pengembangan manusia Kalimantan Barat berada pada kategori sedang (dengan IPM 60-70). Dibandingkan dengan

provinsi di wilayah Kalimantan, IPM Kalimantan Barat adalah IPM terendah.

Lihat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Mei 2018 (Pontianak, 2018), hal. 88.

Wawancara mendalam, Kantor Imigrasi Entikong Kelas I, 19 Desember 2018

Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan

23



transnasional, termasuk perdagangan orang. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Sanggau,
yaitu PLBN Entikong memiliki perbatasan darat dengan Malaysia (melalui Sarawak). Rute ini
sering disebut rute sutra karena dapat dilalui langsung oleh bus baik dari Indonesia maupun
Malaysia tanpa harus melintasi sungai atau laut. Oleh karena itu jalur ini menjadi rute ramai
yang dilewati oleh warga dari berbagai daerah. Hingga akhir tahun 2018, 1.000-1.500 orang
melewati PLBN Entikong setiap hari,*® tetapi mulai awal 2019, jumlah pelintas melalui PLBN
Entikong telah menurun secara drastis sejak berdirinya PLBN Aruk. Jumlah pelintas hanya
mencapai 500-700 pelintas per hari.*

DATA PERDAGANGAN ORANG DI SANGGAU

Berdasarkan studi lapangan dan penelitian literatur, ditemukan bahwa terdapat beberapa
potensi kasus TPPO yang diserahkan oleh berbagai lembaga, namun hanya satu kasus yang
dinyatakan sebagai kasus TPPO berdasarkan Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal
13 Desember 2018. Menurut data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Sanggau, pada tahun
2016-2018, terdapat 10 kasus terkait TPPO lintas batas, dan hanya satu kasus yang dihukum
berdasarkan Undang-Undang TPPO No. 21/2007 sedangkan sisa kasus dihukum berdasarkan
Undang-Undang No. 39/2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Migran
Indonesia.*

Namun, merujuk pada Data Polres Sanggau, selama tahun 2016-2018 terdapat 15 kasus
yang dilaporkan sebagai kasus Perdagangan Orang dan terkait dengan proses penempatan
Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dengan mempertimbangkan bahwa sebagian besar kasus
terkait dengan proses penempatan PMI, 12 kasus diselidiki berdasarkan Undang-Undang No.
39/2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Migran dan hanya tiga kasus
yang diselidiki berdasarkan Undang-Undang No. 21/2007.

Grafik 4. Jumlah Kasus yang Diselidiki oleh Polres Sanggau

2016 2017 2018 2019
W TP M Tindak Pidana dan Perlindungan

Sumber: Data Polres Sanggau
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Ibid.
Diskusi Kelompok Terarah, Kantor Imigrasi Entikong Kelas Il, 18 Juni 2019.

Pemeriksaan Kasus Hukuman Pengadilan Negeri Sanggau 2016-2018. Rincian kasus dapat dilihat di https://putusan3.
mahkamahagung.go.id/direktori/periode/jenis/putus/pengadilan/pn sanggau/tahun/2018/page/2.html . Terpidana dijatuhi
hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp. 120.000.000,00 subsider dengan 2 bulan penjara

Data Polres Sanggau, 2016-2018
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Sementara menurut Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (P2TP2A), pada tahun 2017-2018, hanya terdapat satu kasus TPPO potensial, yang
melibatkan delapan orang (P: 4, L: 4) yang dirujuk oleh Polsek Tembayan dalam bulan
November 2018. Kedelapan individu ini diselamatkan oleh Polisi Distrik ketika polisi melakukan
inspeksi perjalanan. Mengingat bahwa individu tersebut berasal dari Aceh dan tidak satupun
dari mereka memiliki dokumen kerja serta konfirmasi dari pengemudi yang mengantar bahwa
mereka akan berangkat ke Malaysia, polisi memutuskan untuk menghentikan mobil dan
menyerahkan delapan orang ini kepada DINSOSP3AKB dan P2TP2.*> Namun, sayangnya tidak
ada identifikasi atau penyelidikan lebih lanjut mengenai kasus tersebut. Sopir dibebaskan
dan para individu dipulangkan ke Aceh, sedangkan beberapa dari mereka mencari pekerjaan
di Sanggau. Selain itu, tidak ada pemantauan lebih lanjut dari masing-masing lembaga atas
individu yang memutuskan untuk tinggal di Sanggau.

Lebih lanjut, Kantor Imigrasi Entikong menyebutkan bahwa dalam bulan Januari-Mei 2019,
mereka telah menolak untuk memproses 73 aplikasi paspor karena para pemohon tidak
dapat memenuhi persyaratan seperti kontrak kerja, izin kerja dan/atau tabungan minimum di
rekening bank mereka.*® Selain itu, kantor imigrasi juga telah mencegah kepergian 19 calon
pekerja migran ke Malaysia karena 19 calon migran ini tidak memiliki perjanjian kerja dengan
majikan di Malaysia. Namun, tidak satupun dari kasus ini yang ditindaklanjuti dengan proses
penyelidikan lebih lanjut.

G POLA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN
SANGGAU

Walaupun hanya satu kasus perdagangan yang dituntut di Sanggau, namun berdasarkan
Diskusi Kelompok Terarah (DKT) dan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti, dipastikan
bahwa terdapat potensi kasus TPPO yang terjadi di Sanggau. Sebagian besar kasus adalah
perdagangan orang lintas batas dari Sanggau ke Malaysia yang ditangani oleh DINSOSP3AKB
atau BP3TKI Pontianak. Sedangkan mengenai perdagangan internal, tidak terdapat data resmi
yang diperoleh melalui penelitian ini, namun selama penelitian telah diperoleh beberapa
indikasi mengenai situasi TPPO di industri minyak sawit di Sanggau.

1. Perdagangan Orang Lintas Batas

Lokasi strategis Sanggau yang berbatasan dengan Kuching-Malaysia telah menjadi
salah satu daerah favorit bagi pelaku perdagangan orang dan penyelundupan orang. Di
masa lalu, Sanggau dikenal sebagai titik keberangkatan bagi Pekerja Migran Indonesia
(PMI) dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKl Jakarta, Maluku dan Nusa
Tenggara Barat yang bekerja di Sarawak, Malaysia Timur.** Informasi yang diketahui ini

Diskusi Kelompok Terarah, Dinsos P3AKB, 18 Desember 2018.

Berdasarkan Surat Edaran dari Direktorat Imigrasi Nomor IMI-0277.GR.02.06 tahun 2017, setiap warga negara yang memohon
paspor untuk keperluan pariwisata harus melampirkan transaksi bank mereka dengan saldo minimum Rp. 25.000.000,- dan
mereka yang memohon paspor untuk keperluan pekerjaan harus mematuhi Persyaratan Kementerian Tenaga Kerja mengenai
Proses dan Prosedur Penempatan Pekerjaan.

https://nasional.tempo.co/read/421224/entikong-masih-jadi-celah-celah-tki-ilegal /full&view=0k.
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merupakan salah satu alasan bagi Pemerintah Pusat untuk mengambil alih operasional
dan mendesain ulang fungsi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Entikong, Sanggau pada
tahun 2015. Sebelum revitalisasi PLBN ini, beberapa petugas garis depan di Sanggau
berpendapat bahwa TPPO lintas batas di daerah ini telah dihapuskan, sedangkan
masalah yang tersisa di Sanggau hanyalah migrasi tidak teratur dari calon tenaga kerja
migran ke Malaysia.*

Meskipun tidak terdapat data faktual mengenai perdagangan orang lintas batas di
Sanggau, namun BP3TKI Pontianak mencatat bahwa terdapat 2.053 PMI yang kembali
dari Malaysia melalui PLBN Entikong. 2.053 Para pekerja migran ini dipulangkan ke
Indonesia karena status imigrasi, penyakit, masalah ketenagakerjaan terkait pekerjaan,
kematian dan/atau dikembalikan sebelum proses kerja. Dari 2.053 ini hanya 59 yang
berasal dari Sanggau, dan diantara 59 tenaga kerja migran ini, enam kembali karena
program repatriasi.*®

Tabel 3. Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Melalui PLBN Entikong 2018

Jumlah Total

Lokasi Penelitian

Repatriasi*

Status Imigrasi

Dipulangkan sebelum bekerja**
Kematian

Sakit

Migran Terdampar***

Jumlah Total

T e
88 VAl 159

1.401 315 1.716
36 1 37
104 15 119

3 3 6

13 3 16
1.645 408 2.053

*Repatriasi merujuk pada PMI yang dipulangkan karena perselisihan perburuhan, perdagangan orang

dan/atau cedera kerja

**Dipulangkan sebelum bekerja mengacu pada PMI yang kembali ke Indonesia sebelum bekerja

karena proses penyelamatan dari otoritas

***Migran Terdampar mengacu pada PMI yang diabaikan oleh majikan dan dilaporkan ke Konsulat

Indonesia.

Sumber: BP3TKI Pontianak

Data di atas jelas memperlihatkan bahwa migrasi secara tidak teratur mengakibatkan
kesenjangan besar di wilayah ini. Keadaan ini juga membahayakan para pekerja migran.
Tidak adanya izin kerja dan kontrak kerja, melintasi perbatasan melalui layanan perantara
dapat menyebabkan ikatan hutang. Selain itu, situasi ini juga mencegah pekerja migran

45 Wawancara mendalam, administrator penempatan PMI, BP3TKI Pontianak, 20 Desember 2018; Sebagaimana dijelaskan dalam
Bab I, ada tiga terminologi yang muncul baik dalam perundang-undangan Indonesia, peraturan teknis, atau sebagai hasil
diskusi dengan para pemangku kepentingan, ini adalah PMI ilegal, PMI tidak teratur (non-prosedural) dan PMI bermasalah.PMI
ilegal dan PMI tidak teratur digunakan untuk menentukan kelompok PMI yang sama - atau dalam hasil penelitian ini disebut -
tenaga kerja migran tidak teratur. Sedangkan PMI dengan masalah yang digunakan untuk setiap PMI yang menemui masalah
dengan majikan mereka terkait adanya pelanggaran hak/ kewajiban berdasarkan perjanjian kerja, mengalami kecelakaan
kerja, atau menjadi korban kejahatan di negara penempatan. BNP2TKI, “TKI* bermasalah ’, http://info.bnp2tki.go.id/home/
info_detail/192, diakses pada tanggal 1 April 2019

46 Data BP3TKI Pontianak mengenai Tenaga Kerja Migran Indonesia yang Dipulangkan, 2018.
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menikmati hak buruh mereka di negara tujuan dan juga di negara asal. Selanjutnya,
keadaan ini dapat mengarah pada situasi perdagangan orang, karena kerentanan yang
mungkin dihadapi pekerja migran di negara tujuan. Sebagaimana disorot oleh data
BP3TKI di atas, sekitar 159 tenaga kerja kembali karena masalah perburuhan dengan
majikan mereka dan 16 migran diabaikan oleh majikan.

Data ini juga dikonfirmasi selama diskusi kelompok terarah dan wawancara mendalam
dengan para pemangku kepentingan di Sanggau dan Pontianak. Para peserta
menggambarkan pola perdagangan orang lintas batas di Sanggau sebagai berikut:

Pertama, jam kerja panjang yang berlangsung antara 12 hingga 14 jam sehari. Untuk
PMI yang bekerja di ladang atau perkebunan, jam kerja panjang terutama terjadi
selama musim panen.?”” Lamanya jam kerja ini dianggap wajar karena diterapkan pada
tenaga kerja kontrak yang dibayar berdasarkan unit yang dihasilkan. Jam kerja panjang
ini yang tidak sesuai dengan peraturan Malaysia*® dan biasanya diinformasikan serta
diketahui oleh para pekerja. Namun, kurangnya informasi dan pemahaman mengenai
hukum perburuhan, telah menyebabkan PMI menerima tugas ini. Dengan demikian,
para tenaga kerja mengalami eksploitasi tanpa menyadarinya. Setiap tenaga kerja harus
memperoleh durasi jam kerja yang layak terlepas dari bentuk pekerjaan yang mereka
lakukan sebagai tenaga kerja kontrak.

Kedua, ketidakpastian penempatan kerja. Keadaan ini terjadi karena PMI menerima
kontrak kerja dinegaratujuan, setelah PMl lulus pelatihan, tes medis, dan tes kemampuan
kerja yang dilakukan di negara tujuan.® Menurut Undang-Undang Indonesia mengenai
Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia No. 18/2017, izin kerja,
pemeriksaan kesehatan, dan kontrak kerja harus dibuat sebelum proses keberangkatan.
Namun, Pemerintah Malaysia Timur mengizinkan tenaga kerja asing untuk memproses
izin kerja setelah para tenaga kerja tiba di Malaysia Timur.

Ketiga, pemotongan upah. Umumnya pemotongan upah dikemas sebagai kompensasi
untuk pengaturan izin kerja yang dikelola oleh perusahaan atau sebagai biaya komisi
untuk agen perusahaan.”® Dalam kasus yang telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan
Negeri Sanggau, seorang agen dapat memperoleh hampir 1.300 ringgit Malaysia
dan uang tersebut diminta langsung dari setiap PMI melalui pemotongan gaji. Agen
juga memperoleh komisi tambahan sejumlah 800 ringgit per orang, dari perusahaan,
sebagai biaya perekrutan. Total keuntungan agen diperkirakan mencapai Rp.10.000.000
(sepuluh juta Rupiah).>* Praktik pemotongan ini bertentangan dengan hukum Indonesia
itu sendiri. Meskipun Pemerintah Indonesia masih mengizinkan biaya penempatan,
tetapi terbatas hingga maksimum Rp. 5.000.000,- (USD 300), yang mencakup tes medis
di Indonesia, transportasi dari rumah ke titik keberangkatan, pemrosesan visa, paspor,
asuransi, perlindungan IMS, tes kompetensi, biaya agen perekrutan, akomodasi dan

47

48

49
50
51

Wawancara mendalam terpidana tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Pengadilan No. 301/Pid.Sus/2018/PN
Sag, Pusat Penahanan Sanggau Kelas 1B, 19 Desember 2018.

Lembur tidak boleh lebih dari 4 jam/hari dan dilarang bagi karyawan lebih dari 2 jam/hari dalam situasi kerja apapun. Lihat
UU Ketenagakerjaan Malaysia Bagian 60A.

Wawancara Mendalam dengan BP3TKI Pontianak, 20 Desember 2018

Ibid.

Putusan Pengadilan Sanggau No. 301/Pid.Sus/2018/PN Sag.
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pelatihan.”? Selain itu, praktik pemotongan yang berlebihan ini juga digunakan oleh
pedagang orang untuk menjerat individu ke dalam skema ikatan hutang.

Secara singkat, perdagangan orang lintas batas di Sanggau digambarkan sebagai berikut:

1. Pra

Perekrutan

« Agen perekrutan/
perekrut individu
menerima
permintaan
perekrutan/
perintah kerja
dari majikan /
perusahaan di
Malaysia

2. Perekrutan

+ Agen perekrutan
melalui perekrut
individu akan
mendekati calon
migran dari kota
bahkan pulau lain
seperti Medan,
Jawa Tengah, Aceh
dll

3. Proses

Transportasi

+ Perekrut individu
di Medan, Jawa
Tengah, Aceh
akan mengatur
transportasi

dari kota asal

ke Pontianak.
Kemudian, agen
perekrutan di

4, Tiba

di Malaysia

+ Agen lain akan
menunggu di
Malaysia and
mendistribusikan
tenaga kerja ke
para majikan/
perusahaan

Sanggau akan
menjemput tenaga
kerja di pelabuhan
Pontianak
(pelabuhan

laut dan/atau
pelabuhan udara)
dan menyediakan
kendaraan untuk
mengangkut
mereka melewati
perbatasan di
Entikong

Perdagangan Orang Internal

Meskipun tidak terdapat catatan resmi dalam kasus perdagangan orang internal,
Sanggau memiliki potensi perdagangan orang internal. Pengembangan besar-besaran
perkebunan kelapa sawit yang merekrut tenaga kerja dari pulau lain seperti Jawa Tengah
dan Nusa Tenggara Timur telah meningkatkan risiko TPPO di daerah ini. Minyak kelapa
sawit adalah salah satu sektor yang rentan terhadap perdagangan orang karena sifat
pekerjaan dan lokasi yang terletak di daerah terpencil sering terhalang dari inspeksi
ketenagakerjaan. Menurut Rain Forest Action Network, sebagian besar kelapa sawit di
Indonesia telah melakukan pekerjaan yang berbahaya dan tidak memenuhi standar hak
tenaga kerja.>® Terlebih lagi, Sawit Watch mencatat bahwa perkebunan kelapa sawit
dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.
Tetapi, di sisi lain, hal ini dapat merusak tanah, mata pencaharian, ekosistem dan konflik
sosial, termasuk eksploitasi tenaga kerja, jika perkebunan tidak dikelola dengan baik.>

Berdasarkan hasil diskusi kelompok terarah, dikonfirmasi bahwa kehadiran berbagai
perusahaan kelapa sawit atau perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah Sanggau

52 struktur Biaya untuk Proses Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia, diakses di https://
www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj7_
KbFp8HNAhXRZSsKHeGVAHUQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fsiskotkln.bnp2tki.go.id%2Ffiles%2FCost_Structure_dan_

Angsuran_KUR.pdf&usg=A0vVaw0W5qmZ09304aD3-0ZY)3bE

53 Rain Forest Action Network, Korban Perusahaan Kelapa Sawit: Peran Pepsico terhadap Eksploitasi Tenaga Kerja di Indonesia,

Juni 2016.

54 Lihat http://sawitwatch.or.id/2019/05/02/catatan-catatan-buruh-perkebunan-sawit-di-indonesia/
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telah menarik para pencari kerja dari Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur untuk
bekerja di Sanggau. Sebagian besar dari mereka adalah laki-laki yang mencari pekerjaan
di perkebunan kelapa sawit di daerah Tayan sebagai tenaga kerja umum.>®

Penelitian oleh Tania Murray Li di Kabupaten Meliau, Kabupaten Sanggau juga
memperlihatkan kecenderungan perusahaan kelapa sawit untuk mempekerjakan tenaga
kerja dari Jawa dan Nusa Tenggara Timur karena berbagai alasan: jaringan perekrut dan
stigma pekerjaan.

“Dibandingkan dengan orang Tionghoa dan Dayak lokal, perusahaan lebih
suka mempeRerjakan migran Jawa, yang menurut mereka bekerja keras. Para
transmigran Jawa dan NTT menggunakan jaringan kerabat untuk merekrut laki-
laki dari daerah asal mereka. Laki-laki lokal, terutama laRi-laki muda dengan

jaringan sosial yang baik di masyarakat sekitar, dapat melakukan pekerjaan
panen untuk petani kecil dengan upah yang layak, sementara laki-laki migran
tanpa jaringan lokal terikat pada perkebunan dan dibayar dengan upah yang
lebih rendah.”*®

Tania Murray Li yang melakukan penelitian di dua perusahaan kelapa sawit di Kabupaten
Meliau, Kabupaten Sanggau yaitu PTPM-ME (perusahaan milik negara) dan perusahaan
swasta, HD-DS. Penelitian ini menjelaskan mengenai buruknya kondisi para tenaga kerja
sawit.”’ Secara umum, tenaga kerja sawit adalah laki-laki dan perempuan migran atau
lokal atau tenaga kerja migran, bekerja sebagai buruh harian lepas dengan gaji rendah,
tanpa asuransi kesehatan atau perlindungan kerja. Mereka dalam kondisi tertekan dan
takut pada kecelakaan kerja serta terlilit hutang. Penghasilan mereka hanya cukup untuk
bertahan hidup dan tidak layak untuk menghidupi keluarga. Mereka memiliki kontrol
dan mobilitas yang terbatas, untuk dapat memastikan bahwa keluarga mereka dapat
hidup, mereka hidup dalam isolasi dan dalam persaingan dengan sesama pekerja serta
tidak peduli dengan pekerja lain.>®

Dugaan eksploitasi juga terungkap dari data mengenai perselisihan hubungan
industrial yang diajukan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau.
Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Inspeksi Tenaga Kerja Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat, terdapat 139 perusahaan di Kabupaten Sanggau: diantaranya
37 perusahaan atau 26 persen perusahaan adalah industri kelapa sawit; sebanyak 26
perusahaan perkebunan kelapa sawit, dua perusahaan pabrik kelapa sawit, sembilan
perusahaan industri pengolahan CPO (Crude Palm Qil). Pada tahun 2018, sebanyak
68 persen perselisihan hubungan industrial yang diajukan ke Dinas Ketenagakerjaan
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berasal dari perusahaan kelapa sawit dengan mayoritas perselisinan terkait pemutusan
hubungan kerja dan hak gaji.®® Hal ini berarti bahwa kondisi gaji untuk kepastian
melanjutkan pekerjaan di sektor kelapa sawit di Sanggau masih bermasalah.

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa perdagangan orang internal mungkin
memang ada, meskipun tidak diperoleh data resmi. Fakta bahwa sebagian besar
perusahaan kelapa sawit merekrut tenaga kerja dari pulau Jawa dan menghindari
mempekerjakan tenaga kerja lokal, mengindikasikan bahwa terdapat proses perekrutan
dan praktek. Selain itu, angka 68% perselisihan industrial dengan perusahaan kelapa
sawit di Sanggau disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja dan masalah gaji,
hal ini menunjukkan bahwa terdapat masalah ketenagakerjaan dan potensi situasi
perdagangan orang. Memang klausul pemutusan kontrak dan masalah gaji yang tidak
sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak serta merta menjadikan kasus tersebut
menjadi kasus perdagangan orang, tetapi kontrak kerja yang tidak jelas, menahan upah
atau pengurangan gaji dapat menjadi salah satu indikator kasus perdagangan orang

Q FAKTOR UTAMA PERDAGANGAN ORANG

DI SANGGAU

Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penting, baik faktor penarik maupun pendorong
perdagangan orang di Sanggau. Faktor geografis, ekonomi, kebijakan pemerintah adalah
faktor-faktor yang saling terkait dan bersinggungan.

1. Faktor Geografis dan Budaya

Wilayah Entikong dan Sekayam di Distrik Sanggau secara langsung berbatasan dengan
Malaysia. Kedua wilayah ini secara geografis rentan terhadap perdagangan orang. Sejak
dulu, orang-orang di perbatasan ini bermigrasi secara teratur, mereka terikat dengan
kegiatan ekonomi, budaya dan darah. Lokasi perbatasan ini juga telah digunakan oleh
orang-orang di luar Sanggau untuk mencapai Malaysia, untuk bekerja, berdagang,
berekreasi dan kebutuhan individu seperti pemeriksaan kesehatan. Hal ini dapat dilihat
selama pengamatan langsung di PLBN Entikong, Sanggau yang mencatat volume tinggi
mobilitas lintas batas, termasuk lalu lintas kendaraan lintas negara.®°

Dari pengamatan lapanganini, para penelitidengan jelas menemukan bahwa ada layanan
makelar untuk melewati titik pemeriksaan imigrasi. Misalnya, peneliti menyaksikan satu
makelar yang bekerja sama dengan petugas imigrasi Indonesia untuk mengumpulkan
paspor orang-orang yang akan melewati perbatasan, dan petugas mencap paspor tanpa
memeriksa orang-orang itu atau mengikuti prosedur yang berlaku.®*
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Dari segi budaya, kedua wilayah tersebut memiliki etnis dan budaya yang sama. Di
Sarawak, kelompok etnis utama adalah Iban, Cina, Melayu, Bidayuh, Melanau, dan
Orang Ulu, serta populasi yang lebih kecil tetapi masih signifikan seperti Kedayan, Jawa,
Bugis, Murut, dan India. Suku /ban dan Bidayuh adalah kelompok etnis asli Sarawak, dan
mereka secara resmi diakui oleh pemerintah Malaysia sebagai orang Dayak.®? Sementara
bagi Indonesia, terutama Sanggau, Dayak dan Melayu adalah penduduk asli. Karena
persamaan etnis ini, banyak orang di kedua daerah itu berbagi darah dan kerabat. Oleh
karena itu, untuk orang Sanggau, bermigrasi ke Sarawak berarti mengunjungi keluarga
lama mereka dan untuk Dayak-Sarawak, mempekerjakan orang Sanggau berarti
membantu dan berbagi kekayaan dengan kerabat mereka terlepas masalah Negara dan
peraturannya.

2. Faktor Ekonomi

Faktor pendorong yang dominan dari situasi Perdagangan Orang di Sanggau adalah
masalah ekonomi. Kurangnya kesempatan kerja, juga tawaran pendapatan yang lebih
baik di Malaysia adalah alasan utama PMI bermigrasi ke Serawak, Malaysia meskipun
ada ketidakpastian lapangan kerja di sana.®® Di tahun 2018, upah minimum di Sanggau
adalah Rp2.145.310,00/bulan atau USD 150.%* Sementara upah minimum di Malaysia
adalah RM1.100,% atau setara dengan Rp3.773.638 per bulan.®® Perbedaan upah
minimum ini telah menarik para PMI untuk bekerja di Malaysia.

Terlepas dari upah yang lebih baik di Malaysia, persyaratan kerja di Malaysia terutama
untuk perusahaan perkebunan juga dianggap lebih mudah daripada diIndonesia. Bekerja
di perkebunan Indonesia memerlukan ijazah sekolah menengah, sementara di Malaysia,
latar belakang pendidikan tidak diperlukan untuk pekerja perkebunan, Malaysia hanya
membutuhkan pengalaman kerja di perkebunan kelapa sawit, di mana banyak pekerja
Indonesia melakukannya.®’

Di sini (Indonesia) untuk mendapatkan pekerjaan dibutuhkan pendidikan tingkat
sekolah menengabh, (setelah) satu tahun kami melamar pekerjaan tidak berarti

bahwa kami akan dipekerjakan, kan? Sementara di sana, segera setelah kami
tiba di sana, bos melakukan wawancara, ada kontrak dan penandatanganan
(Rontrak) dan hari berikutnya, kami mulai bekerja.®
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Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau di tahun 2017 hanya 4,50 persen,
melambat dibandingkan dengan di tahun 2016 yang mencapai 5,34 persen.® Sementara
itu, garis kemiskinan di Sanggau di tahun 2017 adalah Rp283.608,00 per kapita per
bulan. Ini di bawah garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat. Di tahun 2017, jumlah
orang yang hidup di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Sanggau adalah 20,62 ribu
orang atau sekitar 4,52 persen dari populasi di tahun yang sama. Persentase jumlah
orang miskin di tahun 2017 adalah 0,01 persen lebih tinggi dari di tahun 2016.7° Jumlah
pengangguran terbuka di Sanggau di tahun 2017 adalah 7.608 penduduk (3,27 persen),
sementara populasi yang bekerja adalah 225.202 (96,73 persen) didominasi oleh lulusan
sekolah dasar dan pekerja yang tidak menyelesaikan sekolah.”

Karena perbedaan ekonomi antara Sanggau dan Sarawak ini, wilayah Malaysia Timur
menjadi salah satu negara tujuan favorit bagi PMI untuk mencari pekerjaan dan situasi
ini telah digunakan oleh pelaku perdagangan orang untuk memikat calon PMI.

3. Kebijakan Pemerintah dan Pelaksanaannya

Faktor lain yang berkontribusi pada masalah Perdagangan Orang adalah kebijakan
pemerintah dan penerapannya. Dalam hal kebijakan, Pemerintah Sanggau tidak memiliki
kebijakan khusus tentang Perdagangan Orang. Isu Perdagangan Orang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Daerah tentang Perlindungan Anak No. 5/2013 di bawah pasal 1
angka 13 yang menetapkan perdagangan orang untuk anak sebagai berikut:

tindakan Rriminal atau tindakan yang memenuhi satu atau lebih elemen
perekrutan, pengiriman, penyerahan anak-anak dengan menggunakan kekerasan
atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan

kekuasaan, mengeksploitasi posisi rentan atau jebakan melalui hutang untuk
tujuan dan atau mengakibatkan eksploitasi anak-anak.”

Peraturan daerah ini hanya mengatur perdagangan untuk anak-anak, sementara di
sebagian besar kasus di Sanggau, Perdagangan Orang terjadi pada perempuan dan laki-
laki. Oleh karena itu, peraturan ini tidak cukup memadai untuk mengatasi Perdagangan
Orang di Sanggau.

Selain itu, pada tahun 2008 Pemerintah Sanggau melalui DINSOSP3AKB telah
membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan.
Gugus Tugas ini terdiri dari 20 institusi pemerintah. Namun, sejak didirikan, Gugus
Tugas ini belum pernah melakukan rapat koordinasi, karena masalah anggaran. Selain
itu, Gugus Tugas ini juga tidak dilengkapi dengan rencana aksi.”®* Karena itu, Gugus Tugas

69 |bid.
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72 Lihat pasal 1 angka 21, Peraturan Kabupaten Sanggau No. 5 tahun 2013 tentang Penerapan Perlindungan Anak.
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tidak dapat menjalankan fungsinya mengingat kurangnya anggaran dan rencana kerja.
Pembentukan Gugus Tugas diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 69/2008 tentang
Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan
Orang. Melalui peraturan ini, Presiden telah menginstruksikan kepada Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten untuk membentuk Gugus Tugas. Namun, kurangnya bantuan
dan pengawasan dari Pemerintah Pusat telah berkontribusi pada ketidakefektifan
Gugus Tugas. Gugus Tugas didirikan di atas kertas hanya untuk memenuhi persyaratan
Pemerintah Pusat tetapi tidak pernah berjalan dengan baik.

Kebijakan lain yang berkontribusi terhadap perdagangan orang di Sanggau, terutama
perdagangan orang lintas batas adalah peraturan yang tumpang tindih antara
perdagangan orang dan proses penempatan PMI. Proses penempatan PMI untuk bekerja
di luar negeri dapat dilanjutkan di mana saja terlepas dari lokasi asal mereka. Selain itu,
penerbitan kartu tanda penduduk dan paspor juga bisa dilakukan di sembarang tempat.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Amandemen
Kedua terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
secara Nasional, Kantor Catatan Sipil dapat mengeluarkan kartu tanda penduduk untuk
warga non-penduduk yang berasal dari daerah di luar otoritas kantor, dengan satu syarat
bahwa warga yang bersangkutan dapat menunjukkan dokumen tempat tinggal lainnya
seperti Kartu Keluarga. Kesenjangan ini telah digunakan oleh agen tidak bermoral untuk
merekrut pekerja di luar Kalimantan Barat dan memproses semua dokumen di Sanggau.
Misalnya, makelar merekrut PMI di Jawa Tengah, mengangkut mereka ke Kalimantan
Barat, menampung di Sanggau dan memproses semua dokumen baru seperti kartu
tanda penduduk dan paspor di Sanggau. Proses ini dapat mengarah pada pemalsuan
dokumen dan situasi perdagangan orang.

G AKTOR UTAMA YANG TERLIBAT

Berdasarkan penelitian ada beberapa pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang
memiliki mandat dan atau secara aktif terlibat dalam pencegahan dan bantuan Perdagangan
Orang di Sanggau. Bab ini akan menguraikan para pemain kunci dan peran mereka di Sanggau.

1.

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (GT-PPTPPO)

Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan
Orang (GT-PPTPPQO) di tingkat Kabupaten adalah mandat dari Undang-undang No.
21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan juga Peraturan
Presiden No. 69/2008 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan
Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk memenuhi peraturan Pemerintah Pusat,
Kabupaten Sanggau telah membentuk Gugus Tugas di tahun 2008, sayangnya tidak ada
dokumen resmi terkait hal ini.”* Menurut Peraturan Presiden, Gugus Tugas di Provinsi

74 Wawancara mendalam dengan DINSOSP3AKB Sanggau, 18 Juni 2018
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dan Kabupaten harus dikepalai oleh Pemimpin Daerah. Ini artinya, di tingkat Provinsi,
Gubernur akan menjadi Kepala Gugus Tugas dan Walikota/Bupati akan menjadi kepala
Gugus Tugas di tingkat kota/kabupaten. Selain itu, di tingkat nasional, Gugus Tugas
akan dijalankan oleh ketua harian yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak. Sementara di tingkat daerah, ketua harian dari Gugus Tugas
tersebut akan tergantung pada kebutuhan regional, bisa jadi Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Anak dan atau Lembaga Pemerintah lain yang bertanggung jawab atas
isu-isu perempuan dan PMI. Di Sanggau, Gugus Tugas ini diketuai oleh Bupati dan ketua
harian adalah DINSOSP3AKB. Namun, sebagaimana disebutkan di atas, Gugus Tugas ini
tidak aktif. Pernyataan ini juga dikonfirmasi oleh partisipan-partisipan lain saat dilakukan
Diskusi Kelompok Terarah.

Menurut peraturan nasional, GT-PPTPPO adalah lembaga koordinasi yang bertanggung
jawab untuk menerapkan dan memonitor program-program anti-Perdagangan Orang
mulai dari pencegahan, penuntutan dan perlindungan.’” Tanpa adanya Gugus Tugas ini,
program-program Anti-Perdagangan Orang dilaksanakan oleh DINSOSP3AKB. Namun,
program ini terbatas pada kegiatan-kegiatan pencegahan seperti kampanye dan
peningkatan kesadaran tentang isu-isu Perdagangan Orang. Sementara pendampingan
korban Perdagangan Orang disediakan melalui Pusat Pelayanan Terpadu untuk
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A).

Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap-Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia/LPTSA-P2TKI

LPTSA-P2TKI diformalisasi melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 11/2016
tentang Lembaga Pelayanan Satu Atap untuk Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang kemudian diamandeman melalui Peraturan
Gubernur Kalimantan Barat No. 10/2017 tentang Amendemen Peraturan Gubernur No.
11/2016. Menurut pasal 3, LPTSA-P2TKI memiliki lima fungsi sebagai berikut:

1. Memformulasi dan menyiapkan Prosedur Operasi Standar LPTSA-P2TKI
2. Memberikan bimbingan dan pengawasan pada penerapan LPTSA-P2TKI

3. Memberikan instruksijelas untuk memecahkan masalah yang mungkin ditemui
LPTSA-P2TKI

4. Melaksanakan analisis dan evaluasi kegiatan LPTSA-P2TKI
5. Melaksanakan pengawasan pada penerapan LPTSA-P2TKI.

Selanjutnya, lembaga pelayanan terpadu ini didanai oleh Pemerintah Provinsi dan
melibatkan beberapa lembaga, yaitu: Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas
Kesehatan, Kantor Catatan Sipil, Kantor Polisi Kalimantan Barat, Kantor Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat dan Badan Pelayanan, Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak.”®
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Selain itu, menurut BP3TKI Pontianak, fungsi LPTSA-P2TKI tidak hanya fokus pada
proses penempatan tetapi juga menyediakan mekanisme perlindungan bagi PMI,
termasuk untuk mencegah terjadinya proses penempatan/imigrasi PMI secara ilegal
dan untuk menghindari risiko Perdagangan Orang selama proses kerja. Lebih lanjut,
pelayanan terpadu ini juga dirancang untuk menyediakan pengembangan kapasitas
dan program pemberdayaan bagi PMI yang kembali, mendukung proses pengembalian
PMI dari Sanggau ke provinsi asal mereka dan menyediakan opsi pekerjaan internal dan
penempatan bagi PMI yang kembali.”’

Namun, penelitian menemukan bahwa LPTSA-P2TKI ini tidak aktif. Kurangnya komitmen
anggaran dari pemerintah provinsi dan sumber daya yang terbatas di tingkat kabupaten
adalah faktor penyebabnya. Menurut Peraturan Gubernur, pengoperasian LPTSA-
P2TKI akan ditanggung oleh Anggaran Pemerintah Provinsi. Namun, dalam praktiknya,
tidak ada alokasi semacam itu dari pemerintah provinsi. Kedua, fakta bahwa banyak
PMI yang melintasi perbatasan melalui Sanggau adalah penduduk non-Sanggau, telah
dilihat sebagai pekerjaan tambahan pelayanan alih-alih tanggung jawab utama dari
pejabat Kabupaten Sanggau. Dengan sumber daya yang terbatas di kantor kabupaten,
pemerintah kabupaten lebih fokus untuk menyediakan pelayanan reguler di kantor
mereka daripada di kantor LPTSA-P2TKI.”®

3. Pos Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia (P4TKI).

P4TKI adalah kantor perwakilan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang berlokasi di tingkat kabupaten. Kantor ini
bertanggung jawab kepada dan didanai oleh pemerintah pusat. PATKI memiliki fungsi
mendukung proses pengembalian PMI yang dipulangkan melalui daerah Sanggau
serta menyediakan program reintegrasi kepada PMI yang membutuhkan. Setiap bulan,
PATKI akan menerima pemberitahuan dari Konsulat Indonesia di Kuching terkait proses
pengembalian PMI dari Serawak. Beberapa PMI dipulangkan terkait status imigrasi
mereka seperti masuk secara ilegal, tidak memiliki izin kerja atau paspor dan izin kerja
telah kedaluwarsa, kasus-kasus kriminal seperti penjualan obat-obatan, perampokan,
pencuridll, korban kekerasan termasuk perdagangan orang dan perselisihan perburuhan
termasuk bentrokan besar dan kecil. Pemberitahuan ini akan ditindaklanjuti oleh
PATKI melalui program pengembalian dan reintegrasi.”” Saat PMI tiba di Entikong-
Sanggau, mereka akan ditampung oleh P4TKI. Di masa itu, PATKI akan melakukan
proses identifikasi terhadap PMI. Pemeriksaan latar belakang adalah tujuan utama
identifikasi; untuk mendapatkan alamat yang benar dari setiap PMI sebelum proses
pengembalian. Sayangnya, proses identifikasi ini tidak dirancang untuk memperoleh
informasi mendalam tentang pengalaman dan perjalanan PMI, karenanya P4TKI tidak
dapat menangkap potensi kasus Perdagangan Orang yang dihadapi PMI.

BP3TKI Pontianak, “Kick Off Layanan LTSA P2TKI Entikong, Siap Memberikan Pelayanan Prima Bagi Pekerja Migran Indonesia,”
tersedia di http://www.bp3tkipontianak.com/berita-kick-off-layanan-ltsa-p2tki-entikong-siap-memberikan-pelayanan-prima--
bagi-pekerja-migran-indonesia.html, diakses tanggal 5 Mei 2019

Diskusi informal dengan sejumlah petugas pemerintah, Kabupaten Sanggau, 25 Juli 2019.
Wawancara mendalam, Koordinator P4TKI Entikong, 19 Desember 2018
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Selain itu, sebagai bagian dari program reintegrasi untuk PMI, PATKI juga memiliki
program penempatan kerja. Program ini diatur berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara
BP3TKI Pontianak, Ketenagakerjaan, Industri dan Kantor Transmigrasi Kapuas Hulu dan
Perusahaan Duta Nusa Lestari.®® Menurut perjanjian ini, PMI yang dipulangkan melalui
Entikong-Sanggau akan memiliki kesempatan kerja di Perusahaan Duta Nusa Lestari
sebagaipekerja perkebunan. Inisiatifini diambil sebagai solusibagi PMIyang memutuskan
untuk tinggal di Kalimantan Barat dan menolak dipulangkan ke desa asal mereka karena
stigma “tenaga kerja yang yang gagal” dari masyarakat. Selain itu, mengakui rentannya
pekerja perkebunan terhadap praktik kerja paksa atau Perdagangan Orang, perjanjian
kerja sama ini juga menggarisbawahi pentingnya monitoring dan pelaporan kepada PT
Duta Nusa Lestari sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6. Sayangnya, tidak dijelaskan
apakah monitoring dan pelaporan definitif dilakukan hanya sekali setahun atau kapan
saja jika perlu. Mekanisme ini akan lebih kuat jika pemantauan berkala dilakukan dan
menyertakan penanganan pengaduan serta penyelesaian kasus yang mungkin muncul
di masa depan.

Kantor Imigrasi

Sebagai salah satu petugas garis depan dalam proses migrasi, Kantor Imigrasi juga
memiliki mandat untuk mencegah Perdagangan Orang melalui skema pekerja migran
non-prosedural. Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengeluarkan
surat edaran No. IMI-0277.GR.02.06/2017 tentang pencegahan penempatan PMI non-
prosedural. Surat edaran ini dikeluarkan sebagai tanggapan terhadap meningkatnya
jumlah warga negara Indonesia yang menjadi korban Perdagangan Orang di luar negeri.
Menurut Kantor Imigrasi, salah satu penyebab Perdagangan Orang adalah tenaga kerja
ilegal dan atau proses penempatan PMI non-prosedural. Beberapa modus operandi
yang digunakan oleh pelaku Perdagangan Orang adalah menggunakan visa untuk haji,
umrah, magang, program pasar kerja khusus, beasiswa dan pertukaran budaya.®* Surat
Edaran ini juga menyediakan panduan bagi semua kantor imigrasi mengenai penerbitan
paspor dan pemeriksaan imigrasi di pos pemeriksaan perbatasan. Berdasarkan Surat
Edaran tersebut, kantor imigrasi berwenang untuk menunda atau menolak penerbitan
paspor warga negara Indonesia yang terindikasi sebagai tenaga kerja ilegal.®* Surat
Edaran tersebut menyatakan bahwa jika hasil inspeksi, menunjukkan indikator kuat
proses penempatan non-prosedural PMI/penyelundupan orang yang dapat mengarah
pada situasi perdagangan orang, kepala Kantor Imigrasi diminta untuk menolak aplikasi
tersebut tanpa ragu.®® Merujuk pada instruksi ini, Kantor Imigrasi Entikong-Sanggau,
telah menolak 73 aplikasi paspor dan mencegah keberangkatan 19 calon imigran di titik
pemeriksaan perbatasan.
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Perjanjian antara BP3TKI Pontianak dengan Kantor Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kapuas Hulu dan PT Duta Nusa
Lestari Nomor B. 239/BP3TKI-13/11/2018

Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat Edaran No. IMI-0277. GR.02.06 tahun 2017 tentang
Pencegahan Pekerja Non-prosedural

Diskusi Kelompok Terarah, Kantor Imigrasi Sanggau, 18 Desember 2018

Ibid.
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5. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI)

Konsulat Indonesia terdekat dengan Sanggau adalah Konsulat Jenderal Indonesia di
Kuching-Serawak. Selain pelayanan konsuler dan imigrasi, salah satu pelayanan KJRI
adalah perlindungan warga negara. Melalui pelayanan ini, KJRI memberikan bantuan
kepada warga negara Indonesia yang mengalami masalah di luar negeri, termasuk
masalah ketenagakerjaan, perdagangan orang, penyelundupan orang dan lain-lain.
Selain itu, KIRI Kuching juga menyediakan tempat penampungan sementara bagi PMI
yang memiliki masalah dengan majikan mereka dan kepada korban perdagangan orang
dari Indonesia. Para pejabat KJRI akan melakukan identifikasi terhadap warga negara
yang melaporkan kasus mereka ke konsulat. Pada tahun 2018, KIRI telah membantu
3.085 kasus konsuler, yang 1.662 di antaranya adalah kasus pemulangan PMI karena
pelanggaran imigrasi. Sementara itu, tercatat hanya ada lima kasus Perdagangan Orang;
tiga kasus di bulan Maret dan dua kasus di bulan Oktober.® Kecilnya jumlah kasus
Perdagangan Orang dikarenakan KJRI akan menganggap suatu kasus sebagai kasus
Perdagangan Orang jika kasus tersebut dituntut berdasarkan Undang-Undang Malaysia
No. 670 tentang Anti Perdagangan Orang dan Ketetapan Anti-Penyelundupan Imigran
tahun 2007. Dengan mempertimbangkan bahwa ada banyak PMIyangbekerja di Malaysia
tidak memegang ijin kerja, KJRI memutuskan untuk menyelesaikan kasus melalui proses
penyelesaian, alih-alih tuntutan hukum. Alasan di balik keputusan ini adalah bahwa
KIRI khawatir jika status ilegal pekerja akan digunakan oleh otoritas Malaysia untuk
menuntut pekerja dengan Undang-Undang Imigrasi. Selain itu, di bawah UU 670 ini,
warga negara asing yang mengaku sebagai korban perdagangan orang harus dilindungi
selama proses investigasi dan persidangan. Bagi PMI, ini akan sulit untuk diterapkan,
menunggu berbulan-bulan tanpa melakukan apa-apa dan tidak ada kepastian bahwa
kasus mereka akan ditetapkan sebagai kasus perdagangan orang.®

Pengkategorian kasus Perdagangan Orang yang hanya didasarkan pada Laporan Polisi di
Malaysia telah menghambat calon korban untuk menerima bantuan komprehensif ketika
mereka kembali ke Indonesia. Misalnya, kasus yang dialami oleh PMI dipertemukan
dengan unsur Perdagangan Orang di bawah Protokol Palermo dan hukum Indonesia:
ketentuan tindakan, cara, dan tujuan. Namun, karena PMI tidak melaporkan kasus ini
ke Polisi Malaysia, KJRI akan menganggap kasus tersebut sebagai kasus perselisihan
perburuhan dan bukan Perdagangan Orang. Karena itu, selama proses pemulangan,
pekerja tidak akan difasilitasi dengan proses pemulangan gratis (berarti pekerja atau
keluarga mereka harus menanggung biaya pemulangan). Lebih lanjut, para pekerja juga
tidak akan dipertimbangkan untuk menerima program pemerintah yang disediakan
untuk korban perdagangan manusia, seperti bantuan reintegrasi, rehabilitasi kesehatan
dan sosial, serta perlindungan dan bantuan hukum.

6. Lembaga Penegak Hukum

Polres Sanggau adalah lembaga terkemuka yang diberi mandat untuk mengadakan
penyelidikan Perdagangan Orang dan memberikan bantuan hukum kepada korban

84 Data diperoleh dari fungsi konsulat di Konsulat Jenderal Indonesian Kuching.
85 Wawancara mendalam dengan Petugas Konsulat pada tanggal 5 Desember 2018
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perdagangan orang. Di Sanggau, kejahatan Perdagangan Orang berada di bawah
tanggung jawab Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sanggau. Menurut
wawancara dengan Polres Sanggau, kurangnya anggaran investigasi dan bantuan korban
adalah tantangan dalam melakukan penyelidikan yang komprehensif. Di sebagian
besar kasus, korban Perdagangan Orang berasal dari luar daerah, itu berarti proses
perekrutan juga telah terjadi sejak tempat asal mereka. Sedangkan pelaku kejahatan di
Sanggau, seringkali hanya sopir atau makelar perorangan yang memfasilitasi melewati
perbatasan. Karena itu, idealnya proses investigasi harus dimulai dari daerah asal
pekerja, bukan dari Sanggau. Terlebih lagi, tempat kejahatan di mana terjadi eksploitasi
adalah di Malaysia, yang berada di luar wilayah hukum negara Indonesia. Ini menjadi
hambatan bagi penyidik untuk menerapkan hukum Perdagangan Orang. Akibatnya, UU
No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
Negeri lebih banyak digunakan dalam kasus ini. Selain itu, investigasi yang dalam juga
berdampak pada pemberian perlindungan kepada korban. Ketidakjelasan fungsi peran
Pemerintah Kabupaten telah menempatkan Polres dalam situasi yang sulit, terutama
kesediaan untuk menyediakan akomodasi sementara dan untuk memulangkan korban
ke daerah asal mereka.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan perbedaan pemahaman tentang unsur
Perdagangan Orang dari perspektif penegak hukum. Salah satu contohnya adalah
antara Putusan Pengadilan No. 301/Pid.Sus/2018/PN Sag dan Putusan Pengadilan
No. 7/Pid.Sus/2017/PN Sag. Kedua kasus ini memiliki kemiripan pada unsur faktual:
modus operandi: janji gaji tinggi, pengurangan gaji begitu korban bekerja di Malaysia,
perekrut memiliki kontak langsung dengan majikan di Malaysia. Namun, Putusan untuk
kedua kasus berbeda. Dalam Putusan No.301/Pid.Sus/2018/PN Sag, terdakwa terbukti
bersalah melanggar UU No0.21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kejahatan
Orang dan dihukum dengan hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp120 juta yang
disubsidi dua bulan penjara . Sementara, Putusan No. 7/Pid.Sus/2017/PN Sag, terdakwa
terbukti bersalah melanggar UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.®

Organisasi Non-Pemerintah dan Lembaga Swadaya
Masyarakat

Berdasarkan temuan penelitian, hanya ada satu organisasi non-pemerintah yang secara
aktif terlibat dalam program anti-Perdagangan Orang yaitu Yayasan Pelangi Anak Bangsa
(YPAB) dan berlokasi di Entikong, Sanggau. Organisasi Non-Pemerintah ini telah berdiri
selama 18 tahun dan berfokus pada isu-isu perempuan dan anak, termasuk Perdagangan
Orang. YPAB memiliki program pelatihan untuk para korban perdagangan orang melalui
pelatihan perusahaan skala kecil. Program ini bertujuan untuk memberdayakan korban
secara ekonomi, sehingga mereka dapat mencegah para korban untuk bermigrasi secara
non-prosedural ke Malaysia.

86 Keputusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 301/Pid.Sus/2018/PN Sag dan Keputusan No. 7/Pid.Sus/2017/PN Sag
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Selain itu, penelitian ini juga memetakan aktor-aktor potensial yang dapat dilibatkan
dalam program anti-Perdagangan Orang seperti Badan Musyawarah Antar Gereja
(BAMAG). Selama Diskusi Kelompok Terarah, BAMAG mengakui bahwa mereka tidak
memiliki keahlian dalam masalah Perdagangan Orang, namun siap mendukung
pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.®’

0 TANTANGAN-TANTANGAN DALAM MENCEGAH
DAN MENANGANI PERDAGANGAN ORANG
DI SANGGAU

Penelitian ini menyoroti beberapa tantangan utama dalam mencegah kasus Perdagangan
Orang dan membantu korban perdagangan orang di Sanggau, yaitu koordinasi antar lembaga,
komitmen pemerintah, kapasitas petugas garis depan dan lembaga penegak hukum serta
kerja sama antar daerah.

1.

Koordinasi Antar Lembaga

Sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya, koordinasi antar lembaga di Sanggau
belum terbentuk dengan baik. Bukan hanya kerja sama antar instansi pemerintah,
tetapi juga antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Tidak aktifnya Gugus
Tugas Pecegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan LPTSA-P2TKI
telah mengindikasikan minimnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, beragamnya data
Perdagangan Orang di masing-masing lembaga dengan indikator Perdagangan Orang
yang berbeda-beda menunjukkan kurangnya mekanisme berbagi data sebagai bagian
dari koordinasi antar lembaga.

Komitmen Pemerintah

Komitmen pemerintah memiliki peran penting dalam memerangi Perdagangan Orang.
Komitmen pemerintah akan tercermin melalui kebijakannya termasuk alokasi anggaran.
Namun, berdasarkan temuan penelitian, komitmen Pemerintah Sanggau masih perlu
diperkuat. Kurangnya kebijakan dan peraturan tentang Perdagangan Orang telah
menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah. Penjelasan bahwa Sanggau adalah titik
transit dan hanya sedikit dari penduduk Sanggau yang menjadi korban perdagangan
tidak boleh menjadi pembenaran bahwa memerangi Perdagangan Orang bukanlah
prioritas pemerintah. Fakta bahwa 59 warga Sanggau kembali dari Malaysia karena
perselisihan dengan majikan mereka dan ribuan orang Indonesia kembali dari Malaysia
melalui Sanggau telah menunjukkan urgensi pemerintah untuk mengatur masalah
Perdagangan Orang termasuk pelayanan korban. Komitmen ini juga harus direfleksikan
dengan menyediakan alokasi anggaran pemerintah kabupaten yang cukup untuk
lembaga yang memiliki mandat untuk menyediakan program pencegahan, perlindungan
dan penuntutan untuk kasus Perdagangan Orang.

87 Diskusi Kelompok Terarah, Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) /18 Desember 2018
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Kapasitas Petugas Garda Depan dan Penegak Hukum

Berdasarkan Diskusi Kelompok Terarah, dipastikan bahwa petugas garis depan dan
penegak hukum memiliki pemahaman yang berbeda tentang Perdagangan Orang.
Sejumlah petugas hanya akan menangani kasus Perdagangan Orang sebagai kasus
imigrasi ilegal. Tidak ada perbedaan antara perdagangan manusia dan imigrasi ilegal,
semua orang yang bermigrasi ke Malaysia secara ilegal menjadi korban perdagangan
manusia. Di sisi lain, ada juga pejabat yang berpendapat bahwa orang yang bermigrasi
ke Malaysia melalui saluran ilegal dan atau tidak memenuhi prosedur penempatan
PMI tidak dapat dianggap sebagai korban perdagangan orang, karena masyarakat telah
mengetahui proses tersebut. Pendapat lain yang juga muncul selama penelitian adalah
semua kasus perburuhan antara pekerja dan majikan yang terjadi di negara tujuan
tidak dapat dikategorikan sebagai kasus Perdagangan Orang, karena kedua belah pihak
memiliki kontrak kerja. Berbagai interpretasi Perdagangan Orang dan kaitannya antara
imigrasi ilegal dan imigrasi tenaga kerja jelas menunjukkan kurangnya kapasitas petugas
garis depan dan penegak hukum dalam menetapkan kasus Perdagangan Orang.

Selain itu, kapasitas penegak hukum juga dapat diketahui melalui putusan pengadilan.
Sebagai contoh, Putusan Pengadilan No. 83/PidSus/2018/PN Sag dan No. 224/Pid.Sus
/2018/PN Sag, kedua keputusan tersebut menunjukkan bahwa dakwaan dan keputusan
Hakim didasarkan pada Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan PMI di
luar negeri, meskipun unsur-unsur kejahatan yang dilakukan sesuai dengan unsur-unsur
Perdagangan Orang di bawah UU Perdagangan Orang.

Kebutuhan untuk memperkuat kapasitas penegak hukum juga tercermin pada latar
belakang para pelaku kejahatan yang ditangkap. Pada sebagian besar kasus, penyidik
hanya menangkap pelaku pengangkutan dalam tindak pidana perdagangan orang,
misalnya pengemudi yang membawa korban dari Pontianak untuk melewati perbatasan
di Sanggau. Kendala biaya adalah alasan mengapa penyidik tidak bisa menangkap
dalang kejahatan. Proses perekrutan dan fase eksploitasi kasus Perdagangan Orang
berlokasi di luar Sanggau sehingga penyelidikan yang komprehensif memerlukan
sumber daya, termasuk anggaran, yang besar. Namun sayangnya, anggaran investigasi
untuk Perdagangan Orang dan kasus-kasus perempuan dan anak-anak lainnya terbatas.
Oleh karena itu, laporan investigasi yang komprehensif tidak dapat dibuat, sebagai
akibatnya, penyidik hanya akan menempatkan pengemudi yang mengangkut korban
sebagai pelaku. Lebih jauh, situasi ini telah menjadi tantangan bagi jaksa penuntut
untuk mengembangkan dakwaan yang komprehensif dan untuk membuktikan unsur-
unsur eksploitasi karena peran pengemudi hanya mengangkut para korban. Oleh karena
itu, jaksa penuntut akan mengajukan alternatif dakwaan UU No. 21/2007 dan UU No.
39/2004. Dengan demikian, para hakim akan dapat menghukum pelaku dengan UU No.
21/2007 atau UU No. 39/2004.%8 Demikian pula dengan jaksa penuntut, hakim lebih
memilih menggunakan UU No. 39/2004 daripada UU No. 21/2007 karena sulitnya
memenuhi unsur eksploitasi.®

88 Wawancara mendalam, dengan Kantor Kejaksaan Sanggau, Sanggau, 19 Desember 2018

89 Wawancara mendalam dengan Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, Sanggau, 19 Desember 2018
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4. Koordinasi Antar Wilayah

Kendala biaya yang diuraikan di atas seharusnya tidak menjadi tantangan jika koordinasi
antar wilayah terjalin dengan baik. Namun, penelitian menemukan bahwa koordinasi
antar lembaga belum dimanfaatkan. Tidak ada kerjasama polisi ke polisi dan atau
sistem rujukan tentang bantuan korban antara provinsi dan kabupaten serta provinsi
ke provinsi. Diperlukan koordinasi antar daerah, terutama antara daerah pengirim dan
daerah transit, sehingga masing-masing daerah dapat berkontribusi untuk memberantas
kejahatan Perdagangan Orang. Memperkuat jaringan dengan bidang asal pekerja tetap
menjadi tantangan meskipun pemerintah pusat telah menyarankan model kerja sama
ini.
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Q KABUPATEN SAMBAS DALAM KONTEKS

Kabupaten Sambas terletak di bagian utara dari Provinsi Kalimantan Barat. Secara administratif,
khususnya bagian utara dan timur, Kabupaten Sambas berbatasan dengan negara bagian
Sarawak, Malaysia Timur. Secara keseluruhan Kabupaten Sambas mencakup 6.394,70 km?2
atau sekitar 4,36 persen dari seluruh daerah Propinsi Kalimantan Barat. Daerah administratif
Kabupaten Sambas terbagi atas 19 kecamatan dan 193 desa. Yang paling besar dari semuanya
adalah Kecamatan Sajingan Besar sedangkan Kecamatan Salatiga adalah yang terkecil.*°

Penduduk Sambas berjumlah 529.684 jiwa dalam tahun 2017, terdiri atas 260.502 (49,18
persen) penduduk laki-laki dan 269.182 (50,82 persen) penduduk perempuan dengan suku
Melayu dan Madura sebagai mayoritas etnis dari penduduk setempat.®* Tercatat bahwa 4,93
persen dari penduduk dianggap imigran (pendatang baru) dengan beragam etnis.

Produk Domestik Regional Kotor (GRDP) dari Kabupaten Sambas bergantung pada beberapa
sektor ekonomi dari Sambas dan komoditas: kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan,
perdagangan dan perbaikan sepeda motor dan mobil, produk pemrosesan industri, konstruksi
dan keuangan.®®* Walaupun demikian, pembangunan ekonominya secara relatif belum cepat;
pada tahun 2015 adalah 4,88, meningkat menjadi 5,20 pada tahun 2016, dan menurun
menjadi 5,18 pada tahun 2017.%*

Mengacu kepada Indeks Pembangunan Manusia dari Kabupaten Sambas dalam tahun
2018, maka Sambas berada pada peringkat ke-7 dari 14 kabupaten di Kalimantan Barat
sehubungan dengan populasi yang hidup dalam kemiskinan. Total populasi dari Kabupaten
Sambas yang hidup dalam kemiskinan adalah 8,9 persen dalam tahun 2017, yang turun dari
9,1 persen dalam tahun 2013. Sehubungan dengan pendidikan, maka jumlah rata-rata dari
tahun mengikuti pendidikan sekolah adalah 6,67 tahun, yang berarti bahwa populasi umum
di Sambas mengikuti pendidikan sekolah selama minimum enam tahun. Jumlah yang putus
sekolah dari sekolah menengah atas lebih tinggi dari jumlah yang putus sekolah dari sekolah
menengah pertama. Sektor utama dari ekonomi adalah pertanian. Kelangkaan lowongan
kerja memberikan kontribusi kepada pengangguran yang tinggi, khususnya jumlah dari
pengangguran terbuka, yang adalah 10.944 orang dari 368.571 orang dalam tahun 2017.%°

Dalam konteks aliran dan prosedur migrasi, maka Sambas adalah suatu tempat asal dan lokasi
transit dari banyak pekerja migran yang menuju ke Malaysia dan Brunei Darussalam.®® Banyak
orang dari Sambas memilih untuk pindah ke Malaysia atau Brunei Darussalam daripada tinggal
di Sambas dalam keadaan menganggur. Kabupaten Sambas sering disebut sebagai “tempat
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Laporan Statistik Daerah Kabupaten Sambas 2018, BPS, 2018.

Ibid
BPS

, “Data Penduduk Sambas 2017”

<https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=324&wid=6100000000>, diakses pada tanggal 2 Mei 2019.

Dari pertanian, terutama dari produksi minyak kelapa sawit, kelapa, padi, kacang tanah, kacang hijau, jeruk dan durian.
Disamping itu, peternakan itik juga memberikan kontribusi yang signifikan karena mengkontribusi sampai 46% di Kalimantan
Barat. Lihat https://pontianak.tribunnews.com/2017/09/26/unggul-di-kalbar-inilah-data-potensi-pertanian-dan-peternakan-
di-sambas

Biro Pusat Statistik Kabupaten Sambas, n.15
Biro Pusat Statistik Kabupaten Sambas, n. 186.
Diskusi Kelompok Terarah - IAIS dan MUI Kabupaten Sambas, 4 Desember 2018.
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asal para pekerja migran” mengingat banyaknya jumlah penduduk asli Sambas yang bermigrasi
ke luar negeri, yaitu kira-kira 52 persen atau sekitar 5.000 orang.®’ Pada tanggal 17 Juli 2017,
Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak
melaporkan bahwa 2.172 orang telah dikembalikan dari Malaysia melalui pos perlintasan
perbatasan Entikong, di mana 347 orang dari mereka adalah penduduk Sambas. Orang-orang
tersebut telah dikembalikan karena tidak memenuhi peraturan imigrasi.

Perbatasan darat antara Sambas dan Serawak telah digunakan oleh orang-orang dari Sambas
sebagai jalur alternatif untuk sampai di Malaysia dan Brunei Darussalam, dan beberapa dari
jalan-jalan tersebut berlokasi di sekitar daerah Sajingan. Baru pada tahun 2012 Pemerintah
Indonesia membangun suatu pos lintas batas negara yang resmi diSajingan.®® Pada bulan Maret
2017 Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia secara resmi mengumumkan pembangunan
dari pos lintas batas negara Aruk, yaitu Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di kecamatan Sajingan
Besar, Kabupaten Sambas. Pembangunan dari pos lintas batas negara ini diharapkan dapat
meningkatkan ekonomi di Kabupaten Sambas sehubungan dengan perpindahan orang
Indonesia yang pergi ke Malaysia dan, pada saat yang sama, memudahkan pemantauan
terhadap orang Indonesia yang melintas ke negara-negara tetangga.”

DATA PERDAGANGAN ORANG DI SAMBAS

Selama tahun 2016-2018, Kantor Polres Kecamatan Sambas telah membantu sembilan kasus
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yaitu dua kasus dalam tahun 2016, dua kasus
dalam tahun 2017 dan lima kasus dalam tahun 2018. Walaupun demikian, jumlah kecil dari
kasus perdagangan orang yang diproses secara hukum tidak mengindikasikan jumlah yang
aktual dari perdagangan orang selain dari kasus-kasus yang tersebut sebelumnya.

Disampingitu, selama penelitianini, tim juga memeriksa Keputusan Pengadilan dari Pengadilan
Negeri Sambas. Berdasarkan pemeriksaan ini, terdapat tujuh kasus Tindak Pidana Perdagangan
Orang (TPPO) yang diproses di Pengadilan Negeri Sambas pada tahun 2015-2018. Dari tujuh
kasus tersebut hanya dua kasus di mana terdakwa dinyatakan bersalah sebagai pelaku TPPO
di bawah Undang-Undang Nomor 21/2007. Dalam kasus-kasus lainnya, terdakwa dinyatakan
bersalah di bawah Undang-Undang Nomor 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, walaupun jaksa mendakwa dengan Undang-Undang
Nomor 21/2007.
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Diskusi Kelompok Terarah Polres Sambas, 4 Desember 2018. Diskusi ini telah diprakarsai karena jumlah besar penduduk
Sambas yang kembali dari Malaysia untuk bekerja pada hari-hari libur keagamaan.

Op.cit. Prasojo, “Dinamika Masyarakat,” n. 197

Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, “Sambutan Presiden Joko Widodo pada Peresmian PLBN Aruk di Sajingan Besar,
Sambas, Kalimantan Barat,” tersedia di https://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-peresmian-plbn-aruk-di-
sajingan-besar-sambas-kalimantan-barat-17-maret-2017/; Yohanes Kurnia Irawan, “Presiden Jokowi: Desain PLBN Aruk Paling
Bagus Se-Indonesia,” tersedia di https://regional.kompas.com/read/2017/03/18/10582441/ presiden.jokowi.desain.plbn.aruk.
paling.bagus.se-indonesia>, diakses pada tanggal 2 Mei 2019.
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Tabel 4. Kasus TPPO yang Dituntut di Pengadilan Negeri Sambas

Tahun Nomor Kep.utusan Dakwaan
Pengadilan

Dakwaan tunggal:

UU No 21/2007 UU No 21/2007

1 97/Pid.Sus/2015/PN Sbs

Al Dakwaan alternatif:
2 34/Pid.Sus/2015/ PN Sbs UU No 21/2007 UU No 39/2004
UU No 39/2004

Dakwaan alternatif:
3 28/Pid.Sus/2016/PN Sbs UU No 21/2007 UU No 39/2004
UU No 39/2004

Dakwaan alternatf:
4 2016 29/Pid.Sus/2016/ PN Sbs UU No 21/2007 UU No 39/2004
UU No 39/2004

Dakwaan alternatif:
5 213/Pid.Sus/2016/PN Shs UU No 21/2007 UU No 21/2007
UU No 39/2004

Dakwaan alternatif:
6 2017 34/Pid.Sus/2015/ PN Sbs UU No 21/2007 UU No 39/2004
UU No 39/2004

Dakwaan alternatif:
7 2018 34/Pid.Sus/2015/ PN Sbs UU No 21/2007 UU No 39/2004
UU No 39/2004

Di samping data tentang penegakan hukum, BP3TKI Pontianak juga mencatat bahwa dalam
tahun 2018 terdapat enam pekerja migran dari Sambas yang dikembalikan dari Malayia
disebabkan oleh isu perburuhan dan/atau perdagangan orang.’® Namun, BP3TKI tidak
memliki catatan apakah keenam orang ini membawa kasus mereka untuk diproses secara
hukum atau tidak.

Selain itu, Kantor Imigrasi di Sambas juga telah mengumpulkan beberapa data yang terkait
dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), walaupun tidak terdapat investigasi
selanjutnya untuk menentukan unsur dari TPPO. Selama tahun 2018 Kantor Imigrasi Sambas
telah menolak 137 (Laki-laki: 122, Perempuan: 15) permohonan paspor atas dasar dugaan
pekerja migran non-prosedural.’®* Penolakan ini disebabkan karena pemohon tidak memenuhi
semua persyaratan paspor dan para petugas yakin bahwa terdapat potensi penyelundupan
orang atau indikasi TPPO.

100 |ihat BP3TKI, Rekapitulasi Data Kepulangan (pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Luar Negeri Berdasarkan Daerah Asal, BP3TKI,
Pontianak, dari Januari sampai Desember 2019

101 Laporan Penolakan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk untuk Meninggalkan Daerah, Januari - Mei 2019.
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G POLA PERDAGANGAN ORANG
DI KABUPATEN SAMBAS

Perdagangan orang di Sambas hanyalah puncak dari suatu gunung es, di mana tampaknya
kecil, tetapi sebenarnya sangat besar.'? Fenomena dari perdagangan orang di Sambas terjadi
dalam banyak bentuk, yaitu pekerja migran, eksploitasi dan eksploitasi seksual dalam bentuk
prostitusi, yang terjadi secara internal dan juga lintas batas negara. Kabupaten Sambas juga
merupakan sumber dari migrasi di Kalimantan Barat yang memberikan kontribusi sebagai
daerah dengan jumlah terbesar dari para pekerja migran reguler dan non-reguler yang bekerja
di Malaysia sebagaimana didiskusikan di bawah.'®

1. Perdagangan Orang Lintas Batas

Sebagaimana dijelaskan di atas, Sambas dianggap sebagai sumber Pekerja Migran
Indonesia (PMI) untuk Provinsi Kalimantan Barat, dan lokasinya yang berbatasan dengan
Malaysia telah menjadikan Sambas rentan terhadap perdagangan orang lintas batas.
Hal ini dapat tercermin melalui data dari BP3TKI Pontianak yang menyatakan bahwa
dalam tahun 2018 terdapat 289 PMI dari Sambas yang mengalami isu-isu terkait
pekerjaan seperti konflik di tempat bekerja, melarikan diri dari tempat kerja, sengketa
upah, tindak kriminal, dan banyak lagi. Kasus-kasus terkait pekerjaan dan melarikan diri
berada di peringkat teratas: dengan jumlah 97 kasus untuk isu terkait pekerjaan dan 70
kasus melarikan diri dari pekerjaan.’®* Hal ini memperlihatkan bahwa terdapat banyak
kemungkinan untuk adanya kondisi eksploitatif yang memaksa para pekerja untuk
melarikan diri dari pemberi kerjanya, dimana hal ini dapat berdampak kepada status
imigrasi mereka.'®

Penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Atem menyatakan bahwa salah satu dari
modus operandi utama dari perdagangan orang di Sambas adalah pengiriman para
pekerja secara non-prosedural, yaitu para pekerja yang bekerja tanpa memenuhi
prosedur sebagaimana mestinya.’® Dengan tidak adanya dokumen pekerjaan, maka
kemungkinan eksploitasi tenaga kerja, seperti bekerja tanpa dibayar atau dengan
kekerasan, sangat mungkin terjadi.’®” Praktik migrasi tenaga kerja tanpa melalui prosedur
sangat umum terjadi di Sambas.

100 Ljhat BP3TKI, Rekapitulasi Data Kepulangan (pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Luar Negeri Berdasarkan Daerah Asal, BP3TKI,
Pontianak, dari Januari sampai Desember 2019

107 Laporan Penolakan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk untuk Meninggalkan Daerah, Januari — Mei 2019.
102 Diskusi Kelompok Terarah - Polres Sambas dan MUI Kabupaten Sambas, 4 Desember 2018.

103 Atem, “TKW’ sebuah perangkap perdagangan perempuan (menelisik fenomena perdagangan orang di Kabupaten Sambas,’
Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak 4:1 (2017).

104 |bid.

105 R. Yunus dkk, “Strategi melawan perdagangan orang: peranan pendidikan di kecamatan Jenoponto, Sulawesi Selatan,
Indonesia,” International Journal of Social Science and Humanity 6:115 (2016).

106 Atem, “TKW’ sebuah perangkap perdagangan perempuan (menelisik fenomena perdagangan orang di Kabupaten Sambas,”
Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak 4:1(2017).

107 |bid.
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Hampir semua tetangga saya telah bekerja di Malaysia. Hal itu merupakan
paradigma dari setiap orang tua, bahwa seorang anak akan bekerja di Malaysia
bilamana ia telah cukup usianya. Pendidikan tidak terlalu perlu karena, bahkan

tanpa bersekolah, mereka telah mampu untukR menghasilkan uang. Mereka
diundang oleh tetangga, keluarga yang merupakan agen, orang-orang dekat ...
sehingga kalau ada suatu masalah, mereka tidak akan berani untuk berbicara -
mereka takut."®

Bahkan sebelum tahun 2013 praktik mengirim anak-anak sebagai PMI telah berlangsung,
sebagaimana dinyatakan oleh paralegal LBH APIK.1® Praktik mengirim anak-anak
telah dikurangi atau tidak terlihat secara terbuka karena telah dilakukan usaha untuk
mencegah perdagangan orang di Sambas oleh masyarakat (misalnya paralegal LBH APIK)
dan oleh pemerintah daerah dengan melakukan pendekatan ke desa-desa.'*®

Para pekerja migran non-prosedural tidak secara otomatis menjadi korban perdagangan
orang. Namun, mereka lebih rentan untuk terjebak ke dalam praktik perdagangan
orang. Tidak adanya kontrak kerja, izin kerja dan status imigrasi mereka di negara tujuan
dapat digunakan oleh agen dan atau perantara yang tidak bertanggung jawab untuk
mengambil keuntungan dengan mengeksploitasi para pekerja.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa beberapa pola di perdagangan lintas batas negara di
Sambas dapat ditemukan sebagai berikut:

Pertama, pada sebagian besar kasus perekrutan telah dilakukan oleh agen/perantara
perorangan yang mempunyai hubungan dengan calon pekerja migran. Para pekerja tidak
sadar bahwa mereka dieksploitasi karena mereka percaya para agen akan membantu
mereka untuk mendapatkan pekerjaan.

Kedua, para korban terutama dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga. Namun, di
Sambas tidak ada agen resmi untuk asisten rumah tangga. Agen resmi hanyalah untuk
sektor formal, seperti untuk manufaktur dan pertanian.’! Situasi ini juga memberi
dampak tidak tersedianya pusat pelatihan untuk asisten rumah tangga. Dengan tidak
adanya agen resmi dan pusat pelatihan, maka peranan rekrutmen dan penempatan
telah diambil alih oleh perantara atau agen perorangan. Para pekerja berangkat ke
Malaysia tanpa program pra-bekerja. Situasi ini telah menempatkan para pekerja pada
risiko, karena kurangnya perlindungan dan ketrampilan.

Ketiga, penahanan paspor, pemotongan gaji dan gaji di bawah upah minimum
merupakan cara yang umum vyang digunakan oleh pelaku perdagangan orang.
Penahanan paspor membuat pekerja migran tidak dapat melarikan diri dari eksploitasi
para pemberi kerja. Para pemberi kerja sering mengancam untuk melaporkan mereka

108 \Wawancara mendalam, LBH APIK Pontianak, 3 Desember 2018.

109 Wawancara mendalam, LBH APIK Pontianak, 3 Desember 2018.

10 Wawancara mendalam, DP3AKB of Kabupaten Sambas, 2 Desember 2018.

M wawancara mendalam dengan Konsulat Republik Indonesia di Kuching, Malaysia, 5 Desember 2018.
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sebagai pekerja ‘ilegal’ bilamana mereka tidak mengikuti apa yang diminta oleh pemberi
kerja. Sangat sulit bagi para pekerja migran untuk mengambil langkah hukum karena
mereka tidak memegang paspor dan perjanjian kerja. Tanpa dokumen mereka tidak bisa
meninggalkan lingkungan kerja dan dapat menempatkan mereka untuk menjadi sasaran
para petugas keamanan di negara tujuan. Mereka bertahan untuk mengikuti apapun
yang diminta oleh pemberi kerja karena takut bahwa bilamana mereka tertangkap oleh
polisi mereka akan dimasukkan penjara atau dikirim pulang.**> Di samping itu, penelitian
ini juga menyorot adanya pemotongan gaji yang dapat menjurus kepada praktik jeratan
hutang. Modusnya adalah diberikan dana pinjaman awal sebelum keberangkatan dan
pelunasan akan dilakukan setelah korban bekerja. Namun, tidak ada suatu perjanjian
pinjam meminjam yang tegas untuk hal ini, dan korban masih tetap diharuskan untuk
membayar hutang bahkan setelah bekerja lebih dari satu tahun dan telah melampaui
perjanjian awal.'*?

2. Perdagangan Orang Internal

Disamping risiko yang tinggi dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi
pada aliran migrasi lintas batas negara, kasus TPPO juga juga cenderung terjadi di dalam
Kabupaten Sambas, walaupun tidak ada data resmi tentang jenis perdagangan orang ini
dari para pemangku kepentingan di Sambas. Namun, berdasarkan peninjauan media,
dalam tahun 2015, 23 pekerja dari Medan yang bekerja di Sambas mengklaim bahwa
mereka tidak menerima gaji sebagamana dijanjikan. Mereka menyuarakan perselisihan
tersebut ke perusahaan tetapi perusahaan mengabaikan mereka tanpa uang sepeserpun
untuk mengakomodasi biaya transportasi mereka.!** Juga, dalam tahun 2016, sejumlah
anak-anak dari Sambas telah dibawa ke Jakarta oleh perorangan dengan tujuan untuk
dipekerjakan di industri pakaian (garmen).*> Hal ini menunjukan bahwa TPPO di
Kabupaten Sambas tidak hanya terjadi terhadap orang-orang yang melintasi perbatasan
nasional tapi juga bagi orang-orang yang bermigrasi secara internal atau masih tetap
berada di dalam daerah Kabupaten Sambas.

0 FAKTOR UTAMA PERDAGANGAN ORANG

DI SAMBAS

Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi kecenderungan perdagangan orang di
Kabupaten Sambas, khususnya faktor-faktor geografis, ekonomi, pendidikan dan penegakan
hukum. Perdagangan orang disebabkan oleh factor-faktor yang rumit, baik faktor penggerak
maupun faktor penarik; di satu sisi faktor penggerak merupakan juga faktor penarik dan
sebaliknya. Khususnya di Sambas ada beberapa faktor yang menggerakkan dan menarik, atau
yang disebut sebagai faktor strategis yang mempengaruhi terjadinya perdagangan orang di
Sambas.

12 wawancara mendalam, LBH APIK Sambas, 4 Desember 2018.

113

Diskusi Kelompok Terarah di Sambas, 4 Desember 2018.

14 Tribun Sambas, “Puluhan Pekerja Asal Medan Terlantar di Sambas” tersedia di https://pontianak.tribunnews.com/2015/10/09/
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puluhan-pekerja-asal-medan-telantar-di-sambas, diakses pada tanggal 3 September 2019.

Okenews, “Polisi Ungkap Eksploitasi 12 Anak di Bawah Umur,” tersedia di https://megapolitan.okezone.com/
read/2016/08/09/338/1459311/polisi-ungkap-eksploitasi-12-anak-di-bawah-umur, diakses pada tanggal 3 September 2019.
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1. Faktor Geografis dan Budaya

Daerah Sambas merupakan suatu daerah perbatasan dengan suatu perbatasan tanah
yang luas. Walaupun di Sambas terdapat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, sebagai
suatu perbatasan resmi yang berbatasan langsung dengan Lundu (Malaysia), tetapi
terdapat banyak perlintasan perbatasan tidak resmi (jalan tikus) yang pada umumnya
ditemukan sebagai suatu hubungan atau jalan masuk/keluar di kedua wilayah.*® Lama
sebelum PLBN Aruk didirikan pada tahun 2017, hubungan ekonomi antara Indonesia dan
Malaysia telah dilakukan di Sambas. Dalam tahun 2017, 91,61 persen dari perdagangan
di Kabupaten Sambas telah dilakukan oleh Usaha Kecil dan Mikro. Perdagangan di
Kabupaten Sambas juga sangat banyak dipengaruhi oleh perdagangan antar negara
karena Sambas berjarak sangat dekat dengan Malaysia.'?’

Mobilisasi orang Sambas ke Malaysia merupakan hal yang biasa sejak zaman dahulu.®
Sudah ada hubungan saling tergantung di antara masyarakat di perbatasan antara
Indonesia dan Malaysia. Bukan hanya karena masyarakat Sambas membutuhkan
pekerjaan sementara masyarakat Malaysia memberikan pekerjaan, tetapi juga
dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan/keluarga. Terdapat suatu hubungan yang
dekat antara penduduk Sambas dan Malaysia, karena perkawinan, darah atau karena
hubungan satu suku. Misalnya, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada awalnya
mengunjungi pamannya, yang memiliki suatu usaha perkebunan. Kemudian pamannya
menawarkannya pekerjaan untuk membantu panen, sehingga PMI tersebut bekerja dan
memperoleh upah dari kerabatnya sendiri.**®

Disamping itu, suatu masalah kebudayaan lain di Sambas adalah kebiasaan menikahkan
anak-anak pada usia dini. Kisah yang pada umumnya diceritakan adalah bahwa anak-
anak perempuan dinikahkan oleh orang tua mereka di usia muda dan terpaksa putus
sekolah. Dalam pernikahan-pernikahan tersebut, terdapat potensi kekerasan dan
pengabaian ekonomi yang diikuti oleh perceraian. Perempuan yang bercerai, yang tidak
diberikan tunjangan hidup sementara memiliki anak-anak kecil, cenderung terdorong
untuk mencari pekerjaan di Malaysia.*?

2. Faktor Ekonomi

Perbedaan di dalam pembangunan ekonomi di perbatasan merupakan salah satu
faktor penggerak dibalik perdagangan orang. Terdapat perbedaan ekonomi di daerah
perbatasan antara Indonesia dan Malaysia.*?* Jumlah angkatan kerja dari Kabupaten
Sambas (berdasarkan hasil dari Sakernas Agustus 2017) adalah 368.571 orang, terdiri
atas 247.108 orang yang bekerja dan 10.944 orang yang menganggur.'*? Angka
pengangguran ini sudah tentu memicu orang Sambas untuk mencari mata pencaharian

116 Diskusi Kelompok Terarah — Penanganan, Roni F.R., P4PMI Kabupaten Sambas, 4 Desember 2018.
M7 Biro Pusat Statistik Kabupaten Sambas, n. 186, hal. 20.

118 Diskusi Kelompok Terarah, Pemberdayaan Desa dan Rakyat Kabupaten Sambas, 6 Desember 2018.
19 Diskusi Kelompok Terarah - P4PMI Kabupaten Sambas Sambas, 4 Desember 2018.

120 wawancara mendalam, LBH APIK, 4 Desember 2018.

121 wawancara mendalam, DP3AKB of Kabupaten Sambas, 3 Desember 2018.

122 Biro Pusat Statistik Kabupaten Sambas, n. 186, hal. 5.
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yang lebih baik di Malaysia. Juga, dalam tahun 2017, GRDP per kapita pada harga-harga
saat ini adalah 33,08 juta Rupiah. Ini berarti bahwa pendapatan regional rata-rata per
penduduk dari Kabupaten Sambas dalam satu tahun adalah Rp. 33.080.000,00.%
Bilamana dihitung secara seksama, maka pendapatan penduduk rata-rata di Sambas
adalah sekitar Rp. 2.750.000,00. Jumlah ini memang lebih besar dari upah minimum
regional Sambas dalam tahun 2018 yang mencapai Rp. 2.300.000,00 juta Rupiah, tetapi
masih di bawah upah minimum di Malaysia yang mencapai 1.100 Ringgit Malaysia
atau sekitar Rp. 3.700.000,00 per bulan. Disamping itu, faktanya adalah bahwa jumlah
pekerjaan di Sambas secara relatif lebih terbatas. Pada kenyataannya terdapat gangguan
pendapatan di tingkat masyarakat. Misalnya, para pedagang kecil mempunyai tingkat
pendapatan antara Rp. 200.000,00 — Rp. 500.000,00 setiap bulan.** Sebagian besar
penduduk Sambas yang lulus sekolah menengah pertama sulit untuk memperoleh
pekerjaan di Indonesia, dan walaupun mereka berhasil memperoleh pekerjaan, gajinya
cukup rendah, yaitu sekitar Rp. 500.000,00 — Rp. 600.000,00.*?> Bilamana bekerja di toko
di Indonesia seorang pekerja hanya menerima gaji sebesar Rp. 700.000,00 per bulan,
sementara bilamana bekerja di Malaysia seorang Pekerja Migran Indonesia memperoleh
gaji sebesar 1.100 RM. Hal-hal seperti yang tersebut di atas mendorong penduduk
Sambas untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak dengan pendapatan yang lebih
besar.'?® Mencari pendapatan yang lebih tinggi di Malaysia telah menjadi suatu budaya.
Banyak pasangan setelah menikah memilih untuk memperoleh kehidupan yang lebih
baik di Malaysia.'?’

Optimisme dari masyarakat inilah yang kemudian digunakan oleh para pedagang orang
untuk membujuk penduduk Sambas agar bekerja di luar negeri.!® Opsi lowongan
kerja yang terbatas di Indonesia dan mudahnya memperoleh pekerjaan sebagai buruh
di Malaysia mendorong penduduk Sambas untuk bermigrasi ke Sarawak, Malaysia.
Khususnya saat ini, Sarawak merupakan tempat yang populer bagi para pekerja
dibandingkan Peninsula dan Sabah. Sarawak memiliki setidaknya 18.000 lowongan kerja
setiap tahun.'?® Dengan ini, sudah tentu daerah tersebut menjadi faktor penarik yang
kuat bagi penduduk Sambas agar bermigrasi. Bilamana proses migrasi buruh dilaksanakan
sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan kondisi yang ditentukan sebelumnya, maka
migrasi ini akan menjadi suatu hal untuk mendorong ekonomi bagi semua pihak.

Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah adalah salah satu faktor yang menggerakkan
perdagangan oang di Sambas. Dalam tahun 2017, tingkat pendidikan di Sambas secara
relatif adalah rendah, yaitu pada 6,77. Angka ini berarti bahwa rata-rata penduduk
Sambas hanya mengikuti pendidikan sampai kelas 7 (tidak lulus sekolah menengah
pertama). Angka anak putus sekolah yang tinggi di Sambas sebagian disebabkan oleh

123 bid., hal. 22.
124 Atem, “TKW’ sebuah perangkap perdagangan perempuan,” n. 206, hal. 53.
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adanya suatu asumsi bahwa pendidikan tidak dirasakan sebagai sesuatu yang penting,
ditambah lagi beberapa tahun pendidikan sebelumnya secara relatif adalah mahal dan
ada suatu keperluan untuk memperoleh uang agar memenuhi kebutuhan sehari-hari
mereka. Ada suatu pandangan yang melekat di dalam masyarakat Sambas tentang peran
anak-anak dalam menghasilkan uang, yaitu bilamana anak-anak mereka (anak laki-laki
dan perempuan) telah lulus sekolah menengah pertama, maka anak tersebut diminta
untuk bekerja di luar negeri agar dapat menghasilkan uang, dan kemudian membangun
sebuah rumah.*® Pandangan ini terutama dipengaruhi oleh status ekonomi rumah
tangga yang cenderung miskin sehingga harapan untuk menghasilkan uang melekat pada
anak-anak yang diharapkan agar bekerja di luar negeri.*** Kenyataannya, di beberapa
kecamatan, seperti Teluk Kramat, Tebas, dan Paloh, banyak anak-anak yang mempunyai
aspirasi untuk bekerja di luar negeri. Banyak dari mereka yang mempertimbangkan
bahwa bekerja di luar negeri merupakan suatu kebanggaan.'*? Data dari Dinas Pusat
Statistik Sambas mendukung informasi di atas. Populasi yang bekerja di Kabupaten
Sambas didominasi oleh para lulusan sekolah dasar atau setara dengan 32,33 persen
(79.880 orang). Populasi yang bekerja dengan suatu pendidikan kejuruan/universitas
adalah sebanyak 15.346 orang (6,21 persen). Sementara itu, populasi yang bekerja
dengan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas/Sekolah Agama/Paket C berjumlah
paling sedikit, yaitu sebanyak 14.183 orang (5,74 persen).** Hal ini menunjukkan bahwa
jumlah dari para pekerja berpendidikan sekolah dasar cukup tinggi dan hanya suatu
proporsi kecil yang lulus sekolah menengah atas dan melanjutkan ke universitas negeri.
Dengan ini, dapatlah dikatakan bahwa kesadaran tentang pendidikan di Kabupaten
Sambas memang rendah.

Kebijakan Pemerintah dan Pelaksanaannya

Kabupaten Sambas mempunyai suatu peraturan daerah No. 3 tahun 2015 tentang
Pencegahan dan Pengelolaan Korban Perdagangan Orang. Peraturan tersebut mencakup
pengaturan yang diperlukan untuk pencegahan dan penanganan perdagangan orang.'**
Dalam hal ini, Peraturan Daerah Sambas tentang Perdagangan Orang telah dikeluarkan
dengan tujuan untuk menciptakan suatu sistem pencegahan dan penangananTindak
Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Sambas.'** Peraturan daerah tersebut
memberikan tugas-tugas dan wewenang tambahan kepada pemerintah Kabupaten
Sambas untuk:*3*®

130 Diskusi Kelompok Terarah di Sambas, 4 Desember 2018.
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Membuat kebijakan, program, kegiatan dan mengalokasikan anggaran untuk
melaksanakan pencegahan TPPO dan Perawatan Korban Perdagangan Orang;
Mendirikan suatu gugus tugas untuk pencegahan dan penanganan perdagangan
orang;

Mendirikan UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) dan memberikan fasilitas dan

infrastruktur kepada UPT;

Memastikan kemudahan pelayanan kepada para korban;

Mempromosi kerjasama dan koordinasi dalam usaha untuk mengurangi korban;
dan

Memantau, mengevaluasidan meningkatkan kinerja daripelaksanaan pencegahan
dan penanganan korban dengan cara yang transparan dan bertanggung jawab.

Dengan berbagai tugas ini, maka pemerintah kecamatan kemudian juga membentuk
suatu gugus tugas yng merupakan suatu gabungan dari berbagai unit di bawah
pemerintah Kabupaten Sambas, LSM dan para pemangku kepentingan kebijakan lainnya
yang relevan. Namun, peraturan ini belum dilaksanakan dengan baik dan kurangnya
dukungan anggaran dari pemerintah merupakan isu-isu utama. Peneliti menemukan
bahwa beberapa dari dinas pemerintah belum menyadari keberadaan peraturan dan
gugus tugas tersebut.

Selanjutnya, kebijakan pemerintah tentang proses penempatan dari para pekerja migran
juga telah menjadifaktor pendorong tidak langsung terhadap jumlah perdagangan orang
lintas batas negara. Persyaratan untuk lulus pelatihan kerja dan uji kompetensi lebih
dianggap oleh masyarakat sebagai memperlambat proses daripada membantu mereka.
Mengikuti pelatihan kerja dapat menghabiskan waktu beberapa bulan, sementara ada
keperluan yang mendesak untuk segera memperoleh pekerjaan dan menghasilkan
uang. Pekerja Migran Indonesia (PMI) memilih suatu jalan pintas tanpa mengikuti suatu
prosedur, dan situasi ini didukung oleh keberadaan suatu sindikat yang dianggap dapat
memfasilitasi semua hal dengan memotong proses yang resmi.
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G AKTOR UTAMA YANG TERLIBAT

Di Sambas, program anti-TPPO terutama dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sebagai
instansi utama yang bertanggung jawab atas urusan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak. Selain DP3AP2KB, ada beberapa instansi lain yang bergerak dalam
persoalan TPPO, meskipun TPPO bukan persoalan inti mereka. Di bawah ini adalah agen yang
memiliki program anti-TPPO di Sambas.

1.

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (GT-PPTPPO)

Mengikuti Peraturan Daerah No. 3 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan
Korban Perdagangan Orang, Pemerintah Sambas membentuk Gugus Tugas Pencegahan
dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO) yang diketuai oleh
Wakil Bupati Sambas dan DP3AP2KB sebagai sekretariat. GT-PPTPPO terdiri dari empat
sub gugus tugas yaitu Pencegahan, Rehabilitasi Sosial, Rehabilitasi Kesehatan dan
Penegakan Hukum. Namun, berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa anggota GT-
PPTPPO tidak menyadari keterlibatan dan peran serta tanggung jawab mereka dalam
GT-PPTPPO.*’ Selain itu, DP3AP2KB sebagai sekretariat GT-PPTPPO berpendapat
bahwa ketidakefektifan GT-PPTPPO adalah karena rendahnya komitmen dari lembaga
lain.'*® Misalnya, anggaran untuk program GT-PPTPPO harus dilampirkan ke anggaran
masing-masing anggota GT-PPTPPO, namun dalam praktiknya, hanya DP3AP2KB yang
telah mengalokasikan sejumlah anggaran kecil. Selain itu, juga terdapat anggapan dari
DP3AP2KB bahwa peran mereka sebagai sekretariat GT-PPTPPO tidak cukup strategis,
mereka tidak bisa menjadi pengambil keputusan. Di sisi lain, wakil Bupati sebagai
Kepala GT-PPTPPO juga tidak mengalokasikan anggaran sekretariat untuk DP3AP2KB.*°
Mempertimbangkan latar belakang ini, DP3AP2KB menjalankan program mereka sendiri
karena program DP3AP2KB bukan program GT-PPTPPO. Di bawah ini adalah beberapa
program DP3AP2KB terkait dengan persoalan TPPO, perempuan dan perlindungan
anak :

(a) Penyebaran upaya untuk melindungi korban perdagangan orang di setiap
kabupaten dan desa yang rawan perdagangan orang. Pada tahun 2018,
sosialisasi telah mencakup lima kecamatan sesuai dengan anggaran yang
tersedia.

(b) Pengadaan sosialisasi media, termasuk membuat komik (cerita), papan iklan,
spanduk, stiker dan pemutaran film di masing-masing wilayah sebelum memulai
kegiatan di desa dan kecamatan sebagai bentuk pencegahan TPPO.

(c) Penetapan duta anti-perdagangan manusia di setiap kecamatan.

137 Diskusi Kelompok Fokus di Sambas, 4 Desember 2018.
138 Wawancara mendalam dengan DP3AP2KB Sambas, pada tanggal 3 Desember 2018.

139 1bid.
140 |bid
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(d) Penanganan korban (tidak terbatas pada perdagangan orang) dengan proses
sebagai berikut:

*  Proses penanganan kasus dimulai dengan melaporkan kasus-kasus
yang dilakukan oleh paralegal atau bantuan hukum atau masyarakat;

e Berdasarkan laporan tersebut, penilaian dilakukan pada penanganan
yang diperlukan, baik pada kondisi medis dan psikologis;

e Koordinasi dengan lembaga terkait untuk penanganan lebih lanjut.

Lebih lanjut, DP3AP2KB juga memiliki program pemberdayaan korban melalui
keterampilan hidup dan pelatihan kejuruan, sepertimenjahitatausalon. Namun, program
pelatihan ini diberikan berdasarkan program top-down dan tidak mempertimbangkan
kebutuhan para korban. Selain itu, tidak ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap
pelatihan. Oleh karena itu, pengukuran keberhasilan program tidak dapat dicerminkan
dan dievaluasi.

Selain DP3AP2KB, ada juga Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(DINSOSPMD), yang memiliki mandat untuk mengurus pengembalian, rehabilitasi dan
reintegrasi bagi korban perdagangan orang berdasarkan skema GT-PPTPPO. Menurut
wawancara tersebut, DINSOSPMD tidak memiliki program khusus untuk korban
perdagangan orang selain proses pemulangan yang cepat.*** DINSOSPMD juga memiliki
pekerja sosial yang dapat melakukan layanan sosial dasar, namun belum ada pelatihan
khusus tentang bantuan korban untuk pekerja sosial ini. Keterbatasan anggaran menjadi
alasan utama mengapa dukungan yang komprehensif terhadap korban tidak dapat
diberikan. Lebih lanjut, menurut DINSOSPMD, tidak ada koordinasi dengan lembaga
lain dalam memberikan dukungan kepada korban, karena GT-PPTPPO belum beroperasi
dengan baik.

Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Sambas

Pembentukan LTSA ini diamanatkan oleh pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini merupakan
amandemen UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri. LTSA, terdiri dari beberapa lembaga perwakilan kantor
pemerintah pusat dan kantor pemerintah daerah, yaitu Kantor Imigrasi, BNP2TKI, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Kepolisian Daerah Sambas, Dinas Tenaga Kerja dan
Kantor Catatan Sipil. LTSA merupakan pusat layanan terpadu untuk proses migrasi tenaga
kerja, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses manajemen migrasi tenaga kerija.
Secara khusus, tujuan LTSA adalah:*?

1. Menyadari efektivitas penerapan layanan penempatan dan perlindungan
Pekerja Migran Indonesia;

141 wawancara mendalam dengan DINSOSPMD pada tanggal 6 Desember 2018.
142 Ppasal 18 ayat (2) UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
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Memberikan efisiensi dan transparansi dalam administrasi dokumen
penempatan dan perlindungan calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau
Pekerja Migran Indonesia; dan

Mempercepat peningkatan kualitas layanan.

Selain itu, dengan pembentukan LTSA, TPPO dalam alur migrasi tenaga kerja juga dapat
dicegah, karena sumber informasi tentang migrasi tenaga kerja dapat diakses oleh publik
dan mencegah peran calo.

3. Pos

Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia (P4TKI).

PATKI

di Sambas didirikan pada tahun 2009. PATKI Sambas juga aktif terlibat dalam

LTSA sebagai perwakilan dari BNP2TKI dan melaporkannya ke BP3TKI Pontianak (Kantor
BNP2TKI di tingkat Provinsi). PATKI memiliki beberapa program yang bertujuan untuk
mencegah TPPO dan mempromosikan migrasi yang aman serta program penanganan

kasus.

a)

b)

Rincian program P4TKI diuraikan di bawah ini:

Pengumpulan data dan Program pra-keberangkatan

Pada tahun 2018, ada 1.106 pekerja resmi yang terdaftar oleh pemerintah yang
memiliki dokumen lengkap. Tingkat pendidikan rata-rata pekerja migran adalah
SD hingga SMP dengan rentang usia 18 hingga 30 tahun.'*® Data ini sesuai
dengan tingkat pendidikan rata-rata warga Sambas yang lulus kelas 6 atau kelas
1 SMP.*** Bahkan, 33 persen usia kerja aktif di Kabupaten Sambas adalah lulusan
sekolah dasar.**® Lebih lanjut, P4TKI juga mencatat bahwa di Sambas ada dua agen
perekrutan swasta yang terdaftar di P4ATKI yaitu PT Arwana Citra Lestari dan PT
Mapan Samudera Jaya. Kedua agen perekrutan tersebut mengirim pekerja migran
ke kilang atau pabrik pengolahan kayu lapis di Malaysia.**® Selain pengumpulan
data, P4TKI juga menyediakan program pra-keberangkatan untuk pekerja migran.
Sesi satu hari sebelum keberangkatan mereka bertujuan untuk memperkuat
kapasitas pekerja migran tentang hukum dan peraturan di Malaysia, budaya dan
lingkungan kerja serta hak-hak buruh mereka.

Program Pemberdayaan untuk Migran yang Kembali

Selain itu, untuk meningkatkan pencegahan perdagangan orang, dirancang
program pemberdayaan untuk migran yang kembali dan untuk keluarga mereka.
Program pemberdayaan ini dilakukan melalui program kejuruan dan pembinaan
usaha. Misalnya, seorang migran yang kembali, dilatih oleh pengrajin Songket

143 Data P4TKI Sambas.
144 Biro Pusat Statistik
145 |bid., hal. 8.

Kabupaten Sambas, n. 186, hal. 7

146 Diskusi informal dalam pengamatan dengan salah satu petugas agen perekrutan yang bertugas di LTSA, 4 Desember 2018.
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(tekstil tenunan tradisional), dan dalam pembinaan bisnis selama satu tahun,
migran ini mendukung dengan berpartisipasi dalam pameran internasional di
Kuching, Malaysia.'*’

Kantor Imigrasi

Salah satu tanggung jawab Kantor Imigrasi di Sambas adalah mendukung operasional
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Aruk, Sambas. Pada bulan Januari 2019, PLBN Aruk
mencatat bahwa warga negara Indonesia yang pergi ke Malaysia melalui PLBN Aruk
berjumlah 7.252 dan 6.892 warga Indonesia yang kembali ke Indonesia melalui PLBN
Aruk.'*® Angka ini meningkat dengan cepat di bulan Juni 2019. Pada Juni 2019, terdapat
23.089 warga negara Indonesia yang menuju Malaysia melalui PLBN Aruk dan 11.644
warga negara Indonesia yang kembali ke Indonesia.’* Tingginya tingkat penyeberangan
di perbatasan harus diikuti oleh pengawasan yang memadai sehingga penyeberangan
menjadi aman dan bebas dari praktik perdagangan manusia. Selain itu, sepanjang tahun
2018, Kantor Imigrasi Sambas juga menolak 137 permohonan paspor dengan alasan
dugaan pekerja migran non-prosedural. Di antara jumlah aplikasi yang ditolak, 15 adalah
perempuan dan 122 adalah laki-laki.**° Selama bulan Januari hingga Februari 2019 telah
ada penolakan terhadap 40 aplikasi paspor di Kantor Imigrasi Sambas.**! Selanjutnya,
dari bulan Januari hingga Mei 2019, telah ada 19 penolakan regional untuk pekerja yang
dicurigai sebagai pekerja tidak tetap.?

Berdasarkan data ini, kita dapat melihat bahwa Kantor Imigrasi Sambas juga secara aktif
terlibat dalam pencegahan perdagangan orang dengan mencegah para pekerja migran
gelap pergi ke Malaysia.

Lembaga Penegak Hukum

Aparat penegak hukum di Kabupaten Sambas, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan
Hakim di Pengadilan Negeri telah menangani berbagai kasus perdagangan orang di
Kabupaten Sambas. Sebagaimana diuraikan di bagian data TPPO, lembaga penegak
hukum di Sambas telah secara aktif terlibat dalam membantu korban untuk melanjutkan
kasus hukum mereka. Dalam praktiknya, lembaga penegak hukum akan melakukan
investigasi berdasarkan laporan. Sayangnya, sebagaimana dijelaskan di atas hanya
sedikit jumlah perdagangan manusia yang telah dilaporkan. Lembaga Penegak Hukum,
terutama Kepolisian dan Kejaksaan dapat memulai proses investigasi berdasarkan
informasi awal yang mereka temukan di masyarakat. Tidak perlu menunggu laporan
perorangan, namun fungsi ini belum dimaksimalkan. Berdasarkan data dari laporan
kepolisian, semua investigasi hanya berdasarkan laporan perorangan.'>

147

Data P4TKI Sambas.

148 Laporan Imigrasi Sambas, Januari 2019.
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Laporan Imigrasi Sambas, Juni 2019.

Laporan Penolakan Paspor Kantor Imigrasi Sambas tahun 2018

Laporan Penolakan Paspor Kantor Imigrasi Sambas bulan Januari - Februari 2019
Laporan Penolakan untuk Meninggalkan Wilayah PLBNAruk, Januari - Mei 2019.
Diskusi kelompok fokus, di Sambas, 4 Desember 2018.
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Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi
Masyarakat Sipil

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
yang menangani isu perempuan dan anak, termasuk TPPO, vaitu Lembaga Bantuan
Hukum APIK. Lembaga Bantuan Hukum APIK adalah organisasi independen dan tidak
terikat pada pemerintah. APIK juga merupakan anggota GT-PPTPPO. Berdasarkan
wawancara dengan paralegal APIK, paralegal mengkonfirmasi bahwa GT-PPTPPO tidak
aktif. Terlepas dari ketidakefektifan GT-PPTPPO, Lembaga Bantuan Hukum APIK telah
menunjuk paralegal mereka yang berlokasi di Sambas untuk secara aktif terlibat dengan
Pemerintah untukmemberikan dukungankepadakorbanserta mengembangkan kegiatan
pencegahan di tingkat masyarakat. Tugas paralegal APIK adalah melakukan sosialisasi
langsung kepada kelompok masyarakat di tingkat paling bawah. Metode penjangkauan
yang digunakan oleh paralegal adalah melalui diskusi di tingkat desa yang memberikan
informasi mengenai masalah perdagangan orang, termasuk menekankan larangan orang
tua untuk mengizinkan anak di bawah umur untuk dibawa bekerja di Malaysia.*** Selain
itu, paralegal APIK juga menyediakan program pemberdayaan ekonomi untuk korban
perdagangan manusia seperti mengembangkan kelompok sebaya untuk usaha keripik
singkong, dan menjahit sarung bantal dan keset.*>>

Selain LSM, ada juga organisasi wanita yang didanai oleh Pemerintah yaitu Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK). Organisasiini juga memainkan peran penting dalam upaya
mencegah TPPO. PKK sering menjadi bank data bagi semua pemangku kepentingan
di Kabupaten Sambas. Melalui PKK, banyak informasi yang dapat diambil di tingkat
masyarakat. Mulai dari angka putus sekolah hingga tingkat pendidikan pada umumnya.
Peran PKK memang bisa menyentuh masyarakat di kelompok terkecil. Di bawah PKK
di setiap perkumpulan lingkungan, akan ada kelompok dasawisma, yang merupakan
kelompok dengan sepuluh anggota lingkungan yang berdekatan. Tugas penting dalam
pencegahan TPPO adalah pengumpulan data. Terlebih lagi, PKK dapat mengumpulkan
informasi terperinci tentang warga mereka di dalam kelompok, termasuk informasi
tentang anggota keluarga yang bekerja di luar negeri.*®

154 Wawancara mendalam, 3 Desember 2018.

155 |bid.

156 Diskusi kelompok fokus, di Sambas, 4 Desember 2018.
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G TANTANGAN DALAM MENCEGAH DAN
MENANGANI PERDAGANGAN ORANG
DI SAMBAS

Di Sambas, penelitian ini mencatat beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh Pemerintah
Kabupaten dan Penegakan Hukum untuk melaksanakan program anti TPPO dan memberikan
bantuan yang komprehensif kepada korban perdagangan manusia. Beberapa tantangan
adalah koordinasi antarlembaga, komitmen pemerintah dalam anggaran dan sumber daya
manusia, kapasitas petugas lini depan dan penegakan hukum serta kerja sama antardaerah.

1.

Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi antar lembaga di Sambas berada pada tingkat yang rendah. Banyak pihak
yang terlibat dalam Program TPPO tetapi tidak satupun dari mereka yang membagikan
data dan program mereka. Hal ini dapat diuraikan dalam bentuk wawancara dengan
berbagai pemangku kepentingan yang menegaskan bahwa koordinasi belum dilakukan.
Kurangnya koordinasi antar lembaga juga berdampak pada data TPPO di Sambas. Tidak
ada satu data terintegrasimengenai TPPO yang dapat diperoleh. Setiap lembaga memiliki
data mereka sendiri dan menggunakan standar mereka sendiri dalam menentukan kasus
TPPO. Perbedaan istilah menyiratkan perbedaan dalam penanganan. Misalnya, P4TKI
akan mempertimbangkan kasus-kasus tersebut sebagai kasus-kasus pekerja migran non-
prosedural alih-alih perdagangan orang. DP3AP2KB dan P2TP2A akan menggunakan
terminologi perdagangan orang, sementara DISOSPMD akan menggunakan istilah
“Warga Negara Indonesia Bermasalah (WNIB)” dalam mengkategorikan korban
perdagangan orang.”® Perbedaan istilah tanpa memiliki pedoman dan standar tertentu
berdampak pada pengabaian beberapa dimensi atau indikasi korban, terutama dengan
penggunaan istilah “Warga Negara Indonesia Bermasalah”.

Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga juga menghambat korban perdagangan
orang untuk mengakses layanan yang tersedia yang disediakan oleh pemerintah dan
mitra non pemerintah. Misalnya, korban perdagangan orang yang dikategorikan sebagai
WNIB tidak akan diberikan penanganan lebih lanjut, seperti rehabilitasi dan reintegrasi
psikososial, karena mereka hanya memberikan bantuan pemulangan. Lebih lanjut, untuk
perdagangan lintas batas, ketika seseorang tidak disebut sebagai korban, prosedur
untuk memulangkan mereka adalah melalui deportasi, bukan pemulangan sukarela
atau repatriasi. Mereka tidak mendapatkan perlindungan seperti yang diperoleh para
korban. Oleh karena itu, Dinas Sosial tidak merujuk kasus atau tidak mengkoordinasikan
repatriasi ke P2TP2A 8

157 Diskusi kelompok fokus, di Sambas, 4 Desember 2018.
158 wawancara mendalam, dengan korban perdagangan orang dan DP3AP2KB, 3 Desember 2018
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Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan

Komitmen Pemerintah

Meskipun telah ada kebijakan Pemerintah tentang TPPO di Sambas, namun penerapan
kebijakannya masih bermasalah. Keterbatasan alokasi anggaran dan sumber daya
manusia telah berkontribusi pada ketidakefektifan GT-PPTPPO. Selain itu, situasi ini juga
berdampak langsung pada korban seperti tidak tersedianya program penyembuhan
trauma karena tidak adanya psikolog. Tempat rehabilitas untuk korban tidak berfungsi
dengan baik, meskipun ada bangunan tempat rehabilitas, tetapi tidak dilengkapi dengan
anggaran operasional. Oleh karena itu, tidak dapat menyediakan layanan apa pun. Selain
itu, Sambas juga telah membentuk P2TP2A, sayangnya P2TP2A ini dijalankan oleh satu
orang saja dan latar belakang urusan administrasi, oleh karena itu P2TP2A juga tidak
dapat memberikan layanan langsung selain dari pengumpulan data.

Kapasitas Petugas Garda Depan dan Penegak Hukum

Berbagai pengetahuan dan kapasitas lembaga penegak hukum di Sambas telah
berkontribusi pada tidak efektifnya dukungan korban serta proses investigasi yang
komprehensif. Sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan, di antara tujuh
kasus yang dituntut menggunakan UU No. 21/2007 hanya dua kasus yang telah
dihukum berdasarkan UU No. 21/2007. Dan dari ketujuh kasus ini hanya satu
kasus yang diyakini jaksa untuk menggunakan UU No. 21/2007 sebagai dakwaan
tunggal. Selebihnya menggunakan dakwaan alternatif UU No. 21/2007 dan UU No.
39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Keunikan
yang ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 82/Pid.Sus/ 2018/
PNSbs dalam hal ketidakkonsistenan Majelis Hakim dalam membuktikan unsur
“menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri” dalam undang-
undang tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
Majelis Hakim bahkan menyatakan bahwa korban dalam kasus ini adalah korban TPPO,
tetapi keputusannya tidak didasarkan pada UU TPPO. Perbedaan pemahaman dalam
menentukan unsur-unsur TPPO dapat tercermin pada dua Putusan Pengadilan yang
berbeda di bawah ini, meskipun kedua kasus tersebut memiliki kesamaan:

Kasus 1. Putusan Pengadilan Kabupaten Sambas No: 97/Pid.Sus/2015/PNSbs

Terdakwa tinggal di Dusun Darulsalam, Desa Sari Makmur, Kecamatan Tekarang,
Kabupaten Sambas. Terdakwa merekrut korban untuk dipekerjakan di Café
Doi, Putusibau. Untuk setiap pekerja yang dibawa oleh Tergugat, Tergugat akan
menerima upah sebesar Rp400.000,00 per orang dari pemilik Café Doi. Para
korban tertarik untuk bekerja di sana karena Terdakwa mengatakan bahwa
setiap pekerja akan mendapat gaji Rp20.000,00 per jam untuk jadwal pagi dan
Rp25.000,00 per jam untuk shift malam. Sebelum dikirim ke Putusibau, tindakan
Tergugat dihentikan oleh Polisi dari Pihak Kepolisian Pontianak Barat. Para
korban dari kasus ini berjumlah lima orang.
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Jaksa Penuntut Umum, dalam kasus ini, membuat dakwaan tunggal dengan
menggunakan pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 10 UU TPPO. Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal
10 UU TPPO diterapkan karena eksploitasi belum dilakukan sehingga pelanggaran TPPO
belum selesai. Oleh karena itu, Pasal 10 UU TPPO diterapkan untuk menunjukkan bahwa
tindakan tersebut masih dalam tahap persiapan. Dalam kasus ini, terdakwa dijatuhi
hukuman penjara selama tiga tahun enam bulan dan didenda 120 juta rupiah atau dua
bulan penjara. Dakwaan tunggal menunjukkan bahwa tim Jaksa Penuntut Umum yakin
bahwa pasal yang akan diterapkan pada Terdakwa akan terbukti. Karena itu, kasus ini
jelas menunjukkan perdagangan orang yang terjadi di dalam negeri.

Kasus 2. Putusan Pengadilan Kabupaten Sambas No: 28/Pid.Sus/2016/PN

Dalam Putusan No: 28/Pid.Sus/2016/PNSbs, modus operandi para pelaku adalah
bahwa terdakwa bertemu dengan korban dan dijanjikan untuk bekerja di Malaysia
sebagai pengasuh anak dan dijanjikan gaji bersih sebesar RM 350 sehingga korban
setuju. Semua ini terjadi di Kabupaten Sambas. Mereka melakukan perjalanan
dengan perahu motor ke perbatasan Malaysia tanpa meng prosedur untuk
mengajukan izin kerja di Malaysia. Namun faktanya, selama bekerja kurang lebih
lima bulan sebagai pengasuh anak, korban tidak pernah diberi gaji tetapi hanya
diberi makanan. Selama bekerja, korban mengalami kekerasan fisik. Korban
kemudian melarikan diri dan melaporkan kejadian itu ke Konsulat Indonesia di
Kuching, Malaysia. Pada saat kejadian, ternyata korban masih berusia 14 tahun
sesuai dengan ijazah sekolah dasar yang dikeluarkan oleh SDN (Sekolah Dasar
Negeri) 28 Tenggiling, Sambas.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan gabungan dakwaan alternatif
(subsidair-alternatif), antara lain tuntutan pertama: dakwaan primer Pasal 11 juncto
Pasal 6 UU No. 21 tahun 2007 tentang UU TPPO, dakwaan subsidair: Pasal 11 juncto
Pasal 4 UU TPPO berganti dengan tuntutan kedua: dakwaan primer: Pasal 10 juncto Pasal
6 UU TPPO, disubsidi dengan Pasal 10 juncto Pasal 4 UU TPPO juga diatur dalam Pasal 4
juncto Pasal 102 ayat 1 huruf a undang-undang tentang penempatan dan perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Para Hakim memutuskan untuk menerapkan Pasal
4 juncto Pasal 102 ayat 1 huruf a undang-undang tentang penempatan dan perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Dengan bentuk tuntutan alternatif-subsidair, hakim yang mendengarkan perkara a quo
memiliki kebebasan untuk memilih secara langsung ketentuan mana yang dianggap
berlaku bagi terdakwa. Dapat dipertanyakan mengapa para Hakim lebih memilih untuk
menerapkan undang-undang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
di luar negeri daripada UU TPPO. Sedangkan dalam teori hukum pidana terdapat
pengembangan prinsip lex specialis derogate legi generali, yaitu syarat jika suatu
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tindakan diatur oleh dua ketentuan hukum pidana khusus. Pengembangan prinsip
ini adalah prinsip lex specialis sistematis. Menurut Eddy O.S. Hiariej, kriteria spesialis
sistematik adalah objek definisi umum yang diatur lebih lengkap dalam kerangka hukum
khusus.

Dalam hal ini, korban adalah seorang gadis dan dieksploitasi selama sekitar lima bulan
untuk pekerjaan yang tidak dibayar. Pasal 4, juncto Pasal 102 ayat 1 huruf a undang-
undang penempatan dan perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia di luar negeri
tidak menyatakan bahwa korban harus anak-anak dan dieksploitasi. Karena itu, dalam
hal ini, lebih tepat bagi Majelis Hakim untuk menerapkan UU TPPO.

Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan
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PROFIL PERDAGANGAN
ORANG DI KAPUAS HULU






Q KABUPATEN KAPUAS HULU DALAM KONTEKS

Kabupaten Kapuas Hulu adalah salah satu kabupaten paling timur di Kalimantan Barat. Wilayah
ini berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah,
sedangkan bagian utara Kabupaten Kapuas Hulu berbatasan langsung dengan Negara Bagian
Sarawak, Malaysia Timur.*>°

Populasi Kapuas Hulu terdiri dari berbagai latar belakang etnis. Penduduk asli Kapuas Hulu,
secara umum, adalah suku Dayak dan Melayu dengan keseimbangan proporsional di antara
mereka. Suku Dayak tersebar luas di hampir semua kabupaten di Kapuas Hulu dan ada dua
puluh kelompok etnis Dayak dengan bahasa khas mereka. Mayoritas penduduk suku Dayak
adalah Kristen (Protestan dan Katolik). Sementara itu, orang Melayu adalah mayoritas
Muslim. Baik Dayak dan Melayu di Sarawak dan Kapuas Hulu memiliki hubungan keluarga.
Pada tahun 1975, orang Jawa bermigrasi ke Kapuas Hulu atas dasar penerapan kebijakan
transmigrasi nasional. Penduduk Jawa terpusat di daerah Silat Hilir, Kapuas Hulu.'®® Mayoritas
penduduk Dayak bergantung pada pertanian, sementara itu, sebagian besar orang Melayu
mengandalkan perikanan. Para migran dari berbagai pulau terlibat dalam kegiatan ekonomi
yang lebih beragam.

Pada tahun 2017, garis kemiskinan di Kapuas Hulu diprediksi mencapai 9,45 persen dari total
populasi dengan pertumbuhan ekonomi 5,39 persen.’®! IPM pada tahun 2017 berada di
peringkat ke 11 dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat dengan skor 64,18.1%? Berkenaan
dengan pendidikan, 97,34 persen populasi di Kapuas Hulu menerima pendidikan sekolah dasar,
66,67 persen menerima pendidikan sekolah menengah pertama dan 55,75 persen populasi
menerima pendidikan hingga sekolah menengah atas.®®

Hasil survei ketenagakerjaan nasional tahun 2017 menunjukkan bahwa penduduk berusia
15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu mencapai 58,03 persen atau 81.013 orang,
sementara tingkat pengangguran terbuka adalah 1,24 persen atau 3.159 orang. Juga, 56,74
persen dari tenaga kerja bekerja di sektor agrikultur, yang berkontribusi terhadap 72 persen
dari pendapatan kotor regional. Sektor agrikultur meliputi pertanian, kehutanan, perburuan,
perikanan dan perkebunan.

159 Dirangkum dari situs web Kabupaten Kapuas Hulu, tersedia di https://web.kapuashulukab.go.id/page/geografi

160 |aurio Leonald dan Dominic Rowland, “Faktor-faktor pendorong dan efek-efek perubahan agraris di Kabupaten Kapuas Hulu,
Kalimantan Barat, Indonesia,” dalam Liz Deakin, Mrigesh Kshatriya, dan Terry Sunderland (eds.), Perubahan Agraris di Bentang
Darat Tropis(Jakarta: CIFOR, 2016).

161 Kapuas Hulu, Badan Pusat Statistik, Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka 2018, (Kapuas Hulu: BPS, 2018); Jika dibandingkan
dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat, pertumbuhan Kapuas Hulu hanya sedikit di atas jumlah provinsi,
yaitu 5,17 persen. Persentase ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 yaitu 5,28 persen. Selain itu, PDB
regional per kapita per tahun adalah 31,3 juta rupiah.

162 |bid. Sebagai perbandingan, IPM tertinggi di provinsi Kalimantan Barat diraih Pontianak dengan skor 77,93, diikuti oleh
Singkawang dengan skor 70,25. Hasil proyeksi BPS di tahun 2010 yang dilaporkan oleh BPS pada tahun 2018 menyatakan bahwa
Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas 29.842 km persegi dan terdiri dari 23 kecamatan, 282 desa dan 703 dusun/kebun dengan
kepadatan penduduk sembilan orang per km persegi. Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Kapuas Hulu memetakan
bahwa pada tahun 2017 populasi di Kabupaten Kapuas Hulu mencapai 254.712 orang dengan komposisi gender 50,85 persen
(129.510) laki-laki dan 49,15 persen (125.202) perempuan. Komposisi usia tertinggi populasi Kapuas Hulu dimiliki oleh kelompok
usia muda (20 - 39 tahun) dengan persentase 34,29 persen, diikuti oleh kelompok anak-anak (<15 tahun) dengan persentase
28,97 persen dari populasi.

163 Kapuas Hulu, Badan Pusat Statistik, Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka, n. 308.
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Untuk sektor agrikultur, Kapuas Hulu memiliki perkebunan kelapa sawit, karet dan kayu
lapis skala besar. Perkebunan kelapa sawit telah ada sejak tahun 2000-an. Saat ini, ada dua
perusahaan besar yang mendominasi perkebunan kelapa sawit di Kapuas Hulu, yaitu Grup
Sinar Mas Agro Resources Technology (SMART) dan First Borneo International.*** Ada sekitar
26 dari 29 perusahaan yang dikendalikan oleh dua kelompok ini. Sebelum 1998, Kapuas
Hulu mengandalkan bisnis kayu yang diekspor ke Malaysia baik secara legal maupun ilegal.*®>
Bisnis kayu berkurang drastis sejak kebijakan anti-penebangan liar diterapkan pada tahun
1999.1% Sementara itu, perusahaan sawit sering mempekerjakan pekerja dari luar Kalimantan.
Penduduk setempat biasanya tidak bekerja sebagai pekerja tetap, tetapi sebagai pekerja paruh
waktu dengan penghasilan minimum. Dengan demikian, praktik perkebunan kelapa sawit
dianggap lebih menguntungkan bagi perusahaan dan elit (pemerintah atau tokoh masyarakat
tertentu).’®” Urgensi kebutuhan ekonomi berpotensi menjadi faktor yang mendorong orang
bermigrasi untuk bekerja di Malaysia, bahkan sebagai pekerja tidak tetap.

Saat ini, Kapuas Hulu adalah kawasan hutan lindung terbesar (lebih dari 57 persen) di wilayah
Kalimantan. Pemerintah daerah telah menyusun rencana tata ruang yang akan menyediakan
sekitar 19 persen lahan untuk perkebunan alternatif. Pada saat yang sama, penduduk lokal yang
bekerja sebagai petani subsisten mulai merasakan tekanan dari praktik perkebunan kelapa
sawit, yang secara berlebihan memperluas area perkebunan mereka. Selain itu, tambang
emas tradisional dan mekanis juga beroperasi di Kapuas Hulu. Pertambangan menempati
posisi terendah kedua penyerapan tenaga kerja di 9 persen. Selain itu, konstruksi, meskipun
hanya menyerap 4,9 persen dari tenaga kerja, dianggap memainkan peran yang lebih besar
(24,42 persen) dalam hal pendapatan kotor regional.'®®

DATA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DI KAPUAS HULU

Penelitian ini menemukan bahwa tidak ada data yang tersedia tentang TPPO di Kapuas
Hulu. Berdasarkan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah dengan berbagai
pemangku kepentingan, dikonfirmasi bahwa tidak ada kasus TPPO yang tercatat oleh otoritas
pemerintah, penegak hukum dan masyarakat sipil di Kapuas Hulu. Namun, mengingat latar
belakang Kapuas Hulu dan laporan sebelumnya tentang potensi TPPO di Kapuas Hulu, peneliti
percaya bahwa TPPO di Kapuas Hulu memang ada, tetapi tidak dilaporkan dengan baik. Ada
beberapa masalah mengapa data TPPO tidak dapat diperoleh di Kapuas Hulu dan bagaimana
menangkap risiko TPPO di Kapuas Hulu. Bagian di bawah ini akan memberikan perincian
terperinci tentang masalah ini.

164 Sastriyani, et. al., n. 60; Leonald dan Rowland, n. 307.
165 |bid.
166 |bid.
167 |bid.
168 |bid.
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G POLA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DI KAPUAS HULU

Pola TPPO di Kapuas Hulu telah diungkapkan melalui penelitian sebelumnya. Sastriyani et. al.
mengindikasikan bahwa Kapuas Hulu rentan terhadap praktik TPPO, baik secara lintas batas
maupun perdagangan internal. Salah satu daerah di Kapuas Hulu yang berbatasan dengan
Sarawak adalah kecamatan Nanga Badau.'®® Di daerah ini khususnya desa Lanjak, sekitar 10
persen penduduknya bekerja secarailegal di perkebunan di Sarawak, Malaysia, termasuk anak-
anak, dan menurut Sastriyani et.al banyak dari mereka yang dieksploitasi. Mereka kemudian
ditangkap karena tidak memiliki dokumen yang sah untuk bekerja dan tinggal di Malaysia.
Dalam proses pemulangan para migran oleh otoritas Malaysia, beberapa melarikan diri. Begitu
tiba di Badau, mereka masuk ke dalam perangkap para pelaku TPPO dan dipekerjakan sebagai
pelayan di tempat-tempat karaoke yang ternyata merupakan tempat prostitusi.*’

Penelitian lapangan yang dilakukan oleh tim menemukan beberapa temuan; Pertama, daerah
Kapuas Hulu cenderung tidak hanya berfungsi sebagai daerah transit dalam proses migrasi
tetapi juga sebagai tempat asal. Praktek TPPO terjadi dan dialami oleh orang Indonesia dalam
proses migrasi melintasi perbatasan nasional dan di dalam wilayah Kapuas Hulu (perdagangan
orang internal). Kedua, studi ini mengkonfirmasi studi sebelumnya bahwa bentuk-bentuk
TPPO yang terjadi termasuk eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Ketiga, praktik
TPPO lintas batas dialami oleh penduduk asli dan bukan penduduk yang melakukan transit
melalui perbatasan di Kapuas Hulu. Sementara itu, TPPO secara internal sering dialami oleh
bukan penduduk yang berasal dari kabupaten lain seperti Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur, tetapi tidak terjadi pada penduduk.

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas-Batas

Sebagaimana dijelaskan di atas, Kapuas Hulu dianggap sebagai sumber pekerja migran
dan juga daerah transit bagi pekerja migran dari luar Kapuas Hulu. Pada saat penelitian
ini dilakukan, belum ada laporan resmi kepada penegak hukum atau pemerintah daerah
mengenai kasus-kasus TPPO lintas batas. Namun, itu tidak berarti bahwa TPPO tidak
terjadi.*’! Praktik TPPO dapat diindikasikan dari eksploitasi kerja yang dialami oleh pekerja
migran. Misalnya, menurut informasi dan pemantauan yang diperoleh oleh petugas
imigrasi, ada daerah di Kuching (Malaysia) yang memiliki bisnis hiburan malam yang
terpapar praktik TPPO, di mana semua pekerja perempuannya adalah orang Indonesia,
berasal dari Jawa Barat. Namun, orang-orang ini tidak pernah tercatat melintasi titik
pemeriksaan perbatasan di PLBN Badau, yang berarti mereka melewati rute lain yang
tidak terdeteksi oleh otoritas imigrasi.

Selain itu, beberapa peserta penelitian juga menyebutkan indikasi eksploitasi pekerja
yangdipekerjakan diperkebunankelapa sawit di Malaysia. Peserta penelitian mengatakan
bahwa ada indikasi eksploitasi tenaga kerja seperti kondisi kerja yang kasar dan gaji

169 Sastriyani, et. al, n. 60.

170 |bid.

171 Wawancara mendalam, Kantor Imigrasi Putussibau, 12 Desember 2018.
172 wawancara mendalam, Disnakertrans, 25 Juni 2019
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yang tidak dibayar, terutama untuk pekerja tidak tetap yang bekerja di perkebunan
kelapa sawit.?’? Modus operandi eksploitasi yang terjadi di industri kelapa sawit adalah
melalui bujukan kepada calon pekerja untuk bekerja di perkebunan dengan kontrak
jangka waktu tetap. Tetapi pada kenyataannya, ketika calon pekerja telah tiba, mereka
akan bekerja untuk pekerjaan sementara tanpa kontrak kerja dan gaji akan ditahan
sampai pekerjaan mereka selesai (biasanya tiga bulan).”> Namun, dalam banyak kasus,
sebelum gaji dibayarkan, sering ada penggerebekan dari Polisi Malaysia, dan banyak
pekerja yang tidak memiliki izin kerja akan ditangkap, dan sayangnya majikan mereka
tidak memberikan dukungan. Alih-alih melepaskan mereka dari Polisi atau menyerahkan
gajinya, majikan tetap diam dan abai, bahkan gaji tidak pernah diserahkan kepada para
pekerja.t’*

Penelitian ini juga menemukan bahwa beberapa perekrut menggunakan media sosial
untuk merekrut pekerja migran, terutama laki-laki muda. Berdasarkan pengamatan
dan diskusi informal dengan beberapa orang yang melintasi PLBN Badau ke Malaysia,
mereka mengatakan bahwa mereka telah diundang untuk bekerja di Malaysia oleh
seseorang yang dikenal melalui media sosial (facebook). Mereka belum pernah ke
Malaysia sebelumnya dan tidak dapat menjelaskan lebih lanjut tentang jenis pekerjaan,
hak-hak dan kewajiban terkait pekerjaan dan lokasi pekerjaan mereka.'”® Situasi ini
menimbulkan pertanyaan apakah mereka mengetahui kondisi kerja mereka dan atau
hanya terpikat untuk bekerja di luar negeri tanpa informasi yang memadai.

Namun, terlepas dari potensi TPPO lintas-batas seperti yang ditunjukkan oleh penjelasan
di atas, hingga penelitian ini selesai, tidak ada laporan resmi tentang TPPO lintas-batas
di Kapuas Hulu.

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang Internal

Dari penelitian sebelumnya, diketahui hubungan antara lintas-batas dan tindak pidana
perdagangan orang. Eksploitasi perempuan dan anak-anak di perkebunan kayu lapis
di Badau dikonfirmasi oleh Sasriyani et. al. di dalam penelitiannya.?’®* Namun, saat ini
perusahaan-perusahaan kayu lapis yang beroperasi di perbatasan antara Kabupaten
Badau dan Kabupaten Batang Lupar sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian
sebelumnya, berhenti beroperasi sejak tahun 2016.%7

Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kafe dan tempat karaoke di Badau
masih berjalan. Salah satu pemilik kafe menyatakan bahwa mereka mendirikan bisnis
sejak tahun 1982. Para perempuan yang bekerja di kafe tetap tinggal secara sukarela
dan mereka datang dari luar Kapuas Hulu, seperti Pontianak, Sanggau, Sintang, bahkan
beberapa dari mereka berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah.'’® Kafe-kafe ini biasanya

172 \Wawancara mendalam, Disnakertrans, 25 Juni 2019

173 wawancara mendalam, DINSOSP3AP2KB, 11 Desember 2018; Wawancara mendalam, Pemerintah Daerah Kabupaten Badau, 12
Desember 2018

174 Disampaikan pada pembukaan diskusi kelompok terarah, 12 Desember 2019.
175 pengamatan di PLBN Nanga Badau, 13 Desember 2018.

176 sastriyani, et.al, h: 60.

177 pengamatan di Desa Lanjak dan wilayah sekitarnya.

178 Diskusi informal dengan pemilik kafe dan beberapa perempuan yang tinggal di kafe, kafe tersebut adalah kafe yang menjual
minuman dan juga tempat karaoke, 23 Juni, 2019.
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dipadati oleh pekerja perkebunan kelapa sawit, terutama saat hari pembayaran upah.
Tidak semua pekerja perempuan di kafe menjadi korban tindak pidana perdagangan
orang,'’”® beberapa dari mereka dapat dikategorikan sebagai korban karena mereka
ditipu, berhutang ketika mereka akan pergi bekerja di Kapuas Hulu, dan juga tidak
dibayar seperti yang dijanjikan.

Menurut informasi dari wawancara mendalam, beberapa pekerja perempuan ini
ditawari untuk bekerja di Kapuas Hulu sebagai pelayan atau pramuniaga. Agar diizinkan
berangkat ke Kapuas Hulu oleh keluarga mereka di daerah asal, ‘pinjaman’ akan diberikan
kepada keluarga mereka. ‘Pinjaman’ ini harus dibayar kembali melalui pengurangan gaji
pada saat orang tersebut bekerja. Rupanya, setelah berangkat ke Kapuas Hulu, mereka
dipekerjakan di kafe sebagai pelayan tamu untuk menemani pelanggan minum, beberapa
dari mereka juga dipaksa untuk melayani pelanggan secara seksual. Ada juga indikasi
bahwa pekerja perempuan di kafe-kafe dilarang keluar untuk jangka waktu tertentu oleh
pemilik kafe seperti yang dinyatakan oleh salah satu peserta studi.®

pemilik kafe biasanya mengontrak pekerja perspektif selama 6 bulan hingga
satu tahun. Mereka dijanjikan untuk bekerja di restoran, tetapi tampaknya begitu
mereka tiba di Kapuas Hulu, pekerjaan mereka adalah melayani konsumen di
kafe-kafe mesum. Selama bekerja, mereka dilarang keluar dari kafe tempat

mereka bekerja. Jika mereka ingin pergi berbelanja bahan makanan, mereka
harus ditemani, juga ketika mereka ingin membeli makanan, mereka harus
diawasi. Banyak karyawan perempuan yang saya percaya masih di bawah umur.
Mereka dipaksa untuk berutang uang kepada pemilik kafe untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari mereka, sehingga semakin tergantung dan sulit untuk
keluar dari pekerjaan mereka.™’

Dari pernyataan di atas, terlihat bahwa praktik-praktik yang terjadi di kafe-kafe di Kapuas
Hulu memiliki kecenderungan untuk dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan
orang. Rekrutmen di atas memenuhi tiga elemen yang dinyatakan dalam Protokol
Palermo, yaitu, 1) adanya rekrutmen dan perpindahan; 2) adanya cara penipuan yang
digunakan dalam perekrutan, dalam hal ini, mereka dijanjikan akan dipekerjakan di
restoran tetapi pada kenyataannya mereka bekerja di kafe mesum; dan 3) pekerjaan
mereka bersifat eksploitatif, dalam hal ini adalah eksploitasi seksual.

Apalagi, ditemukan juga kasus anak dibawah umuryang dipekerjakan di kafe. Para peneliti
berkesempatan untuk bertemu dengan korban X, anak di bawah umur (17 tahun) yang
juga ditangkap ketika polisi melakukan penggerebekan di salah satu kafe yang berlokasi
di Kapuas Hulu.Kasus ini menunjukkan pola lain dalam tindak pidana perdagangan orang

179 Diskusi kelompok terarah, Kantor Imigrasi, 24 Juni 2019
180 wawancara mendalam, DINSOSP3AP2KB, 14 Desember 2018; Diskusi kelompok terarah, 12 Desember 2018
181 Wawancara mendalam, DINSOSP3AP2KB, 11 Desember 2018
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di Kapuas Hulu, yaitu perekrutan melalui media sosial (Facebook). Korban berkenalan
dengan perekrut dan bertukar nomor telepon. Percakapan ini berlanjut dalam bentuk
komunikasi melalui WhatsApp. Perekrut tidak jauh berbeda dalam hal usia mereka
dengan calon pekerja dan perekrut menawarkan pekerjaan sebagai penyanyi di kafe
karaoke. Pada kenyataannya, pekerjaan yang ditawarkan berbeda dari yang dilakukan.

Korban X menyebutkan bahwa ketika dia diundang untuk bekerja di Kapuas Hulu (korban
berasal dari Sanggau), dikatakan bahwa dia hanya akan bekerja sebagai penyanyi di
kafe Putussibau, tetapi ternyata selama bekerja, korban dipekerjakan sebagai gadis
pendamping, dia sering diperlakukan tidak baik oleh para tamu dan diharuskan
menggunakan pakaian terbuka yang membuatnya tidak nyaman. Korban menyatakan
bahwa sejak hari pertama, ia bermaksud melarikan diri tetapi terlalu takut.®2 Akhirnya,
ketika Polisi Putussibau memeriksa kafenya, polisi mencurigai bahwa dia masih di bawah
umur dan menyelamatkannya. Korban mengatakan bahwa dia merasa lega ketika
diselamatkan dan dapat dikembalikan ke kota asalnya dengan dukungan dari pemerintah
daerah dan Organisasi Internasional untuk Migrasi Indonesia.*®

Selain TPPO untuk tujuan eksploitasi seksual, para peneliti juga berusaha melacak indikasi
tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di perusahaan kayu lapis dan perkebunan
kelapa sawit yang tersebar di wilayah perbatasan Badau seperti yang dijelaskan dalam
studi sebelumnya. Namun, tidak diperoleh banyak konfirmasi mengenai praktik tindak
pidana perdagangan orang, sebagian besar lembaga pemerintah menyatakan bahwa
tidakadadatayangtercatatterkaittindak pidanaperdaganganorangdisektor perusahaan
kayu lapis dan perkebunan kelapa sawit. Namun, Dinas Tenaga Kerja mengkonfirmasi
kemungkinan adanya penduduk Kapuas Hulu yang tidak tercatat bekerja di perusahaan
kayu lapis dan perkebunan kelapa sawit di daerah perbatasan.'®

Di daerah perbatasan Badau-Malaysia, ada perkebunan kelapa sawit yang pekerjanya
adalah orang Indonesia. Lebih dari 70 persen pekerja perkebunan kelapa sawit adalah
pendatang dari luar Kapuas Hulu yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara
Barat, Papua, dan Jawa. Kondisi kerja di perkebunan tidak dapat diketahui karena
area perkebunan adalah area tertutup. Pemerintah daerah tidak memiliki wewenang
untuk mengawasi kondisi kerja di perkebunan ini karena wewenang untuk mengawasi
perusahaan kelapa sawit berada di bawah wewenang Provinsi.®®

Dari contoh-contoh di atas, tindak pidana perdagangan orang internal di Kapuas Hulu
diatur melalui beberapa pola: Pertama, korban tindak pidana perdagangan orang
berasal dari luar Kapuas Hulu. Kedua, proses perekrutan dilakukan oleh perekrut
melalui media sosial atau kontak langsung. Ketiga, para korban dijanjikan untuk bekerja
sebagai pramuniaga dan para korban tidak diberi gambaran lengkap tentang kondisi
kerja mereka. Keempat, sebagian besar kasus tindak pidana perdagangan orang internal
yang ditemukan adalah untuk proses eksploitasi seksual.

182 Wawancara mendalam dengan korban X di Kantor Polisi Kapuas Hulu, 24 Juni 2019.

183 |bid.

184 \WWawancara mendalam, Disnakertrans, 25 Juni 2019.

185 wawancara mendalam, Pemerintah Daerah Kabupaten Badau, 13 Desember 2018; Kelompok Diskusi Terarah, 24 Juni 2019.
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0 FAKTOR-FAKTOR UTAMA PERDAGANGAN ORANG
DI KAPUAS HULU

Menurut penelitian ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana
perdagangan orang vyaitu geografis dan budaya, ekonomi, pembangunan infrastruktur dan
kebijakan pemerintah serta penerapannya.

1.

30

20

10

Faktor Geografis dan Budaya

Kondisi Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan Malaysia memudahkan warga
untuk melintasi perbatasan. Tradisi saling berkunjung di antara warga Sarawak dan
Kapuas Hulu telah berlangsung sejak lama.'®® Kunjungan ke Malaysia biasanya dilakukan
untuk kegiatan ekonomi, misalnya, kebutuhan membeli bahan makanan rumah tangga,
perdagangan atau bekerja. Sebelum kehadiran PLBN Badau, warga bisa masuk dan
keluar ke Malaysia tanpa inspeksi.*®” Kedekatan geografis bersamaan dengan hubungan
budaya dan kekeluargaan antara orang Melayu dan Dayak di daerah perbatasan Kapuas
Hulu dan Sarawak dan kebiasaan memilih bekerja di bisnis keluarga telah menjadi tradisi
sejak lama.

Seiring berjalannya waktu, lintas perbatasan ke Malaysia tidak hanya dilakukan oleh
penduduk lokal tetapi juga non-lokal. Jumlah penduduk non-lokal yang melintasi
perbatasan secara formal hampir sama dengan penduduk lokal yang melintasi Badau.

Grafik 5. Data Masuk dan Keluar di PLBN Nanga Badau 2016-2018 '8

Jumlah Orang yang Melintasi PLBN Badau

17100 18.674

2016 2017 2018

B Resident B Non Resident

Sumber: Data masuk dan keluar di PLBN Nanga Badau 2016-2018

186 Diskusi kelompok terarah, tetua tradisional Kapuas Hulu, 12 Desember 2018; Wawancara mendalam, Pemerintah Daerah
Kabupaten Badau, 12 Desember 2018.

187 Wawancara mendalam, Pemerintah Daerah Kabupaten Badau, 12 Desember 2018.
188 | ihat, Data masuk dan keluar dalam PLBN Nanga Badau Tahun 2016-2018, Kantor Imigrasi Kapuas Hulu.
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Jumlah pelintasan tidak resmi tidak diketahui. Selain PLBN Badau, Kapuas Hulu juga
memiliki jalur dan rute penyeberangan tidak resmi. Rute-rute tidak resmi ini biasanya
digunakan oleh penduduk setempat yang biasa keluar masuk Malaysia untuk berbelanja,
bertemu keluarga mereka, atau bekerja. Dalam praktiknya, rute ini dapat digunakan oleh
siapa saja, tidak hanya penduduk setempat. Selain itu, ada enam puluh rute alternatif
melalui hutan, pertanian, dan perkebunan. Di sisi lain, Pos Penjagaan hanya hadir di titik-
titik tertentu dengan jumlah petugas perbatasan yang terbatas. Situasi ini dimanfaatkan
sebagai kesempatan bagi para pelaku TPPO dan penyelundup, untuk memindahkan
korban mereka melintasi perbatasan secara ilegal.'®

Gambar 2. Rute Perlintasan Perbatasan Tidak Resmi Kapuas Hulu
(Indonesia dan Lubok Antu (Malaysia)

Sumber: dokumentasi Tim Peneliti, 2018

Selain itu, ada lima rute perlintasan yang bisa dilintasi oleh kendaraan roda empat, baik
mobil maupun truk.**® Pada saat penelitian lapangan per Juni 2019, tercatat bahwa
empat jalan informal telah ditutup (jalan dijadikan parit) dan hanya satu jalan yang
masih ada dan di bawah area pengawasan Satgas Pengamanan Perbatasan (PAMTAS)
dari Angkatan Darat dan Bea Cukai Indonesia.'**

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi memberikan dampak besar pada terjadinya situasi tindak pidana
perdagangan orang lintas batas. Tingkat pengangguran di Kapuas Hulu masih tinggi diikuti
oleh jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan di Kapuas Hulu yaitu 9,45 persen
pada tahun 2017. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun
2017 jumlah tingkat pengangguran adalah 1,24 persen.'*? Tingkat pengangguran dan
kesempatan kerja masih menjadi faktor penyebab utama mengapa masyarakat tertarik
untuk bermigrasi ke Malaysia. Situasi ini telah digunakan baik oleh agen atau pengusaha
untuk mendapatkan manfaat tambahan dari pekerja, selain dari tenaga kerja mereka.

189 \Wawancara mendalam, Disnakertrans, 11 Desember 2018.

190 pengamatan di PLBN Nanga Badau, 13 Desember 2018; Wawancara mendalam, Pemerintah Daerah Kabupaten Badau, 12

Desember 2018

191 wawancara mendalam, Pemerintah Daerah Kabupaten Badau, 12 Desember 2018

192 \Wawancara mendalam, Disnakertrans. 11 Desember 2018.
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Pembangunan Infrastruktur

Lebih lanjut, dalam hal pembangunan fisik kabupaten, ada kesenjangan pembangunan
antara dua wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia.’®® Sisi perbatasan di wilayah
Malaysia dilengkapi oleh fasilitas perumahan yang mencukupi. Sebaliknya, Indonesia
baru saja memulai proses pembangunan fisik infrastruktur, terutama sejak Presiden
Joko Widodo menetapkan kebijakan pembangunan di perbatasan pada tahun 2016.%
Kesenjangan pembangunan berdampak pada kesenjangan fasilitas pendidikan dan
kesehatan. Ketika penelitian dilakukan oleh Satriyani pada tahun 2006, fasilitas untuk
listrik misalnya, diperoleh dengan mengakses listrik dari Malaysia. Ketika para peneliti
melakukan pengamatan lapangan di daerah perbatasan Badau pada Juni 2019,
kondisinya telah berubah. Sebagian besar wilayah sudah memiliki akses listrik, meskipun
tidak sepanjang hari. Ada penduduk yang menggunakan listrik bergantian dari dua
negara (dari Indonesia dan Malaysia). Ini karena listrik dari Perusahaan Listrik Negara
Indonesia (PLN) hanya dimulai dari sore hingga malam, sedangkan pada pagi dan siang
hari, mereka menggunakan listrik dari Malaysia.**®

Pelayanan kesehatan juga masih minim di wilayah Badau dan kualitas pendidikan di
Malaysia dianggap lebih baik daripada di Indonesia.’®® Sebelumnya, pemerintah Malaysia
bahkan secara khusus memberikan pendidikan dan fasilitas kesehatan gratis kepada
warga Badau yang melahirkan di Malaysia. Kebijakan ini diperkenalkan karena penduduk
Kapuas Hulu, khususnya orang Iban (Dayak) di Badau, dianggap memiliki hubungan
keluarga dengan orang-orang Sarawak. Hal ini menyebabkan banyak penduduk lokal
lebih suka melahirkan atau mengakses layanan medis lainnya di Malaysia daripada di
Indonesia.*®” Namun, berdasarkan informasi dari publik, kebijakan ini tidak ada lagi.

Kebijakan Pemerintah dan Penerapannya

Selama penelitian ini, Kapuas Hulu belum memiliki kebijakan untuk menanggapi masalah
TPPO. Dissisi lain, dalam hal masalah manajemen migrasi, terutama untuk migrasi tenaga
kerja, petugas garis depan cenderung menerima praktik migrasi ilegal. Ada beberapa
alasan dari petugas garis depan untuk hal ini. Misalnya, karena orang-orang dari Kapuas
Hulu bermigrasi dan bekerja untuk kerabat mereka, dan proses prosedur migrasi resmi
yang panjang. Berdasarkan informasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kapuas
Hulu, masih banyak orang Indonesia yang menggunakan visa turis (sebagai pelancong)
untuk bekerja di Malaysia, walaupun secara administratif praktik ini tidak dapat
dibenarkan. Seorang peserta dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyampaikan
informasi berikut ini:

193 pengamatan para peneliti di Nanga Badau dan Lubuk Antu, 13 Desember 2018.

194 Eduardo Simorangkir, “Pembangunan Wisma hingga Pasar di Perbatasan RI Kelar Akhir Tahun,” tersedia di https://finance.detik.
com/infrastruktur/d-4217195/pembangunan-wisma-hingga-pasar-di-perbatasan-ri-kelar-akhir-tahun, diakses pada tanggal 11

Mei 2019.

195 Diskusi informal dengan warga Badau, 23 Juni 2019.
196 Wawancara mendalam dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Badau, 12 Desember 2018

197 1bid.

Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan 75



Yang terjadi biasanya adalah pekerja tersebut pergi ke Malaysia dengan visa turis,
tinggal di rumah keluarga mereka di Malaysia untuk kemudian dipekerjakan.
Misalnya, pada musim panen, ia akan ikut melakukan pekerjaan panen hanya
selama 30 hari. Hal-hal seperti ini dianggap normal oleh masyarakat... karena
ada banyak kReluarga di Malaysia, biasanya mudah bagi mereka untuk diundang/
ditarik untuk bekerja di sana. Mereka juga tidak merasa perlu untuk menjaga
hubungan kerja mereka secara resmi karena merasa bahwa mereka dijamin oleh
keluarga sendiri.”®

Kantor Imigrasi juga mengkonfirmasi dan mengindikasikan situasi yang menyebabkan
pekerja migran tidak mengelola dokumen kerja mereka. Sebagian besar calon migran
tidak mau menggunakan visa kerja karena panjangnya proses penerbitan visa, yang
rata-rata tiga bulan.?®®

Masalah lain adalah pengawasan dan penegakan hukum terhadap industri tertentu yang
rentan terhadap praktik TPPO, seperti kafe atau tempat karaoke. Keberadaan praktik
tindak pidana perdagangan orang di kafe-kafe ini telah diidentifikasi oleh Satriyani et. al.
sejak 2009. Namun, tidak adanya tindakan komprehensif dari pemerintah dan lembaga
penegak hukum terhadap masalah ini, menyebabkan praktik TPPO di sektor pekerjaan
ini masih terjadi.

G AKTOR UTAMA YANG TERLIBAT

Tidak tersedianya kebijakan pemerintah daerah mengenai masalah TPPO cukup berpengaruh
terhadap program pemerintah. Para peserta pemerintah umumnya menyadari situasi ini dan
kurangnya upaya yang kuat untuk mencegah dan memerangi TPPO di Kapuas Hulu. Namun,
ada beberapa lembaga di tingkat kabupaten yang memiliki beberapa kegiatan yang dapat
dikategorikan sebagai program anti-TPPO.

1.

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang

Dengan tidak adanya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang di Kapuas Hulu, program pencegahan TPPO idealnya harus
dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AP2KB). Namun, program pencegahan
belum dikembangkan secara sistematik.?® Ini karena keyakinan DINSOSP3AP2KB bahwa

198 \Wawancara mendalam, Disnakertrans. 11 Desember 2018.
199 Diskusi kelompok terarah, Kantor Imigrasi, 12 Desember 2018.
200 piskusi kelompok terarah, DINSOP3AP2KB, 12 Desember 2018.
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Kapuas Hulu masih aman dari kasus-kasus TPPO.%°* Merespon potensi kasus-kasus TPPO
yang terjadi di dalam wilayah Kapuas Hulu itu sendiri, DINSOSP3AP2KB menyebutkan
bahwa hingga saat ini belum ada upaya pencegahan komprehensif dari pemerintah.
Tindakan yang biasa dilakukan adalah penggerebekan polisi ke kafe-kafe ini.?*? Sayangnya,
tidak ada tindak lanjut hukum lebih lanjut untuk menegakkan hasil operasi polisi, kecuali
menuduh individu yang bekerja di sektor ini sebagai pelanggar ketertiban umum.

Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)

Di Kapuas Hulu, tidak ada LTSA. Layanan migrasi tenaga kerja hanya dilaksanakan oleh
Badan Tenaga Kerja.

Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia (P4TKI)

Hingga penelitian ini selesai dilakukan, tidak ada P4TKI di Kapuas Hulu. Tidak ada
penjelasan dari pemerintah kabupaten atau BP3TKI mengapa P4TKI tidak didirikan di
daerah ini. Pontinak BP3TKI hanya mengindikasikan bahwa alasan di balik masalah ini
adalah anggaran dan sumber daya manusia.

Kantor Imigrasi

Kantor Imigrasi Kapuas Hulu memiliki peran dalam mekanisme pencegahan tindak
pidana perdagangan orang. Mekanisme pencegahan yang dilakukan oleh pihak imigrasi
adalah melalui kontrol penerbitan paspor untuk penduduk yang diindikasikan sebagai
korban potensial TPPO. Misalnya, jika ada penduduk yang bermaksud mengajukan
paspor, tetapi diindikasikan sebagai anak di bawah umur, atau tidak memiliki tujuan
yang jelas tentang di mana dan apa yang akan mereka lakukan, maka imigrasi dapat
memutuskan untuk tidak memberikan paspor untuk mereka.?*

Kantor Imigrasi percaya bahwa memberikan paspor yang salah kepada masyarakat
akan menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.’® Kantor Imigrasi
melaksanakan tugasnya berdasarkan mandat di bawah Undang-Undang No. 6 Tahun
2011 tentang Imigrasi. Dalam UU Keimigrasian, ada ketentuan khusus tentang
penanganan tindak pidana perdagangan orang dan korban penyelundupan migran. Salah
satu langkah pencegahan adalah perlindungan dokumen perjalanan, untuk memastikan
bahwa dokumen yang dikeluarkan tidak berpotensi disalahgunakan, dipalsukan, atau
digunakan untuk tujuan lain.?%®

201 wawancara mendalam, DINSOP3AP2KB, 11 Desember 2018.

202 piskusi kelompok terarah, Satpol PP, 12 Desember 2018

203 Diskusi kelompok terarah, DINSOSP3AP2KB, 12 Desember 2018.

204 Diskusi kelompok terarah, Kantor Imigrasi Kapuas Hulu, 12 Desember 2018.

205 |bid.

206 yndang-undang Imigrasi juga memberikan wewenang kepada pihak berwenang untuk menahan pelanggar hukum imigrasi,
melakukan penyelidikan tentang tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
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Berdasarkan informasi dari Kantor Imigrasi Kapuas Hulu, pada tahun 2018, pihak
Imigrasi telah menunda penerbitan paspor untuk 49 pemohon dan menolak aplikasi
paspor untuk enam pemohon. Penundaan aplikasi disebabkan oleh kecurigaan pelamar
sebagai tenaga kerja ilegal. Pemohon akan diinterogasi atau diminta untuk menyerahkan
dokumen tambahan. Jika pemohon tidak dapat menjawab pertanyaan dari petugas dan
melengkapi dokumen, permohonan akan ditolak. Sementara itu, penolakan berarti
bahwa aplikasi telah ditolak secara otomatis oleh sistem jika dokumen pemohon
tidak sesuai dengan catatan data individu yang disimpan oleh Sistem Registrasi Sipil.
Misalnya, alamat-alamat yang berbeda yang digunakan dalam KTP dan kartu keluarga,
atau entri nomor identitas tempat tinggal yang salah. Penolakan itu juga disebabkan
karena sebelumnya pelamar sudah pernah dideportasi. Mayoritas pemohon paspor
yang ditolak/ditunda adalah penduduk Kapuas Hulu, meskipun beberapa dari mereka
berasal dari daerah lain seperti Jawa Barat.?’

Lembaga Penegak Hukum

Menurut UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan kejahatan TPPO, penegakan hukum
memiliki peran penting dalam memerangi kejahatan TPPO. Di Kapuas Hulu, ada Kantor
Polisi, Kantor Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Namun, data yang diperoleh selama
penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum secara aktif menyelidiki kasus
TPPO. Hal ini dapat dikonfirmasi oleh tidak ada kasus TPPO tunggal yang diselidiki oleh
Polisi sejak tahun 2016-2018. Ketidaktersediaan data ini juga dilaporkan oleh Kantor
Kejaksaan dan Pengadilan Negeri.

Organisasi Non-Pemerintah dan Organisasi Lembaga
Swadaya Masyarakat

Berdasarkan penelitian ada beberapa organisasi yang telah menyadari isu kekerasan
terhadap perempuan dan eksploitasi, namun mereka tidak pernah melakukan proses
identifikasi dan penyaringan yang komprehensif, oleh karena itu tidak ada laporan resmi
tentang kasus TPPO. Organisasi ini adalah Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten
Kapuas Hulu; Nasyiatul ‘Aisiyah (Organisasi Wanita Muslim); Forum Pembelajaran Islam
(Badan Kontak Majelis Taklim); dan Yayasan Bantuan Hukum Kapuas Hulu.

207 wawancara mendalam, Kantor Imigrasi Kapuas Hulu, 24 Juni 2019
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G TANTANGAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DI KAPUAS HULU

Di antara tiga wilayah perbatasan di Kalimantan Barat, Kapuas Hulu kurang berkembang
dalam hal sistem manajemen migrasi dibandingkan dua kabupaten lain- Sanggau dan Sambas
- meskipun Kapuas Hulu adalah daerah yang memiliki hutan terbesar di antara wilayah
Kalimantan Barat, selain potensi emas dan penambangannya. Dengan karakteristik ini, Kapuas
Hulu memiliki beberapa tantangan unik dibanding dua daerah lainnya.

1.

Koordinasi Antar lembaga

Tidak adanya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan
Orang dan mekanisme rujukan bantuan terhadap korban, membuat koordinasi antar
lembaga tidak dapat diukur. Kurangnya koordinasi antar lembaga juga dapat dilihat dari
tidak adanya saluran komunikasi informal dalam lembaga pemerintah yang memiliki
tanggung jawab utama dalam menangani masalah tersebut. Situasi ini berdampak pada
tidak terungkapnya kasus-kasus TPPO di Kapuas Hulu.

Komitmen Pemerintah

Pemerintah melalui DINSOSP3AP2KB menyadari bahwa perlindungan korban TPPO
adalah wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya DINSOSP3AP2KB.
Namun, hingga saat ini, tidak ada kasus tindak pidana perdagangan orang vyang
dilaporkan dan ditangani oleh lembaga ini. Kurangnya korban yang teridentifikasi dan
kasus-kasus TPPO yang tidak terungkap, menjadi salah satu alasan Pemerintah untuk
memperkirakan bahwa mekanisme rujukan tidak dibutuhkan segera, ini berdampak pada
tidak tersedianya mekanisme perlindungan korban.?®® Selain itu, tidak tersedianya LTSA
dan P4TKI juga telah berkontribusi pada sulitnya mengumpulkan data dan memantau
proses migrasi tenaga kerja. Selain itu, manajemen migrasi untuk keperluan tenaga
kerja juga tidak dapat dikelola secara efektif.

Menanggapi masalah ini, pemerintah di tingkat kabupaten harus memberikan perhatian
lebih pada isu TPPO dan Pemerintah Provinsi dan Pusat perlu memprioritaskan Kapuas
Hulu serta memberikan bantuan, bimbingan dan pemantauan intensif kepada Kabupaten
Kapuas Hulu dalam merancang program intervensi untuk mengatasi masalah TPPO.

Kapasitas Petugas Garis Depan dan Penegak Hukum

Meskipun UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Kejahatan TPPO telah diberlakukan
sejak 2007, tetapi beberapa peserta penelitian di bidang ini tidak mengetahui definisi
TPPO. Kurangnya pemahaman tentang tindak pidana perdagangan orang terlihat dari

208 Wawancara mendalam, Kantor Imigrasi Kapuas Hulu, 24 Juni 2019
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pemahaman awal bahwa tindak pidana perdagangan orang hanya terkait eksploitasi
seksual atau pelacuran. Awalnya, para peserta tidak melihat bahwa eksploitasi tenaga
kerja, unsur penipuan dan ikatan hutang juga merupakan indikator penting TPPO.
Terbatasnya kapasitas petugas garis depan dan penegak hukum telah berkontribusi
pada tidak tercatatnya kasus-kasus TPPO.

Berdasarkan data dari Kantor Polisi Kapuas Hulu, tidak ada satu pun kasus TPPO yang
diselidiki oleh Kantor Polisi sejak tahun 2016, meskipun setiap tahun hampir ratusan
kasus kriminal diselidiki oleh Polisi. Misalnya, ditahun 2016, Kantor Polisi telah menangani
152 kasus, di tahun 2017 ada 112 kasus dan 88 kasus di tahun 2018.%%° Fakta bahwa
tidak ada satu pun kasus TPPO tunggal yang diadili di Kapuas Hulu juga dikonfirmasi
oleh Kantor Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Namun, Pengadilan Negeri Kapuas Hulu
menginformasikan bahwa pada tahun 2018, ada kasus yang terkait TPPO, meskipun
keputusannya tidak didasarkan pada UU No. 21/2007.%%° Kasus ini dinyatakan melanggar
Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 dengan mempertimbangkan
terdakwa yang mempekerjakan anak di bawah umur. Di bawah ini adalah ringkasan dari
kasus ini:

Kasus 1. Keputusan No.58/Pid.sus/2017/PN.Pts.

Terdakwa dalam keputusan ini adalah Helmi AR bin Abdurrahman. Kasus ini
disidangkan untuk pertama kalinya pada tanggal 15 Juni 2017. Dalam kasus ini,
terdakwa dituduh merekrut anak di bawah umur (di bawah 18 tahun) untuk
dipekerjakan untuk melayani para tamu di kafe dan karaoke termasuk pekerjaan
lain di luar kafe. Terdakwa memindahkan anak itu dari rumahnya di Pontianak ke
Putusiabu. Selama bekerja, pekerja diminta untuk terlihat menarik, mengenakan
pakaian yang memperlihatkan belahan dada atau memperlihatkan bagian tubuh
tertentu selama bekerja dan memungkinkan klien menyentuh bagian tubuh
mereka. Terdakwa membuat perjanjian kerja dengan orang tua sebulan setelah
anak dipekerjakan. Terdakwa tidak menyampaikan kepada orang tua bahwa
pekerjaan anak adalah sebagai pelayan tamu karaoke, termasuk melayani dalam
hal tubuh korban dapat disentuh oleh para tamu. Anak-anak yang dipekerjakan

tidak boleh tinggal di luar kafe dan hanya dapat meninggalkan kafe selama satu
jam per hari dengan izin dari pemilik kafe. Tidak ada hari libur yang diberikan
termasuk hari libur keagamaan. Jika anak-anak melanggar perjanjian, mereka
harus membayar kompensasi dalam bentuk sepuluh kali gaji mereka dalam
bentuk 100 jam kerja, membayar biaya makanan, penginapan, dan biaya
transportasi pulang pergi yang telah dihabiskan untuk merekrut pekerja anak.

209 Kalimantan Barat, Kepolisian Resor Kapuas Hulu, Analisis dan Evaluasi Tahunan Januari hingga Desember 2016; Kepolisian
Resor Kalimantan Barat, Kapuas Hulu Laporan, Analisis dan Evaluasi January hingga Desember 2017; Kepolisian Resor
Kalimantan Barat, Kepolisian Resor Kapuas Hulu, Analisis dan Evaluasi Tahunan Januari hingga Oktober 2018.

210 Diskusi kelompok terarah, Pengadilan Negeri Putusibau,12 Desember 2018.
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Gaji hanya diberikan kepada pekerja ketika mereka telah menyelesaikan masa
kontrak mereka. Selama gaji tidak disediakan untuk kebutuhan sehari-hari,
pekerja anak dipinjamkan uang oleh perusahaan kafe.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan alternatif. Dakwaan pertama
adalah bahwa terdakwa telah melakukan tindakan yang melanggar pasal 2 UU
No. 21 tahun 2017 tentang tindak pidana perdagangan orang. Dakwaan kedua
adalah pelanggaran pasal 76 juncto 88 UU No. 35 tahun 2014 tentang amandemen
UU No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak. Dakwaan ketiga adalah bahwa
terdakwa dianggap bersalah melakukan kejahatan mempekerjakan anak di
bawah umur terhadap pasal 68 UU No. 13 tahun 2003 tentang Hukum Perburuhan.

Setelah proses pembuktian, Jaksa melakukan penuntutan di bawah dakwaan
alternatif ketiga, yaitu, bersalah karena mempekerjakan anak di bawah umur
yang bertentangan dengan pasal 68 UU No. 13 tentang tenaga kerja dengan
hukuman satu tahun penjara dikurangi masa kurungan.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa hakim memiliki kebebasan
untuk menentukan dakwaan mana yang ingin mereka buktikan, dan hakim
memilih untuk membuktikan dakwaan ketiga. Para hakim mempertimbangkan
bahwa unsur-unsur terhadap dakwaan ketiga tersebut telah dipenuhi, oleh
karena itu, hakim memutuskan untuk:

1. Menyatakan terdakwa bersalah atas kejahatan mempekerjakan anak di
bawah umur.

2. Menjatuhkan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau
penalti pengganti selama satu bulan dan 15 hari kurungan penjara.

Berdasarkan analisis putusan pengadilan yang ada, jelas bahwa kasus di atas adalah
kasus TPPO. Ini disebabkan adanya proses rekrutmen, penipuan dan eksploitasi yang
terjadi dalam bentuk eksploitasi seksual. Dalam kasus itu, jaksa pada awalnya menuntut
terdakwa dengan alternatif: dakwaan pertama adalah kejahatan terhadap perdagangan
orang (hukum TPPO); dakwaan kedua adalah dalam bentuk kejahatan terhadap anak
berdasarkan hukum no. 35 tahun 2014 mengubah UU No. 23 tahun 2003; dan dakwaan
ketiga, kejahatan mempekerjakan anak di bawah umur berdasarkan UU No. 13 tahun
2003 tentang hukum perburuhan. Tidak ada indikasi yang jelas tentang alasan mengapa
jaksa menuntut terdakwa dengan dakwaan ketiga sebagai ganti dakwaan pertama. Lebih
lanjut, dalam pertimbangan hakim, tidak ada alasan yang jelas mengapa hakim tidak
membuktikan dakwaan pertama, yaitu kejahatan tindak pidana perdagangan orang
atau dakwaan kedua atas kejahatan terhadap anak-anak. Keputusan Hakim cenderung
sangat rendah karena hanya memutuskan denda dan pengganti hukuman denda hanya
selama satu bulan dan 15 hari kurungan. Keputusan ini sangat rendah karena hakim
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tidak memperhatikan adanya tindak pidana perdagangan orang terhadap anak-anak
atau berdasarkan hukum perlindungan anak.

Dari kasus di atas dan dari diskusi dengan petugas penegak hukum dapat disimpulkan
ada keengganan petugas penegak hukum untuk menggunakan UU TPPO. Keengganan
ini antara lain disebabkan oleh kurangnya pengetahuan di kalangan petugas penegak
hukum tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang dan
dakwaan berdasarkan UU tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dianggap tidak
penting. Ini juga bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai masalah tindak
pidana perdagangan orang dan pentingnya memberantas praktik tindak pidana
perdagangan orang yang melanggar hukum dengan berbagai modus operandi.
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PROFIL PERDAGANGAN
ORANG DI NUNUKAN






Q KABUPATEN NUNUKAN DALAM KONTEKS

Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, memiliki luas 14.247 kilometer persegi yang
terdiri dari 19 kecamatan, sembilan kelurahan dan 232 desa. Mayoritas penduduk Kabupaten
Nunukan beragama Islam.?'! Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), posisi
Kabupaten Nunukan berada di angka 65,10, dengan rata-rata tahun sekolah adalah 7,65. Ini
berarti bahwa rata-rata pendidikan penduduk Nunukan ada di tingkat sekolah menengah
pertama.?’? Pada tahun 2017, kelapa sawit menjadi salah satu komoditas dengan jumlah
produksi terbesar, dengan 367.879,70 ton (hanya perkebunan tradisional), diikuti oleh kakao
dengan total produksi 1.194,71 ton.?*3 Pertumbuhan ekonomi Nunukan pada tahun 2017
adalah 6,78 persen yang dipengaruhi oleh industri pertambangan. Industri pertambangan
berkontribusi 49 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nunukan. Hal ini
juga berdampak pada peningkatan pendapatan penduduk di Kabupaten Nunukan.?4

Kabupaten Nunukan berbatasan langsung dengan beberapa daerah Malaysia, di sebelah
barat berbatasan langsung dengan Sarawak dan di sebelah utara berbatasan langsung
dengan Sabah.?’> Kabupaten ini memiliki pelabuhan yang dapat digunakan sebagai akses
transportasi antar provinsi dan antar negara ke Malaysia. Ini menjadikan pelabuhan itu salah
satu pelabuhan penting yang berfungsi sebagai penghubung antara Nunukan dan daerah lain,
termasuk Tawau, Malaysia. Tawau adalah pelabuhan Tunon Taka. Port ini dirancang sebagai
pelabuhan modern di daerah perbatasan.?*®

Gambar 3. Pelabuhan Tunon Taka

Perjalanan dari Pelabuhan Tunon Taka ke Terminal Feri di Tawau, Malaysia
hanya membutuhkan waktu satu jam

Sumber: Dokumentasi tim peneliti, 2018
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Indonesia Mengajar, “Profil Kabupaten Nunukan,” tersedia di https://indonesiamengajar.org/kabar-terbaru/profil-kabupaten-
nunukan, diakses tanggal 2 Januari 2019.

Lihat, Kabupaten Nunukan, “Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nunukan 2010-2017,” tersedia dihttps://
nunukankab.bps.go.id /dynamictable/2017/10/11/98/komponen-indeks-pembangunan-manusia-kabupaten-nunukan-2010-2017.
html, diakses tanggal 14 Mei 2019.

Pusat Badan Statistik Kabupaten Nunukan, 2018, “Kabupaten Nunukan dalam Angka”, Laporan, BPS Nunukan, h. 158.
Ibid, h. 308.

Situs web Pemerintah Kabupaten Nunukan, “Kelurahan dan Desa (Urban Communities and Villages),” tersedia di http://www.
nunukankab.go.id/web/page-kelurahan-dan-desa.html,diakses tanggal 2 Januari 2019.

Pengamatan, Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, 16 November 2019.
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Kehadiran pelabuhan penting karena warga Kabupaten Nunukan biasa membeli barang untuk
kegiatan sehari-hari di Tawau, Malaysia. Harga di Tawau diyakini lebih murah dibandingkan
dengan Indonesia. Kesenjangan harga yang tinggi antara Tawau, Malaysia dan Kabupaten
Nunukan didorong oleh harga distribusi untuk membawa barang dari daerah lain di Indonesia
ke Nunukan.

Terkait dengan tingginya mobilitas warga Nunukan untuk melakukan perjalanan ke Malaysia,
Pemerintah Indonesia dan Malaysia memberikan kemudahan bagi warga Nunukan untuk
memperoleh pas lintas batas (PLB), yaitu paspor khusus untuk perjalanan harian ke Malaysia.?!’
PLB adalah produk dari Perjanjian Lintas Batas antara Republik Indonesia dan Malaysia di
tahun 1984 atau yang biasa dikenal dengan Border Crossing Agreement (BCA) 1984.

Gambar 4. Pas Lintas Batas

Warga Nunukan dapat memperoleh Pas Lintas Batas (PLB)
sebagai pengganti paspor

Sumber: Dokumentasi tim peneliti, 2018

Nunukan dikenal sebagai daerah transit bagi pekerja migran, baik yang melintasi melalui
jalur resmi dan jalur ilegal. Mereka yang bermigrasi melalui jalur resmi atau sesuai prosedur
pemerintah, sebagian besar bekerja di perkebunan dan industri kayu, sementara para migran
yang melintasi perbatasan secara ilegal berarti tidak melewati prosedur pemerintah, bekerja
di berbagai sektor: perkebunan kelapa sawit, pekerja rumah tangga dan pekerja industri seks
atau prostitusi.?t®

Pada tahun 2002 ada kasus besar di Nunukan terkait dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
yang bekerja di Malaysia, yang dikenal dengan sebutan “Tragedi Nunukan”.Insiden dimulai
pada tanggal 1 Agustus 2002, saat Malaysia menerapkan UU Imigrasi No. 1154/2002. Sebagai
konsekuensi dari Undang-Undang Imigrasi, Malaysia melakukan pemolisian terhadap pekerja
migran asing yang tidak dapat menunjukkan dokumen resmi mereka, Malaysia melakukan
deportasi massal terhadap pekerja migran ilegal. Sekitar 400.000 pekerja migran ilegal dari

217 Diskusi informal, Kantor Pelabuhan Tunon Taka, 16 November 2018.
218 |nformasi diperoleh dari beragam sumber melalui Diskusi Kelompok Terarah dan juga wawancara mendalam.
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Indonesia dideportasi oleh Pemerintah Malaysia melalui berbagai daerah di perbatasan,
termasuk Nunukan. Nunukan menjadi tempat transit sementara bagi para pekerja migran
ini. Para pekerja migran yang berasal dari luar Nunukan ini terdampar di kabupaten ini dan
menunggu dukungan pemerintah untuk mengembalikan mereka ke desa asal. Namun,
Pemerintah Nunukan dan begitu juga Pemerintah Pusat, tidak memiliki cukup sarana untuk
menanggapi tragedi ini. Tidak tersedianya akomodasi sementara, fasilitas kesehatan yang tidak
memadai, kurangnya makanan dan persediaan non-makanan, telah memicu situasi kacau di
Nunukan. Sebagian buruh migran sakit kronis, bahkan ada yang meninggal saat menunggu
proses pemulangan.?’® Tragedi Nunukan ini menjadi salah satu alasan bagi Pemerintah
Indonesia untuk mengeluarkan UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia, yang selanjutnya diubah oleh UU No. 18/2017 tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia.

e DATA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DI NUNUKAN

Di Nunukan ada berbagai data tentang kasus TPPO yang secara resmi diterbitkan oleh
Pemerintah. Misalnya, berdasarkan data lembaga Penegakan Hukum, sejak tahun 2014-
2018, hanya ada tiga kasus yang diadili berdasarkan UU No 21/2007 tentang Pemberantasan
Kejahatan TPPO. Satu kasus di tahun 2014, dua kasus di tahun 2016, dan tidak ada kasus TPPO
di tahun 2017-2018%° Namun, hanya satu kasus yang berhasil dinyatakan bersalah sebagai
kejahatan TPPO.

Tabel 5. Kasus-kasus TPPO yang diadili di Pengadilan Negeri Nunukan?*!

Tahun Nomor Kep.utusan Dakwaan
Pengadilan

Dakwaan alternatif:
UU No. 21/2007

1 2014 80/Pid.Sus/2014/PN.Nnk UU No. 35/2014 UU No. 21/2007
tentang Perlindungan
Anak
Dakwaan alternatif:
. UU No. 21/2007 Perbuatan Cabul
2 Il P Sl A Lok Perbuatan Cabul pasal pasal 296 KUHP
296 KUHP.
2016
Dakwaan alternatif:
. UU No. 21/2007 Perbuatan Cabul
3 DA AL S O Pl Perbuatan Cabul pasal pasal 296 KUHP
296 KUHP.

219 Benny Hari Juliawan, “Memandang migrasi dari kacamata negara: kasus deportasi TKI ilegal dari Malaysia,” Ulasan Anti Tindak
Pidana Perdagangan Orang 11 (2018), h. 37..

220 piskusi Kelompok Terarah dengan P2TP2A, BP3TKI, dan Kantor Polisi Nunukan, 15 November 2018
221 pemeriksaan Putusan Pengadilan Negeri dikumpulkan dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Nunukan
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Selain itu, pada tahun 2018 ada juga satu kasus yang bisa dikaitkan dengan TPPO lintas batas.
Namun, karena terbatasnya informasi dari laporan investigasi polisi, jaksa mendakwa pelaku
dengan UU Imigrasi tahun 2011 dan UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia.???

Selain itu, menurut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
dalam lima tahun terakhir, P2TP2A hanya menangani tiga kasus perdagangan orang internal
yang melibatkan 47 korban yang dieksploitasi dalam industri seksual.Namun, ketiga kasus ini
tidak sejalan dengan data penegakan hukum, karena kasus tersebut terjadi ditahun 2014, 2017
dan 2018. Tidak ada kasus TPPO yang tercatat di tahun 2016. Selanjutnya, P2TP2A juga tidak
mengetahui jika kasus tersebut dituntut berdasarkan UU TPPO atau bukan, karena P2TP2A
hanya menyediakan tempat penampungan dan konseling dasar sebelum para korban kembali
ke desa asal.?® Di bawah ini adalah perincian kasus dan korban tindak pidana perdagangan
orang yang dibantu oleh P2TP2A Nunukan.

Grafik 6. Jumlah korban TPPO yang dibantu P2TP2A Nunukan
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B Perempuan Dewasa M Anak Perempuan

Sumber: P2TP2A

Selain eksploitasi seksual, ada peserta penelitian yang mengindikasikan bahwa ada juga potensi
kasus TPPO di perusahaan sawit. Para pekerja ini bekerja di bawah upah minimum Nunukan,
jam kerja yang panjang dengan kondisi hidup yang buruk.??* Namun, tidak ada laporan resmi
tentang hal ini.

222 Wwawancara mendalam, Kepala Kantor Kejaksaan Nunukan, 16 November 2018dan lihat Putisan Pengadilan No. 152/ Pid.

Sus/2018/PN.Nnk.

223 Diskusi Kelompok Terarah denganP2TP2A 15 November 2018
224 Dpiskusi Kelompok Terarah dengan aktivis suatu LSM, 17 November 2018.
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Selain itu, mengingat lokasi strategis Nunukan yang berbatasan dengan Sabah dan Sarawak,
teridentifikasi pula beberapa potensi TPPO lintas batas selama penelitian. Sebagai contoh,
data BP3TKI Nunukan menjelaskan bahwa berbagai alasan di balik deportasi PMI dari Malaysia
tidak didokumentasikan, melarikan diri dari majikan, tidak memiliki izin kerja dan kontrak
kerja, perselisihan perburuhan, sakit, tinggal lebih lama dari yang diizinkan dan terlibat dalam
kegiatan kriminal seperti pencurian dan obat terlarang.??> Namun, sebagaimana diuraikan di
atas tidak ada catatan resmi tentang data tindak pidana perdagangan orang lintas batas dari
lembaga terkait di Nunukan.

G POLA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DI NUNUKAN

Situasi TPPO di Nunukan dapat dikategorikan ke dalam dua jenis. TPPO lintas batas dan TPPO
internal. Selain itu, sebagian besar kasus TPPO yang ditemukan di Nunukan terjadi pada warga
negara Indonesia yang berasal dari luar Nunukan. TPPO lintas batas sebagian besar terjadi
pada Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di sektor perkebunan dan pekerjaan rumah
tangga. Sedangkan untuk perdagangan orang internal yang dilaporkan ke pemerintah daerah
adalah kasus eksploitasi seksual.

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Batas

Di masa lalu, situasi TPPO di Nunukan dikaitkan dengan kegiatan pembalakan liar di
Nunukan pada 1980-1990. Para pelaku yang terlibat dalam pembalakan liar ini memasok
kayu mereka ke perusahaan kayu Malaysia, dan pada saat yang sama juga memasok
para pekerjanya. Para pekerja ini tidak hanya dari Nunukan tetapi dari daerah dan
pulau lain, seperti Jawa Barat, Tengah, dan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi
Selatan.??® Bagi mereka yang datang dari luar Nunukan, penduduk asli dari Nunukan
akan membantu mereka mendapatkan dokumen yang diperlukan untuk mengambil
paspor, termasuk surat keterangan domisili.??” Entah bagaimana, praktik ini diakui oleh
warga lokal sebagai praktik yang baik dan berkontribusi pada situasi ekonomi mereka,
karena mereka dapat menyewakan rumah kepada calon PMI, mengumpulkan sejumlah
biaya dari perekrut dan dari PMI itu sendiri untuk menghubungkan keduanya, dan atau
biaya dari calon PMI untuk mendapatkan dokumen resmi dari pemerintah setempat,
seperti surat keterangan domisili.?® Memang situasi ini tidak mencerminkan situasi
TPPO secara langsung, namun, praktik bersama ini dapat mengarah ke situasi TPPO yang
mungkin dihadapi oleh PMI.

Pada awal tahun 2000-an, ada perubahan tren yang terjadi di Malaysia dan Nunukan.
Perusahaan kayu mengalami kerugian dan tidak melanjutkan operasinya akibat
dikeluarkannya UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang melarang pembalakan

225 BP3TKI Nunukan, Data daerah asal deportan tahun 2018 (Jakarta: BNP3TKI,

226 |Informasi diperoleh dari beragam sumber melalui Diskusi Kelompok Terarah dan juga wawancara mendalam.
227 Diskusi Kelompok Terarah dengan aktivis suatu LSM, 17 November 2018.

228 Diskusi informal dengan warga setempat, 16 November 2018
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liar. Namun, ini tidak menghentikan bisnis layanan pemasok PMI. Proses rekrutmen
dilanjutkan, hanya sektor pekerjaan yang berubah, dari perusahaan kayu menjadi
perkebunan kelapa sawit dan pekerjaan rumah tangga.?*°

Selain itu, pada tahun 2004 Pemerintah Pusat mulai mengatur migrasi tenaga kerja
melalui UU No. 39/2004. Ini berdampak pada proses migrasi antara Nunukan dan
Malaysia. Mempromosikan migrasi yang aman menjadi program pemerintah. Terlebih
lagi, pada tahun 2007 pemerintah pusat juga mengeluarkan UU TPPO melalui UU No.
21/2007 tentang Pemberantasan TPPO. Namun, lintas batas ilegal masih terjadi, dan
beberapa kasus TPPO lintas batas tercatat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Pada tahun 2007-2009, DP3AKB
mengidentifikasi 16 kasus TPPO yang melibatkan 23 korban laki-laki dan perempuan
dan dieksploitasi di Malaysia sebagai pekerja perkebunan, pekerja rumah tangga dan
dipaksa untuk terlibat dalam prostitusi di Sabah.?*°

Hingga kini, Nunukan masih menjadi jalur favorit bagi PMI untuk memasuki Sabah-
Sarawak, Malaysia. Menurut data di tahun 2015-2018, BP3TKlI Nunukan telah
memfasilitasi proses migrasi tenaga kerja hingga 10.203 pekerja ke Malaysia. Sementara
itu, dalam periode ini, BP3TKI Nunukan juga menerima 15.715 migran yang dideportasi
oleh Pemerintah Malaysia melalui Nunukan karena beberapa alasan yaitu, tidak memiliki
dokumen, tinggal melewati batas izin, melarikan diri dari majikan, terlibat dalam kegiatan
kriminal, sakit, tidak memiliki izin kerja, dan lain-lain.?3!

Grafik 7. Jumlah PMI yang Ditempatkan dan Dideportasi melalui Nunukan
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Sumber: Data BNP2TKI tentang Penempatan dan Perlindungan PMI tahun 2018

229 Benny Hari Juliawan, “Melihat migrasi melalui kacamata negara: kasus TKI ilegal yang dideportasi dari Malaysia,” Ulasan anti
tindak pidana perdagangan orang 11(2018), h. 37.

230 Lihat: Perdagangan orang di Nunukan adalah yang tertinggi di https://www.jpnn.com/news/human-trafficking-di-nunukan-
paling-tinggi

231 BNP2TKI, Data Penempatan dan Perlindungan TKI tahun 2018, Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO)
BNP2TKI, 2018. Lihat juga Ribuan Pekerja Migran Indonesia dideportasi dihttps://kaltara.prokal.co/read/news/20875-wni-
ribuan-wna-belasan-yang-dideportasi.ntmldan Masalah di balik Deportasi Pekerja Migran Indonesiadihttps://kaltara.prokal.co/
read/news/24812-pengusiran-wni-didominasi-masalah-ini.html
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Banyaknya pencari kerja di Nunukan telah digunakan sebagai kesempatan untuk
memfasilitasi proses perekrutan dan penempatan pekerja migran. Agen perekrutan
telah menjadi bisnis penting di Nunukan. Sebelum Layanan Terpadu Satu Atap untuk
PMI didirikan pada tahun 2016, ada ratusan agen perekrutan tidak resmi. Namun saat
ini, hanya ada enam agen rekrutmen yang beroperasi di Nunukan vyaitu PT Maharani
Anugerah Pekerti, PT Bumi Mas Citra Mandiri, PT Buyung Karya Mandiri, PT Lucky
Mitra Abadi, PT Muhdi Setia Abadi, dan PT Arni Family. Pemerintah menyatakan bahwa
pengawasan dan inspeksiyang kuat dari Pemerintah telah mengurangijumlah agen tidak
resmi. Namun, menurut beberapa responden, ratusan agen tidak resmi atau broker
individu masih ada dan beroperasi, meskipun mereka tidak terdaftar oleh Pemerintah.?*

Mengacu pada jumlah penempatan dan deportasi di atas, tampaknya ada peran agen
perekrutan tidak resmi di sana. Kesenjangan besar antara jumlah pekerja migran yang
ditempatkan dan dideportasi dapat mengindikasikan proses migrasi ilegal yang dapat
mengarah pada situasi TPPO. Misalnya, menurut BP3TKI, dari 3766 PMI yang dideportasi
dari Sabah dan Sarawak, 966 terindikasi sebagai PMI bermasalah.?*

Grafik 8. Jumlah PMI bermasalah yang dikembalikan di tahun 2017

B Laki-laki Dewasa Anak Laki-laki M Perempuan Dewasa Anak Perempuan

Sumber: Laporan tentang The Assistance of Indonesian Migrant Workers Returned with Problem,
BP3TKI Nunukan, 2017

Dari data di atas, dapat dilihat ada risiko TPPO terhadap PMI yang dikategorikan sebagai
migran yang kembali dengan masalah. Penipuan, tidak memiliki izin kerja, dan melarikan
diri dari majikan adalah beberapa indikator TPPO. Selanjutnya, di bawah kategori
pelarian dari majikan, ada 10 pekerja anak (L: 6, P: 4). Sayangnya, BP3TKI Nunukan tidak
memeriksa kasus lebih lanjut dan atau melakukan proses penyaringan yang komprehensif

232 Diskusi informal dengan staf pelabuhan Tunon Taka, 16 November 2018.

233 Laporan tentang Bantuan terhadap Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang dipulangkan, BP3TKI Nunukan, 2017.
Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang dipulangkan adalah suatu istilah yang mengacu pada tenaga kerja migran yang
dipulangkan dari luar negeri karena kasus khusus seperti memiliki perselisihan dengan majikan, tidak memiliki dokumen,
sakit, melebihi izin tinggal. Terminologi ini digunakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan TKI (BNP2TKI) dan dinas cabangnya adalah BP3TKI dan P4TKI.
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untuk mengidentifikasi kasus TPPO. Alasan mengapa wawancara mendalam untuk
mengidentifikasi risiko TPPO tidak dilakukan adalah karena keterbatasan sumber daya
BP3TKI serta kurangnya pemahaman tentang elemen-elemen TPPO dan bagaimana
melakukan proses identifikasi.?**

Selain data di atas, BP3TKI juga mencatat beberapa kasus pengembalian khusus, di mana
PMI dikembalikan melalui bantuan dan didanai oleh Konsulat Jenderal. Berdasarkan
data ini, pada tahun 2017, ada sebelas pekerja migran (L: 3, P: 8) yang dikembalikan oleh
Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu dan diidentifikasi sebagai korban
tindak pidana perdagangan orang. Kesebelas korban ini adalah orang dewasa dan
berasal dariJawa Timur (Mojokerto, Nganjuk, Malang, Lumajang, Surabaya, dan Ngawi),
Jawa Tengah (Brebes dan Kebumen) dan Sulawesi Selatan (Enrakeng).?* Semua korban
dipulangkan ke desa asal mereka melalui Nunukan, namun, tidak ada tindak lanjut
untuk mengadili kasus TPPO begitu mereka tiba di Nunukan. Bantuan lebih lanjut yang
diberikan hanyalah pemulangan ke rumah mereka. Karena itu, tidak ada data tentang
TPPO lintas batas yang dapat diperoleh dari pihak Penegakan Hukum.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan beberapa responden dan informasi dari
Diskusi Kelompok Terarah, penelitan menemukan beberapa pola TPPO lintas batas
melalui Nunukan. Pertama, proses memasuki TPPO. Perekrutan korban dilakukan oleh
agen perekrutan resmi dan agen tidak resmi atau perekrut individu. Para korban direkrut
di desa asal mereka di luar Nunukan. Agen perekrutan menggunakan sub-agen untuk
mendekati calon pekerja migran melalui keluarga atau teman mereka dan memberi
tahu tentang peluang kerja yang tersedia di Malaysia.?*® Berdasarkan informasi yang
diberikan oleh perekrut, korban memutuskan untuk meninggalkan desa dengan uang
mereka sendiri, dan beberapa bahkan bersedia untuk menjual tanah.?*’ Beberapa juga
setuju untuk bekerja di luar negeri, karena perekrut akan memberikan pinjaman untuk
biaya transportasi serta untuk keluarga mereka yang ditinggalkan. Untuk kondisi ini,
perekrut akan mengurangi gaji mereka untuk menutupi pinjaman.?® Selanjutnya, begitu
tiba di Nunukan para pekerja migran ditampung oleh jaringan perekrut. Selama waktu
ini, perekrut akan menyiapkan dokumen migrasi mereka seperti paspor, visa kerja,
dll. Setelah dokumen selesai, perekrut akan membantu mereka melintasi perbatasan
melalui lakur resmi dan atau rute ilegal untuk melintasi perbatasan. Mereka yang
diangkut melalui rute ilegal biasanya adalah migran yang tidak memiliki izin kerja atau
kontrak kerja.

235 Data Pemulangan Khusus tahun 2017. Data diperoleh dari basis data BP3TKI Nunukan.
236 Diskusi informal, seorang perempuan yang dideportasi, Rumah singgah, Nunukan, 15 November 2018.

237 \bid.

238 Diskusi informal, deportan yang pergi secara tak teratur ke Malaysia, Rumah singgah, Nunukan, 15 November 2018
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Grafik 9. Proses Rekrutmen Korban Perdagangan Orang untuk TPPO Lintas Batas
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Kedua, alat dan modus operandi yang telah digunakan. Berdasarkan data yang
dikumpulkan selama wawancara individu dan Diskusi Kelompok Terarah. Pelaku
perdagangan orang akan memikat calon PMI atau keluarga mereka dengan gaji dan
kondisi hidup yang baik, pinjaman dan jeratan keuangan untuk biaya transportasi dan
keluarga yang ditinggalkan, memalsukan dokumen, dan menahan paspor.

Ketiga, tahap eksploitasi. Seorang responden menyatakan: “Situasinya berbeda,
kami seperti ditipu, tetapi apa yang bisa kami lakukan, ini sudah terjadi ... kami tidak
punya tanah lagi. Memalukan jika kami kembali ke desa asal, tidak ada apa-apa di
sana, apa yang bisa kami lakukan ...”?* Penipuan gaji dan kondisi kerja, pengurangan
upah dan jeratan utang adalah eksploitasi utama, pergerakan terbatas karena paspor
yang ditahan, jam kerja yang panjang dan dipekerjakan untuk berbagai majikan adalah
beberapa situasi eksploitatif yang dihadapi para korban.

239 Diskusi informal, seorang perempuan yang dipulangkan oleh Pemerintah Malaysia karena status ilegalnya, Rumah singgah,
Nunukan, 15 November 2018
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2. Perdagangan Orang Internal

Perdagangan orang internal di Nunukan didominasi oleh TPPO untuk tujuan eksploitasi
seksual. Sebagaimana diuraikan di bab sebelumnya, semua perdagangan orang internal
yang dibantu oleh petugas garis depan di Nunukan adalah kasus eksploitasi seksual.
Sepanjang tahun 2014-2018, tiga kasus eksploitasi seksual diadili sebagai kejahatan
TPPO. Pola TPPO internal di Nunukan dapat diuraikan seperti di bawah ini:**°

a. Parakorbandirekrutdiluar Nunukan, sebagian besar dari Sulawesi. Para korban
dijanjikan pekerjaan dan gaji yang layak.

b. Perekrut tidak memberikan informasi komprehensif tentang jenis pekerjaan,
gaji, dan metode pembayarannya.

c. Para korban dipekerjakan di jasa pelacuran tanpa persetujuan mereka, dan
atau dipaksa untuk melakukan kegiatan seksual.

d. Menahan upah dan beberapa korban bahkan tidak menerima gaji sama sekali.

Dengan mempertimbangkan bahwa semua korban TPPO di atas bukan warga Nunukan,
maka Nunukan dapat dikategorikan sebagai daerah tujuan TPPO internal di Indonesia.

Q FAKTOR UTAMA PERDAGANGAN ORANG

DI NUNUKAN

Dari studi-studi tentang praktik tindak pidana perdagangan orang tingkat global, teridentifikasi
beberapa faktor penarik dan pendorong yang sering memengaruhi praktik perdagangan orang.
Faktor penarik dan pendorong biasanya saling terkait dan terjadi bersamaan sehingga tidak
relevan untuk dibedakan. Faktor-faktor ini antara lain geografis, ekonomi dan kemiskinan,
lapangan kerja yang tidak memadai di daerah asal, kurangnya pendidikan dan penegakan
hukum.?* Dari studi ini, ditemukan bahwa faktor-faktor di atas juga memengaruhi munculnya
perdagangan orang di Nunukan.

1. Faktor Geografis dan Budaya

Nunukan berbatasan langsung dengan Sarawak dan Sabah melalui darat dan air. Dengan
luasnyawilayah perbatasan, tidakmudah melakukan pemantauansemuatitik perbatasan.
Jumlah sumber daya manusia di Kantor Imigrasi Nunukan terbatas. Akibatnya, hanya
beberapa pos perbatasan yang memiliki pengawas dan dijaga. Hingga saat ini, hanya
dua titik pemeriksaan perbatasan yang secara resmi dikelola oleh Pemerintah yaitu Pos
Lintas Batas Negara (PLBN) Long Midang di Kabupaten Krayan dan PLBN Sei Pancang di

240
241

94

Data yang dikumpulkan dari Diskusi Kelompok Terarah dengan P2TP2A, BP3TKI, dan Kantor Polisi, 15 November 2018

Kathryn Farr, Perdagangan orang untuk seks: pasar global perempuan dan anak (New York; Worth Publisher, 2015); E. O'Brien
et. al,, “Penyebab perdagangan orang,” diPolitik Perdagangan Orang untuk Seks: Perspektif Kriminologis Kritis(London: Palgrave
Macmillan, 2013).
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Sebatik.?*? Selain PLBN ini, ada beberapa titik pemeriksaan silang yang ditandai dengan
pos perbatasan sederhana. Misalnya, di Sebatik, sebuah pulau yang memiliki perbatasan
darat dan air, ada satu pos pemeriksaan di dekat sungai yang disebut Pos Nomor 3. Pos
sederhana ini hanya dijaga oleh satu atau dua petugas. Dari Pos ini, warga Indonesia
dapat mencapai Malaysia menggunakan perahu motor berukuran kecil (speed boat)
dalam waktu kurang dari satu jam.?*?

Gambar 5. Situasi perbatasan di Pos nomor 3, Aji Kuning, Pulau Sebatik

Sumber: Koleksi Tim Peneliti

Penduduk Nunukan pergi ke Malaysia untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, untuk
liburan dan bahkan untuk bekerja.?** Secara budaya, melintasi perbatasan adalah hal
biasa bagi warga dua negara ini. Apalagi, perjalanan warga biasanya terjadi dalam sehari.
Namun, rute ini biasanya digunakan untuk penyelundupan non-penduduk. Mereka
diselundupkan ke Malaysia secara ilegal dalam waktu yang tidak pasti, biasanya ketika
petugas perbatasan tidak ada, pada malam hari saat bulan purnama, atau di waktu-
waktu lain ketika pengawasan dirasa lemah.?*

Dengan latar belakang geografis ini, Nunukan memiliki sejumlah besar arus migrasi
internasional dari Nunukan ke Malaysia dan dengan mempertimbangkan budaya kedua
wilayah perbatasan, Pemerintah Indonesia telah mengatur penggunan izin perbatasan
khusus untuk warga Nunukan yaitu Pas Lintas Batas (PLB). Dengan PLB ini, warga
setempat bisa masuk Sabah tanpa paspor. Namun, jumlah warga yang menggunakan

242 prokal, “Dua PLBN Terpadu di Nunukan Mulai Dibangun Tahun Ini,” tersedia di http://news.prokal.co/read/news/4221-dua-plbn-
terpadu-di-nunukan-mulai-dibangun-tahun-ini.html, diakses tanggal 15 Desember 2018.

243 pengamatan di pos nomor tiga, Pulau Sebatik, Nunukan, 177 November 2018.
244 Diskusi informal dengan beberapa komunitas, dan pengamatan di pos nomor tiga, Pulau Sebatik, Nunukan, 17 November 2018.
245 Wawancara mendalam, pemimpin masyarakat setempat di Pulau Sebatik, 16 November 2018.
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PLB telah menurun sejak 2016. Selain PLB, paspor adalah dokumen perjalanan nasional
yang diperlukan untuk melintasi perbatasan.Berdasarkan data Kantor Imigrasi, jumlah
warga yang bermigrasi ke Malaysia menggunakan paspor juga berkurang dari waktu
ke waktu. Terutama sejak 2016. Jumlahnya berkurang secara signifikan. Situasi ini bisa
jadi merupakan salah satu dampak positif dari pendirian LTSA di Nunukan dan program
pemerintah tentang satu catatan identitas tunggal melalui Nomor Induk Kependudukan
(NIK) yang dikelola oleh Kantor Catatan Sipil di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Grafik 10. Data Warga Indonesia yang Melintas
menggunakan PLB dan Paspor
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M Departure with Passport 92367 82936 98404 72225 67255 40433

M Arrival with PLB 58344 42199 58512 59187 23248 13079

Arrival with Passport 73225 70444 74515 62906 61356 35865

Pendirian LTSA Nunukan di tahun 2016 merupakan terobosan bagi Pekerja Migran
Indonesia untuk mengurus izin dan persyaratan untuk bekerja di luar negeri dengan
lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat.?*® Program-program ini dibuat dengan
mempertimbangkan aliran migrasi melalui Nunukan yang cenderung tinggi, baik di antara
pelintas yang menggunakan paspor atau PLB.?” Dengan berdirinya LTSA dan sistem
NIK yang telah diberlakukan oleh Pemerintah Pusat dan dilaksanakan oleh Kabupaten
Nunukan, administrasi penerbitan dokumen perjalanan juga semakin baik. Dampaknya,
pengajuan paspor dan PLB tidak akan diloloskan dengan mudah. Selanjutnya, adanya
pengawasan di dalam LTSA mengurangi praktik penerbitan dokumen yang tidak patut
atau ilegal, seperti yang dinyatakan oleh para pemimpin masyarakat setempat:

246 Bank Dunia, “Pekerja Global Indonesia: Antara Peluang dan Resiko,” Laporan Bank Dunia, November 2017, h. 42.

247 Kantor Imigrasi membagi warga Indonesia yang melintas perbatasan berdasarkan dokumen identifikasi luar negeri, yaitu

926

paspor dan PLB yang hanya dapat dimiliki oleh warga Nunukan.
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Praktik keberangkatan dengan dokumen palsu adalah hal biasa. Penduduk
kami sendiri juga terlibat dalam membantu orang mendapatkan dokumen; ini
telah menjadi bisnis sehari-hari. (Penghasilannya) tidak buruk ... ada orang
yang bisa memilikRi rumah berlantai dua karena bisnis ini ... walaupun hanya

menyediakan dokumen tertentu ... yah, sejak 2 atau 3 tahun yang lalu kondisinya
telah berubah ... Rarena LTSA ada di sana ... semakin sulit untuk memalsukan
(dokumen-dokumen) ...%48

Tidak diragukan lagi, faktor geografis dan budaya di Nunukan ini telah berkontribusi
pada situasi TPPO yang terjadi di Nunukan dan atau transit melalui wilayah perbatasan
ini.

2. Faktor Ekonomi

Kesenjangan ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong bagi orang-orang untuk
memilih meninggalkan tempat asal mereka. Ini terutama terjadi ketika tempat asal tidak
memberikan kesempatan kerja yang cukup dan layak. Selain itu, ada pandangan umum di
masyarakat bahwa dengan bekerja di luar negeri mereka bisa mendapatkan penghasilan
yang lebih baik. Mayoritas pekerja migran berasal dari daerah Sulawesi Selatan dan
Nusa Tenggara Timur. Di dua daerah tersebut, kisah sukses migrasi diketahui secara
luas dan beberapa orang di kedua daerah tersebut percaya bahwa Malaysia adalah
tanah yang disediakan Tuhan untuk mereka.?*® Mereka dibujuk untuk mendapatkan
pekerjaan dan gaji yang layak. Namun, ketika para PMI telah bekerja di Malaysia, mereka
menemukan situasi yang tidak seperti yang dibayangkan dan mungkin lebih buruk dari
yang diharapkan. Sementara itu kembali ke desa asal mereka bukanlah suatu pilihan.
Selain malu dan tidak mau dicap gagal, tidak tersedianya lapangan kerja di tempat asal
memaksa mereka untuk tetap tinggal.?® Mereka tidak punya pilihan selain bekerja di
Malaysia sambil mempelajari situasi yang ada.

Hal ini dikonfirmasi oleh penelitian yang menyatakan bahwa ketika Indonesia memiliki
masalah kronis terkait pengangguran dan penghasilan rendah, ekonomi Malaysia
sepenuhnya bergantung pada PMI yang berdampak pada eksploitasi kerja antara 15-
25 persen dari total Pekerja Migran Indonesia di Malaysia.?* Selain itu, upah minimum
di Malaysia lebih tinggi dari Indonesia. Misalnya, pada tahun 2018 upah minimum di
Malaysia adalah MYR 1100 (USD250) untuk semua sektor kerja termasuk perkebunan
dan pekerja rumah tangga. Sedangkan di Nunukan upah minimum adalah
Rp2.630.000,00 (USD180) dan upah minimum ini hanya berlaku untuk sektor pekerjaan
formal seperti perusahaan dan pabrik. Sedangkan untuk pekerja rumah tangga dan
pekerja perkebunan, tidak ada peraturan tentang upah minimum. Karenanya, sebagian
besar pekerja yang bekerja di sektor-sektor ini akan dibayar di bawah standar gaji
minimum.

248 Diskusi kelompok terarah dengan aktivis LSMdan pemimpin masyarakat, 17 November 2018
249 Diskusi informal dengan deportan yang pergi ke Malaysia secara ilegal, Rumah singgah, Nunukan, 15 November 2018
250 |bid.

251 Benny Hari Juliawan, “Melihat migrasi lewat kacamata negara: kasus TKI ilegal yang dideportasi dari Malaysia,” Ulasan anti
TPPO11(2018), h. 37.

Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan 97



3. Akses ke Informasi tentang Migrasi Aman
dan Hak Pekerja Migran

Rendahnya tingkat kesadaran tentang migrasi yang aman dan hak-hak pekerja migran
menjadi salah satu faktor yang membuat pekerja migran memasuki perangkap migrasi
ilegal, dan situasi TPPO. Para pekerja migran ini seringkali tidak mengetahui prosedur
dan persyaratan untuk bekerja di Malaysia dan apakah mereka dapat mengakses
prosedur dan pelayanan tersebut.?? Saat ini, sosialisasi tentang prosedur dan pelayanan
umumnya dilakukan melalui media elektronik, tetapi harus diakui bahwa masyarakat,
terutama mereka yang datang dariluar Nunukan tidak memiliki kesadaran akan teknologi
tersebut.

Kehadiran agen yang beroperasi secara ilegal juga memengaruhi pekerja migran untuk
pindah ke rute ilegal. Ini karena pasokan pekerja migran dianggap sebagai bidang usaha,
yang bisa memberikan keuntungan besar. Salah satu peserta menyatakan,

«“

yah ... Rita dapat membangun rumah karena bisnis ini, itu tidak buruk, semua
orang mendapatkan bagian mereka; yang mengakomodasi, mencari dokumen,

dan membawa ke perbatasan, hampir semua dari kami dapat mengambil
manfaat dari bisnis ini ..”*>

Bagi yang berangkat melalui prosedur reguler, mereka juga tidak memahami risikonya
dan tidak tahu hak mereka untuk menyimpan dokumen perjalanan dan pekerjaan
sendiri saat bekerja di Malaysia.»* Beberapa dari mereka tidak mengerti fungsi
paspor.?> Dari pengamatan di pelabuhan Tunon Taka, tim menemukan bahwa pekerja
yang melewati pos pemeriksaan imigrasi tidak menyimpan dokumen perjalanan tetapi
dokumen dikumpulkan dan dipegang oleh agen yang menemani mereka ke kapal untuk
menyeberangi perbatasan. Meskipun ada kru di kapal, kru tidak memiliki otoritas untuk
mempertanyakan mengapa paspor tidak dipegang oleh pemiliknya masing-masing.
Wewenang kru adalah untuk memeriksa berapa banyak penumpang di kapal dan apakah
kapal kelebihan muatan. Selain itu, kru yang menemani tim peneliti menyatakan bahwa
praktik mempertahankan paspor oleh agen sangat umum, hal ini untuk mencegah
pekerja melarikan diri dari agen setelah mereka tiba di Malaysia.?*®

Dari situasi yang diuraikan di atas, penting untuk memberikan sesi kesadaran tentang
migrasi yang aman dan risiko TPPO melalui lintas batas ilegal. Informasi ini harus
disebarkan kepada masyarakat di daerah asal dan juga di Nunukan itu sendiri. Kedua
area harus bekerja bersama untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas komunitas
mereka tentang masalah TPPO dan kejahatan terkait perbatasan lainnya.

252 Diskusi kelompok terarah, BP3TKI, tanggal 15 November 2018.

253 Diskusi kelompok terarah dengan aktivis LSM, di rumah Johan, 177 November 2018.
254 pengamatan, Pelabuhan Tunon Taka, 16 November 2018.

255 pengamatan, Pelabuhan Tunon Taka, 16 November 2018.

256 pengamatan, Pelabuhan Tunon Taka, 16 November 2018.
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Kebijakan Pemerintah dan Penerapannya

Nunukan memiliki peraturan khusus untuk mencegah tindak pidana perdagangan
orang, yaitu Peraturan Daerah No. 16 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan
Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (dengan ini disebut Perda). Salah satu
pertimbangan utama di balik perumusan peraturan daerah ini adalah keprihatinan akan
praktik tindak pidana perdagangan orang yang terus meningkat di kabupaten ini, di
mana kabupaten tersebut menjadi daerah transit tindak pidana perdagangan orang di
seluruh Indonesia.”®’

Perda ini, telah mengeluarkan mekanisme untuk menangani perdagangan orang,
terutama untuk pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Pasal 7 (1) menetapkan
bahwa setiap orang yang akan bekerja diluar Nunukan harus memiliki Surat Rekomendasi
Bekerja Luar Daerah (SRBLD).?*® Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apakah
surat itu hanya berlaku untuk warga Nunukan, atau juga berlaku untuk orang yang
bukan berasal dari Nunukan. Dalam pasal (2), dinyatakan bahwa untuk memperoleh
surat itu, pemohon harus mengajukan permohonan kepada kepala desa.?*® Lebih lanjut,
Perda ini juga menjelaskan bahwa surat SRBLD akan dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Nunukan.?®®

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ditemukan bahwa sepanjang
tahun 2018, ada 6.763 SRBLD yang dikeluarkan oleh agen. Namun, berdasarkan data
BNP2TKI, pada tahun 2018, hanya ada 554 PMI yang berasal dari Nunukan.?®* Dengan
banyaknya surat rekomendasi ini, pengawasan terus-menerus perlu dilakukan untuk
mencegah terjadinya TPPO.

Lebih lanjut, Perda tidak secara jelas menetapkan bagaimana setiap langkah pencegahan
harus dilakukan. Satu-satunya poin yang dibuat adalah bahwa tugas untuk mencegah
tindakpidanaperdaganganorangdiKabupaten Nunukanadalahtanggungjawabkeluarga,
masyarakat dan otoritas lokal Nunukan.?®? Untuk menerapkan tujuan peraturan daerah
tentang tindak pidana perdagangan orang, Perda juga mengamanatkan pembentukan
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun,
hingga akhir 2018, Gugus Tugas ini belum juga dibentuk.

PMI di Nunukan telah teridentifikasi memanfaatkan laut sebagai alat transportasi.
Misalnya, ada penggerebekan diperairanyangdilakukan oleh Dinas Transportasi Nunukan
bersama dengan tim gabungan dari Angkatan Laut, Otoritas Pelabuhan dan Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP). Tim gabungan menemukan bahwa longboat yang mencoba
menyeberang ke Pulau Sebatik membawa beberapa penumpang yangterdiridariseorang
wanita di bawah umur dan beberapa wanita. Ada kecurigaan bahwa longboat membawa

257 Lihat pertimbangan dalam peraturan daerah No. 16 tahun 2015 mengenai Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang

258 pasal 7(1) Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2015 mengenai Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan

Orang

259 |bid., pasal 7(2).

260 Diskusi kelompok terarah, Dinas Tenaga Kerja, 15 November 2018

261 Jumlah Penempatan TKI Berdasarkan Provinsi Asal Tahun 2018, Data BNP2TKI Tahun 2018, h:58

262 pasal 5(2)Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2015 mengenai Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan

Orang

263 Diskusi kelompok terarah dengan Dinas Transportasi, tanggal 15 November 2018
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penumpang ke Malaysia secara ilegal, tetapi karena Dinas Transportasi Nunukan hanya
memiliki wewenang untuk mengawasi izin rute keberangkatan dan dokumen perjalanan
kapal, Dinas Transportasi tidak memeriksa penumpang dan hal-hal lain.Langkah yang
dilakukan tim gabungan adalah memerintahkan longboat untuk kembali ke tempat
asalnya dan mewajibkannya membawa dokumen perjalanan lain kali.?®?

Selanjutnya, pada tahun 2018 inspeksi bersama juga dilakukan oleh BP3TKI Nunukan,
Polisi Laut Nunukan, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Kantor Tenaga Kerja, Kantor Catatan
Sipil, Kantor Imigrasi, Otoritas Pelabuhan, dan Polisi Masyarakat di Pelabuhan Laut
Tunon Taka. Dengan inspeksi bersama ini, pihak berwenang setempat telah mencegah
kepergian 35 orang yang diduga tidak memiliki dokumen kerja.?** Namun, tidak ada
penyelidikan lebih lanjut tentang kasus ini. Mengembalikan orang-orang ke tempat asal
mereka adalah satu-satunya solusi yang ditawarkan pemerintah daerah.

Fakta bahwa Pemerintah Nunukan belum membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kesenjangan besar antara jumlah
surat rekomendasi dan jumlah aktual warga Nunukan yang bekerja di luar negeri,
serta tidak tersedianya investigasi lebih lanjut terhadap hasil inspeksi gabungan telah
menggambarkan tingkat komitmen dan pemahaman para pemangku kepentingan terkait
dalam menangani masalah TPPO. Dengan meningkatkan kapasitas dan infrastruktur
untuk memerangi TPPO dan memberikan respons terintegrasi kepada korban, masalah
TPPO dapat diatasi dengan lebih efektif.

G AKTOR UTAMA YANG TERLIBAT

Menurut Perda No. 16 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang, ada beberapa tokoh yang terlibat membantu kasus TPPO di Nunukan,
mulai dari pemerintah daerah, lembaga pemerintah vertikal seperti Kantor Imigrasi, BP3TKI
dan lembaga-lembaga penegakan hukum serta organisasi non-pemerintah.

1.

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang

Meskipun Nunukan telah memberlakukan peraturan daerah tentang TPPO pada tahun
2015 dan peraturan tersebut memberi mandat kepada Pemerintah Kabupaten untuk
membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan
Orang, namun, hingga kini Gugus Tugas tersebut belum dibentuk. Dengan tidak adanya
Gugus Tugas, peran Program anti-TPPO termasuk pencegahan dan bantuan terhadap
korban dilakukan oleh beberapa lembaga yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Sosial (DINSOS) dan Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Nunukan.

263 Diskusi kelompok terarah dengan Dinas Transportasi, tanggal 15 November 2018

264 Lihat http://www.bnp2tki.go.id/berita-detail/cegah-pmi-non-prosedural-bp3tki-nunukan-lakukan-razia-di-pelabuhan-

tunontaka
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DP3AKB memiliki peran utama merekam data TPPO dari berbagai lembaga,
mengarusutamakan isu TPPO ke masyarakat dan lembaga pemerintah lainnya dan
mengawasi penerapan P2TP2A sebagai penyedia pelayanan bagi korban kekerasan,
termasuk TPPO. Sayangnya, kurangnya anggaran dari pemerintah daerah dan kurangnya
pengawasan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
telah menjadi tantangan bagi DP3AKB untuk menjalankan peran dan tanggung jawab
mereka.?®> Meskipun sebagian besar Pejabat di DP3AKB mengakui bahwa Nunukan
rentan terhadap situasi TPPO, namun sumber daya dan anggaran yang terbatas ini telah
menempatkan mereka dalam situasi yang sulit. Namun demikian, DP3AKB berusaha
sebaik mungkin untuk merespons kasus TPPO misalnya dengan membangun saluran
komunikasi informal dengan DP3AKB daerah asal korban, merujuk kasus ke tingkat
provinsi dan lain-lain. Namun, dengan program pencegahan yang masih terbatas dan
bantuan untuk korban juga tidak dapat disampaikan secara komprehensif, pemulangan
para korban ke tempat asal mereka menjadi prioritas bagi DP3AKB.

Lembaga lain adalah Dinas Sosial (DINSOS) yang memiliki tanggung jawab untuk
memberikan pendidikan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait isu PMI dan
memberikan dukungan psikologis bagi korban kekerasan yang mengalami kasus-kasus di
Nunukan atau transit di Nunukan seperti para PMI yang kembali dari Malaysia melalui
Nunukan, dan program reintegrasi ke warga Nunukan. Namun, alokasi anggaran dari
Pemerintah Kabupaten ke DINSOS terbatas. Menanggapi situasi ini, DINSOS menjalin
kerja sama dengan mitra lain, misalnya pemimpin masyarakat, organisasi berbasis
agama, rumah sakit dan layanan sosial lainnya.?*®

Selanjutnya, menanggapi masalah TPPO, DINSOS memiliki berbagai program untuk
mengatasi situasi tersebut. Pertama, memberikan konseling dasar kepada masyarakat
tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Kedua, memberikan konseling dasar
terhadap PMIyang kembali dari Malaysia yang dibantu oleh BP3TKI tentang migrasi yang
amandanrisiko TPPO. Ketiga, memberikan rehabilitasi dalam bentuk dukungan psikologis
dan konseling psikososial untuk korban yang membutuhkannya. Bagi para korban yang
berasal dari luar Nunukan, dukungan akan diberikan selama korban berlindung di
Nunukan, menunggu proses kepulangan mereka. Untuk korban yang merupakan warga
Nunukan, dukungan akan diberikan kapan saja berdasarkan kebutuhan dan penilaian
korban. Keempat, mengembalikan korban ke daerah asal dengan berkolaborasi dengan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Namun, DINSOS juga tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan bantuan
rehabilitasi.?®’” Tantangan lain adalah keterbatasan sumber daya manusia, dalam hal
kepegawaian dan kapasitas staf.?*® Dengan sumber daya yang terbatas ini, DINSOS
tidak dapat memberikan bantuan yang komprehensif termasuk mengidentifikasi jenis
eksploitasi dan situasi TPPO yang dihadapi korban. Oleh karena itu, DINSOS hanya
menyampaikan informasi yang disediakan oleh Konsulat Jenderal sebagai lembaga
pertama yang mengidentifikasi kasus tersebut.?®® Misalnya, jika Konsulat Jenderal

265 Wawancara mendalam dengan Kantor DP3AKB, 15 November 2018g

266 Diskusi kelompok terarah, Dinas Sosial, 15 November 2018.

267 |bid.
268 |bid.
269 |bid.
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menyatakan seorang individu sebagai korban TPPO, DINSOS akan memberikan
bantuan lebih lanjut seperti berkomunikasi dengan pihak lain untuk mendukung
program pengembalian dan rehabilitasi. Namun, tidak ada komunikasi dengan
Konsulat Jenderal sebagai penyedia layanan pertama tentang jenis bantuan yang telah
diberikan sebelumnya dan peningkatan kondisi psikologis korban. Karenanya, respons
komprehensif dan bantuan terpadu tidak dapat dimonitor.

Bersama dengan D3AKB dan DINSOS, ada P2TP2A yang juga diamanatkan untuk
memberikan pelayanan langsung kepada korban. P2TP2A juga memiliki akomodasi
sementara, namun, mengingat anggaran yang terbatas, akomodasi sementara ini tidak
dapat dijalankan dan bangunan ditinggalkan dan tidak digunakan.

2. Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Nunukan

Dibangun di tahun 2016 dengan dukungan anggaran Kabupaten Nunukan, LTSA
bertujuan menyederhanakan proses migrasi, dengan biaya yang lebih murah dan
menjamin perlindungan PMI.2’° Pembentukan LTSA diamanatkan oleh UU No. 18 tahun
2017 tentang Perlindungan PMI. Pasal 38 ayat (2) menetapkan bahwa tujuan pendirian
LTSA adalah; (1) untuk mencapai efektivitas pengelolaan penempatan dan perlindungan
pelayanan Pekerja Migran Indonesia; (2) untuk menyediakan penanganan dokumen
yang efisien dan transparan untuk penempatan dan perlindungan calon tenaga kerja
dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan (3) untuk mempercepat peningkatan kualitas
pelayanan bagi Pekerja Migran Indonesia.

Dengan keberadaan LTSA, beberapa pelayanan untuk pekerja migran dapat
dikoordinasikan di satu tempat, meliputi: layanan informasi pekerja, catatan sipil,
Asuransi Kesehatan (BPJS Ketenagakerjaan), imigrasi dan polisi.?”* Sebelumnya,
pemalsuan identitas adalah hal yang umum dilakukan untuk mendapatkan dokumentasi
yang diperlukan calon pekerja yang akan berangkat. Namun, sejak LTSA didirikan, jumlah
dokumen palsu berkurang.?’? LTSA juga menyediakan mekanisme untuk menolak aplikasi
paspor yang mencurigakan. Di tahun 2017, ada 221 aplikasi paspor mencurigakan yang
ditolak. Hingga Oktober 2018, ada 132 kasus permohonan yang ditolak karena alasan
yang sama.

270 sjgit Ari Prasetyo, “Layanan Terpadu Satu Atap,” tersedia di https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-
bangkok/---ilo-jakarta/documents/meetingdocument/wcms_647497.pdf, diakses tanggal 1 Mei 2018.

21 bid.

272 Diskusi informal dengan deportan yang dideportasi karena prosedur ilegal ke Malaysia, Rumah Singgah, Nunukan, 15 November
2018.

102 Bab 6 : Profil Perdagangan Orang di Nunukan



Grafik 11. Data penolakan aplikasi paspor di LTSA
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Sumber: Data statistik Kantor Imigrasi Nunukan tahun 2018

Selain dari Kantor Imigrasi yang aktif terlibat dalam LTSA, BPJS Ketenagakerjaan juga
memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja. Para
pekerja yang mendaftar dengan program asuransi sosial akan dilindungi dari risiko
migrasi seperti penipuan, sakit dan cedera kerja, TPPO, dan kekerasan tenaga kerja
selama proses migrasi mereka, sejak pra-kerja, selama proses penempatan dan ketika
mereka kembali lagi ke asal mereka. Namun, asuransi kesehatan dan sosial ini dapat
diakses jika pekerja migran mendaftarkan proses migrasi mereka ke LTSA.

3. Balai Penempatan Perlindungan Pelayanan Tenaga Kerja
Indonesia (BP3TKI)

BP3TKI adalah unit pelayanan teknis di bawah Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia(BNP2TKI)di tingkat Provinsi. BNP2TKI adalah
lembaga pemerintah yang memiliki fungsi menerapkan kebijakan penempatan dan
perlindungan pekerja migran di luar negeri. Berdasarkan peraturan BNP2TKI No. 10
tahun 2016 tentang organisasi dan prosedur kerja untuk unit pelayanan teknis, BP3TKI
memiliki beberapa bagian yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya, yaitu:
Bagian Penempatan dan Program Pemasyarakatan, Bagian Persiapan dan Penempatan,
dan Bagian Perlindungan dan Pemberdayaan.

Di bawah Bagian Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI memiliki tugas khusus untuk
membantu pekerja migran yang kembali dari Malaysia, termasuk mereka yang kembali
karena status ilegal atau korban kekerasan dan kejahatan, termasuk TPPO. Untuk
membantu para migran yang kembali ini, BP3TKI telah mengembangkan prosedur
operasional standar mereka, sebagai berikut;?”

273 Diskusi kelompok terarah, BP3TKI, 15 November 2018
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(a) hari pertama, menjemput migran yang kembali di pelabuhan
(b) hari kedua, mengumpulkan sata migran
(c) hari ketiga dan keempat, memeriksa kebutuhan migran

(d) hari kelima, menyediakan alternatig penyelesaian bagi pekerja migran, baik
berupa:

(i) pemulangan
(i) menetap di Nunukan

(iii) kembali bekerja sebagai PMI di Malaysia.

Bagan 12. Mekanisme untuk Membantu PMI Bermasalah yang Kembali

Kedatangan IMWs dengan
masalah di pelabuhan Tunon Hari Pertama

Taka

Semua alat/perlengkapan komunikasi
telah diamankan oleh petugas untuk

menjaga ketertiban di rusun milik
RUSU” bersama(mereka akan dikembalikan
Bersama setelah keputusan dijamin atau

keputusan untuk dikembalikan oleh
pemerintah)

Penyediaan materi pelatihan
selama dua hari dari
instansi masing-masing

Pengumpulan data Pemilihan IMWs

IMWSs bermasalah bermasalah

Hari Pertama

Sumber: BP3TKI, 2018

Pendanaan penerapan skema seperti yang dijelaskan dalam bagan di atas didukung
sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Namun, ada beberapa kelemahan dalam menangani
situasi tersebut. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia. Fakta bahwa
mayoritas pejabat BP3TKI adalah laki-laki dan tidak memiliki keterampilan untuk
melakukan penilaian para korban tindak pidana perdagangan orang secara mendalam.
Masalah ini menyebabkan BP3TKI hanya mengandalkan data yang diberikan oleh
Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Malaysia mengenai kasus-kasus yang dialami
oleh pekerja Indonesia yang kembali.
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Gambar 6. Pusat Krisis, BP3TKI
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Sumber: Dokumentasi tim peneliti, 2018

Dengan sumber daya yang terbatas, BP3TK|I telah merancang pemulangan PMI
sebagai program utama. Namun, proses pemulangan ini bukan atas dasar sukarela,
tetapi merupakan kewajiban bagi semua PMI yang kembali karena deportasi melalui
Nunukan.?’* Alasan di balik keputusan ini adalah karena membiarkan PMI yang kembali
untuk tinggal di Nunukan akan memberikan dampak negatif pada masalah-masalah
sosial di kabupaten Nunukan seperti pengangguran yang tinggi dan munculnya kejahatan
yang dilakukan oleh para pekerja migran ini. Oleh karena itu, pemulangan paksa adalah
pilihan kebijakan yang mungkin dianggap tepat oleh BP3TKI.

Namun, kebijakan pemulangan paksa oleh BP3TKI tidak sepenuhnya menyelesaikan
masalah, terutama jika tidak disertai dengan penilaian yang terukur sebelum PMI
dipulangkan. Tanpa penilaian yang tepat, akar masalah yang dialami oleh orang yang
dideportasi dan sejauh mana indikasi terjadi tindak pidana perdagangan orang tidak
akan dapat diidentifikasi. Kondisi ini telah menghambat calon korban untuk menerima
bantuan lebih lanjut dari Pemerintah Indonesia. Menurut Pasal 48 UU No 21/2007,
korban tindak pidana perdagangan orang memiliki hak atas program rehabilitasi
kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan dan reintegrasi, bantuan hukum,
dan perlindungan, serta pemulihan.?”> Karena hasil penilaian ini akan digunakan oleh
lembaga pemerintah lain di daerah asal mereka sebagai data dasar untuk menangani
pekerja migran, termasuk jika ada indikasi bahwa migran yang kembali telah mengalami
TPPO saat melalukan perjalanan migrasi mereka.

274 Diskusi kelompok terarah, BP3TKI, 15 November 2019.
275 pasal 48, UU No. 21/2007 mengenai Pemberantasan Kejahatan TPPO.
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Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kota
Kinabalu dan Tawau

KJRI Kota Kinabalu dan Tawau, secara aktif memberikan program perlindungan warga
negara kepada warga negara Indonesia yang bekerja dan tinggal di kedua lokasi. Salah
satu programnya adalah bantuan konsuler. KJRI memiliki petugas khusus yang ditugaskan
untuk melakukan identifikasi terhadap semua keluhan termasuk kasus TPPO. Namun,
satu dari beberapa tantangan yang dihadapi oleh KJRI adalah keterbatasan sumber
daya. Jumlah pejabat yang sedikit dibandingkan dengan jumlah kasus yang diterima
oleh KJRI telah menghalangi kantor untuk dapat menggali informasi yang komprehensif
tentang setiap kasus. Masalah lain adalah kapasitas konsuler untuk melakukan proses
penyaringan. Tidak semua staf konsuler mendapat pelatihan tentang proses identifikasi
korban. Selain itu, peraturan Malaysia tentang TPPO juga mensyaratkan bahwa semua
korbanyang melaporkan kasus tersebut harus dilindungi di rumah aman Malaysia sampai
kasus tersebut diadili. Karena itu, menyelesaikan kasus hukum di Malaysia bukanlah
pilihan bagi banyak migran, maka Konsuler juga perlu mendukung keputusan korban.
Penelitian sebelumnya tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia telah
mengkonfirmasi alasan ini. Menurut penelitian, ada kecenderungan dari pemerintah
Indonesia di luar negeri (dalam hal ini, Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia) untuk
mengarahkan korban kembali ke tempat asal mereka.Ini disebabkan oleh beberapa
alasan. Pertama, jika korban memutuskan untuk mengajukan proses hukum, maka
mereka tidak dapat bekerja sambil menunggu proses hukum karena adanya hukum
perburuhan Malaysia yang melarang mereka untuk melakukannya. Kedua, proses hukum
berlangsung lama dalam hal durasi dan oleh karena itu para korban biasanya tidak dapat
menunggu sampai proses persidangan berakhir, sementara tetap ada kebutuhan untuk
bekerja dan mencari nafkah; ketiga, kejahatan ini sangat sulit untuk dibuktikan. Selama
mereka menunggu penyelesaian kasus yang difasilitasioleh Kedutaan Besar, ada sejumlah
besar dana yang diperlukan untuk menanggung biaya hidup korban.?’® Meskipun ada
tantangan, ada sejumlah kasus di mana pemerintah Indonesia akhirnya membantu para
korban, termasuk ketika korban kembali ke Indonesia, pemerintah masih membayar
biaya korban untuk kembali ke Malaysia jika perlu memberikan kesaksian. Misalnya,
pada tahun 2017, KIRI Kinabalu membantu 16 pekerja migran yang terindikasi sebagai
korban tindak pidana perdagangan orang di Malaysia dengan bantuan pemulangan.

Lembaga Penegakan Hukum

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, penegakan hukum di Nunukan telah
aktif terlibat dalam tindakan pencegahan TPPO. Berdasarkan data BP3TKI, ada empat
lembaga yaitu Kantor Polisi Nunukan, Polisi Laut dan Udara Kalimantan Utara, Kantor
Polisi Daerah Kalimantan Utara, Angkatan Laut dan Penjaga Laut dan Pantai Nunukan.
Mereka secara aktif merujuk kasus-kasus tersebut ke BP3TKI Nunukan untuk proses
pengembalianindividu yang telah diselamatkan dan dicegah untuk melintasi perbatasan.
Sayangnya, tidak ada investigasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi potensi kasus TPPO
selain pelintasan perbatasan ilegal. Oleh karena itu, jumlah individu yang telah dicegah

276 Andriany, Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pekerja Migran, n. 434.
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untuk melintasi perbatasan tinggi, tetapi jumlah kasus TPPO hampir nol. Di bawah
ini adalah jumlah individu yang telah dicegah untuk bermigrasi ke Malaysia karena
kurangnya dokumen yang mendukung.

Grafik 13. Jumlah Kandidat Migran yang Dicegah Melintasi Perbatasan
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6. Organisasi Non-pemerintah dan Lembaga Swadaya
Masyarakat

Organisasi non-pemerintah di Nunukan didominasi oleh organisasi berbasis agama
dan organisasi berbasis regional (organisasi yang didirikan berdasarkan etnis). Untuk
organisasi berbasis agama, organisasi Wanita Islam yaitu Aisyiah telah bekerja sama
dengan Pemerintah untuk mempromosikan pencegahan kekerasan terhadap wanita
dan anak-anak termasuk TPPO. Namun, pejabat organisasi mengkonfirmasi bahwa tidak
ada pejabat mereka yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang TPPO. Mereka
bahkan tidak pernah menghadiri pelatihan khusus tentang ini.?”” Organisasi berbasis
agama lain yang secara aktif menyediakan layanan bagi para migran rentan di Nunukan
adalah Komisi untuk Keadilan dan Perdamaian- Pastoral Peduli Migran dan Perantau.
Komisi ini berada di bawah Keuskupan Gereja Nunukan.?’®

Selanjutnya, di Nunukan ada juga beberapa organisasi yang berbasis regional/etnis.
Sebagai contoh, orang-orang dari Sulawesi Selatan yang bermigrasi ke Nunukan dan
tinggal di Nunukan selama berabad-abad, mereka membangun komunitas mereka

277 Diskusi Kelompok Terarah, Nasyiatul Aisyiah, 15 November 2018
278 Wawancara mendalam dengan Aktivis Gereja dan Organisasi Non-pemerintah, 15 November 2018
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sendiri dan mendirikan sebuah organisasi berbasis etnis. Seringkali, migran atau korban
lari ke organisasi ini untuk mencari bantuan, karena mereka memiliki bahasa yang
sama dan merasa aman. Namun, dalam beberapa kasus, organisasi ini juga digunakan
oleh perekrut untuk mengidentifikasi calon potensial pekerja migran. Oleh karena itu,
pengetahuan dasar tentang TPPO dan cara membantu korban harus disediakan untuk
organisasi masyarakat ini.

TANTANGAN DALAM MENCEGAH DAN
MENANGANI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DI NUNUKAN

1.

Koordinasi Antar Lembaga

Salah satu tantangan di Nunukan adalah koordinasi antarlembaga. Masing-masing
lembaga berfokus pada tanggung jawab masing-masing dan inisiatif yang rendah untuk
berkoordinasi satu sama lain. Misalnya, ketika Dinas Transportasi menemukan kapal
mencurigakan yang mengangkut penumpang tanpa dokumen kapal, mereka hanya
memeriksa kelayakan kapal, dan tidak menilai latar belakang penumpang.?”

Banyak lembaga pemerintah berpikir bahwa TPPO adalah masalah bagi Penegakan
Hukum, DP3AKB, DINSOS, dan P2TP2A saja. Oleh karena itu, walaupun lembaga-
lembaga pemerintah lain menyadari bahwa situasi TPPO mungkin terjadi, mereka tidak
mengambil tindakan lebih lanjut. Situasi ini juga berkontribusi terhadap ketidakefektifan
penerapan peraturan daerah tentang TPPO. Misalnya, ketika Kantor Catatan Sipil
melakukan inspeksi insidental bersama Satpol PP*°, ditemukan bahwa ada indikasi
pelacuran anak yang melanggar hukum tindak pidana perdagangan orang dan hukum
perlindungan anak. Namun, Kantor Catatan Sipil hanya memeriksa KTP orang-orang
yang diduga terlibat dan tidak mengambil tindakan lebih lanjut terhadap mereka.
Kantor Catatan Sipil berpendapat bahwa penanganan tindakan tersebut tidak di bawah
yurisdiksi mereka.?®! Kantor Catatan Sipil dan Satpol PP juga tidak mengeluarkan laporan
apa pun kepada pihak berwenang yang berkompeten mengenai kecurigaan itu. Kondisi
ini telah teridentifikasi sebagai salah satu tantangan untuk mengatasi masalah TPPO
secara efektif.

Di sisi lain, masalah TPPO belum diarusutamakan oleh Pemerintah sebagai program
prioritas, meski Pemerintah telah memberlakukan peraturan daerah tentang TPPO.
Masalah TPPO tidak dibahas secara luas. Program intervensi untuk mencegah TPPO dan
Migrasi llegal belum digabung sebagai program bersama. DP3AKB memiliki kampanye
anti TPPO, namun tidak menyertakan BP3TKI dan Dinas Tenaga Kerja sebagai sektor
utama dalam mencegah migrasi ilegal. Pada saat yang sama, BP3TKI Nunukan memiliki
banyak program pencegahan migrasi tenaga kerja ilegal, namun tidak menyentuh isu
TPPO.

279 Diskusi kelompok terarah, Dinas Tenaga Kerja, 15 November 2018

280 satpol PP adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban di setiap tingkat pemerintah daerah.

281 Diskusi kelompok terarah, Kantor Catatan Sipil, 15 November 2018
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Kurangnya koordinasi antarlembaga juga berdampak pada buruknya pengumpulan data
TPPO di Nunukan. Karena tidak ada koordinasi antarlembaga, pembagian data juga
tidak dapat dilakukan dan dilaporkan. Tidak ada pemeriksaan lebih lanjut dari kasus-
kasus yang telah ditangani oleh masing-masing lembaga, ini telah berkontribusi pada
pengumpulan data yang buruk. Sebagai contoh, pada tahun 2018 LTSA telah menolak
132 aplikasi paspor dan salah satu alasan penolakannya adalah pemohon tidak dapat
menyelesaikan persyaratan aplikasi paspor dan mencegah pemohon terpapar kejahatan
TPPO dan orang-orang yang melakukan penyelundupan. Namun, tidak ada tindak lanjut
atau intervensi lebih lanjut terhadap pemohon ini. Idealnya, pemantauan dan bantuan
terhadap pemohon harus dilakukan, sehingga pemerintah dapat mengukur bahwa
pemohon aman dan dapat mengajukan kembali paspor dengan dokumen lengkap
dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang migrasi yang aman dan isu migrasi
tenaga kerja, termasuk risiko TPPO.

Untuk mengatasi masalah seperti itu, pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan
Penanganan TPPO sebagai badan koordinasi sangat dibutuhkan. Dengan Gugus
Tugas ini, masing-masing lembaga akan memiliki pemahaman tentang peran mereka
dalam menangani TPPO, sehingga masing-masing lembaga dapat berkontribusi untuk
merancang dan menerapkan program anti TPPO. Selain itu, dengan Gugus Tugas ini,
pemerintah juga akan memiliki mekanisme dan platform rujukan yang jelas dalam
membantu pencegahan dan penanganan TPPO.

Komitmen Pemerintah

Meski demikian, pemerintah telah memberlakukan peraturan daerah tentang TPPO,
namun, alokasi anggaran untuk program anti-TPPO perlu ditingkatkan. Anggaran
yang cukup memainkan peran penting untuk mendukung keberhasilan program.
Untuk meningkatkan komitmen, sangat penting untuk melakukan beberapa intervensi
pada advokasi anggaran dan mengembangkan kapasitas lembaga pemerintah dalam
merancang program anti-TPPO. Selainitu, pengawasan dan pemantauan dari Pemerintah
Pusat juga penting untuk mendorong komitmen pemerintah daerah.

Kapasitas Petugas Garis Depan dan Penegakan Hukum

Demikian pula dengan bidang lain, kapasitas penegakan hukum dan petugas garis depan
masih menjadi salah satu tantangan dalam menangani kasus TPPO. Pengetahuan yang
beragam tentang TPPO dapat terefleksikan dari tanggapan yang berbeda. Selain itu,
masalah kapasitas ini juga dapat terlihat dari Laporan Polisi, Surat Dakwaan dan Putusan
Pengadilan atas kasus-kasus tersebut.

Berbagai tanggapan dalam mendefinisikan kasus TPPO dapat diperoleh dari data yang
dikumpulkan oleh masing-masing lembaga. Sebagai contoh, DP3AKB, P2TP2A, dan Dinas
Sosial akan menentukan suatu kasus sebagai kasus TPPO tidak peduli eksploitasi terjadi
di Nunukan atau di luar Nunukan. Sementara bagi BP3TKI yang berurusan dengan PMI,
suatu kasus akan dianggap sebagai TPPO jika PMI telah teridentifikasi sebagai korban
TPPO oleh Konsulat Jenderal yang mengakui proses pengembalian PMI tersebut.
Namun, Konsulat hanya akan mengklasifikasikan PMI sebagai korban tindak pidana
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perdagangan orang, jika PMI tersebut menyelesaikan kasus hukumnya di Malaysia.??
Di sisi lain, banyak PMI di Malaysia memutuskan untuk menyelesaikan kasus mereka
melalui mekanisme non-litigasi, alih-alih prosedur hukum, karena banyak alasan, dan
kembali ke negara asal sesegera mungkin adalah pilihan utama mereka. Dengan definisi
ini, banyak kasus PMI yang juga bersesuaian dengan unsur TPPO pada Protokol Palermo
dan UU No. 21/2007, tidak dapat dianggap sebagai kasus TPPO, karena PMI tidak
menyelesaikan kasus mereka melalui sistem peradilan pidana di Malaysia. Ketika kasus-
kasus tersebut direfleksikan sebagai kasus non-TPPO, pemerintah daerah di Indonesia
tidak akan menyadari bahwa kasus tersebut sebenarnya adalah kasus TPPO, karena tidak
adanya penilaian ulang begitu PMI tiba di Indonesia, walaupun pemulangan melalui
skema deportasi dari Pemerintah Malaysia dengan beberapa masalah yang mungkin
ditemui selama perjalanan migrasi mereka.

Selain itu, tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang TPPO dari lembaga penegakan
hukum dapat tercermin dari jumlah kasus yang ditangani dan bagaimana kasus tersebut
dituntut oleh lembaga penegakan hukum. Dalam lima tahun sejak tahun 2014, sudah
ada tiga kasus yang diproses berdasarkan UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan
Kejahatan TPPO, namun hanya satu kasus yang dinyatakan sebagai Kejahatan TPPO.
Sementara itu, kasus-kasus lain diadili berdasarkan undang-undang yang berbeda,
meskipun laporan investigasi dan surat dakwaan menyatakan bahwa pelaku telah
melanggar hukum TPPO.

Sebagai contoh, dalam putusan pengadilan No. 170/Pid.Sus/2016/PN.NNK, para korban
berasal dari Manado, Sulawesi Utara.?® Para korban dijanjikan pekerjaan sebagai pelayan
dengan gaji yang bagus. Namun, begitu tiba di Nunukan, mereka dipekerjakan di sebuah
bar dan dipaksa untuk memberikan pelayanan seksual. Majikan akan mengenakan denda
Rp300.000,00/hari jika mereka tidak muncul di bar, serta membayar biaya perjalanan

dari Manado ke Nunukan, jika mereka memutuskan untuk meninggalkan bar.

Kasus 1. Putusan Pengadilan Negeri Nunukan
No. 170/Pid.Sus/2016/PN.NNK

Para korban ditawari pekerjaan sebagai pendamping wanita di sebuah klub
karaoke bernama “Mahkota” di Kabupaten Nunukan. Mereka dijanjikan akan
dibayar gaji bulanan sebesar Rp3.000.000,00 dan fasilitas akomodasi yang

dilengkapi dengan AC. Awalnya, mereka menolak dan berniat meninggalkan
tempat itu, tetapi agen yang merekrut mereka meminta biaya kompensasi
sebesar Rp4.600.000,00 untuk biaya perjalanan mereka dari Manado ke Sebatik.
Para korban dipaksa untuk menandatangani kontrak selama enam bulan dengan
gaji kurang dari Rp2.000.000,00, termasuk denda per hari Rp300.000,00 jika
mereka tidak datang.

282 Wawancara mendalam, Konsulat Jenderal Indonesia di Kuching, 5 Desember 2018.
283 pytusan Pengadilan Negeri Nunukan No. 170/Pid.Sus/2016/PN.NNK
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Laporan Polisi menyatakan bahwa kasus di atas adalah kasus TPPO, sementara jaksa
penuntut telah membuat dakwaan berbasis alternatif antara undang-undang tentang
pencegahan TPPO dan artikel tentang perbuatan cabul di bawah KUHP. Surat dakwaan
pertama yang digunakan jaksa penuntut menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO
menetapkan bahwa “Siapa pun yang merekrut, mentranspor, menaruh, mengirim,
mentransfer, atau menerima seseorang melalui ancaman kekerasan, penggunaan
kekerasan, penculikan, penahanan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan
atau posisi rentan, jeratan hutang atau pemberian pembayaran atau mendapat manfaat
sehingga mendapat persetujuan dari orang lain yang bertanggung jawab atas orang
tersebut, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di dalam wilayah Republik
Indonesia.” Dakwaan kedua, di mana jaksa penuntut mendakwa pelaku berdasarkan
pasal 296 KUHP menetapkan bahwa “Setiap orang yang melakukan pekerjaan atau
kebiasaan yang dengan sengaja menyebabkan atau memfasilitasi tindakan cabul oleh
orang lain dengan pihak ketiga”.

Menanggapi dakwaan ini, Hakim memutuskan untuk menggunakan Pasal 296 sebagai
hukuman utama, sehingga pelaku dihukum dengan delapan bulan penjara, bukannya
UU No. 21/2007 bahkan ketika unsur eksploitasi seksual ditemukan dengan jelas
dalam kasus ini. Contoh lain juga tercermin pada kasus 13 calon buruh migran yang
diselamatkan oleh kantor polisi Nunukan.

Kasus 3. Putusan Pengadilan Negeri Nunukan
No. 152 / Pid.Sus / 2018 / PN.Nnk.

Ada tiga belas korban, termasuk empat anak laki-laki, tiga perempuan dan enam
anak dalam kasus yang diadili. Para pelaku tidak dapat mengidentifikasi nama-
nama korban. Tugas utama para pelaku adalah mengirimkan semua korban. Para

korban dimaksudkan untuk dipekerjakan di Malaysia tanpa mengurus dokumen
apa pun di Nunukan. Mereka semua berasal dari Pare-Pare, Sulawesi Selatan.
Mereka transit di satu rumah di Nunukan dengan membayar RM 200 atau sekitar
Rp6.000.000,00 ketika polisi menangkap para pelaku.

Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum mendakwa pelaku dengan pasal 120 ayat
(2) hukum Imigrasi dan sebagai dakwaan alternatif, pasal 81 UU No. 18 tahun 2017
tentang perlindungan PMI. Lebih lanjut, para hakim menanggapi kejahatan ini sebagai
pelanggaran hukum tentang perlindungan terhadap PMI. Pertimbangannya, Majelis
Hakim menyatakan bahwa rute transportasi bagi para calon migran ini adalah rute ilegal
tanpa kontrol imigrasi. Selain itu, Hakim juga membuktikan bahwa tidak ada izin bagi
pelaku untuk mengirim korban sebagai PMI. Namun, karena penangkapan dilakukan
sebelum para korban tiba di Malaysia, dan eksploitasi belum terjadi, hakim menyatakan
bahwa tindakan tersebut adalah tindakan kriminal perlindungan bagi PMI. Pelaku
dijatuhi hukuman delapan bulan penjara dan denda Rp. 5.000.000 dengan satu bulan
penjara sebagai pengganti.
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Berdasarkan kasus di atas, dapat ditemukan bahwa tindakan tersebut juga dapat
diperlakukan sebagai TPPO di bawah Hukum Indonesia. Menurut pasal 4 (1) disebutkan:

“...setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar negeri dengan
tujuan mengeksploitasi mereka di luar wewenang Indonesia akan dihukum
dengan hukuman penjara minimal tiga tahun dan maksimum 15 tahun dengan
denda minimum 120 juta dan maksimum 600 juta’Menurut yurisprudensi,

tujuan eksploitasi dapat diindikasikan dengan menghindari prosedur hukum,
memalsukan dokumen, menggunakan utang, dll. Selain itu, fakta bahwa
beberapa korban juga anak-anak, menjadikannya harus diselidikri lebih lanjut
tentang ada atau tidaknya indikasi TPPO.

Di antara alasan lain mengapa penegak hukum tidak mengadili kasus tersebut dengan
UU TPPO adalah ketersediaan anggaran dan kurangnya koordinasi dengan lembaga
penegak hukum lainnya. Sebagian besar pelaku tindak pidana perdagangan orang
lintas batas berada di Malaysia dan bantuan timbal balik diperlukan untuk menangani
kasus ini. Kasus yang melibatkan yurisdiksi Malaysia, akan jauh lebih sulit ditangani oleh
pejabat penegak hukum. Elemen “eksploitasi” dalam tindak pidana perdagangan orang
sulit dibuktikan dan kemungkinan akan lebih sulit untuk diterapkan ketika melibatkan
pelaku dari Malaysia, yang menjadikan kasus tersebut sebagai “elemen internasional”.?%
Selanjutnya, proses rekrutmen telah terjadi di tempat asal, di luar Nunukan, dan
penegakan hukum membutuhkan lebih banyak dukungan untuk melakukan penyelidikan
mendalam tentang hal ini. Terakhir, unsur tindak pidana perdagangan orang tidak
mudah dibuktikan.?®> Formulasi kejahatan tindak pidana perdagangan orang jauh lebih
sulit daripada hukum imigrasi, KUHP dan juga hukum perlindungan PMI. Tidak semua
penegak hukum setuju bahwa niat eksploitasi dapat dibuktikan meskipun telah ada
beberapa yurisprudensi dalam kasus ini.

Koordinasi Antar Wilayah

Masalah lain adalah kurangnya koordinasi regional antar pemerintah kota/provinsi.
Kabupaten Nunukan merupakan daerah transit utama. Dibutuhkan kerja sama antara
Nunukan sebagai daerah transit dan daerah lain sebagai daerah asal, seperti Sulawesi
Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Hingga saat ini, belum ada Perjanjian Kerja Sama
antara daerah asal dan transit untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang. Peran
daerah asal dan transit sangat penting dalam pencegahan dan pengendalian tindak
pidana perdagangan orang.?®

284 \Wawancara mendalam, Kejaksaan Negeri Nunukan

285 Wawancara mendalam, Kejaksaan Negeri Nunukan, Didukung oleh Dakwaan dan Keputusan dalam kejahatan terkait
Keimigrasian, 16 November 2018

286 \Wawancara mendalam, BP3TKI, 16 November 2016
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7

KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI






() KESIMPULAN

Dari studi lapangan dari empat daerah perbatasan yaitu Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu dan
Nunukan serta tinjauan literatur, penelitian menemukan bahwa ada beberapa kesamaan
dalam hal risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyebab TPPO. Selain itu,
penelitian ini juga melihat adanya perbedaan dalam hal komitmen dan kapasitas pemerintah
daerah dalam menangani masalah TPPO di setiap wilayah.

1.

Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan

Situasi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah
Perbatasan

Pola TPPO di empat wilayah ini dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama,
perdagangan orang terjadi baik di dalam wilayah perbatasan Indonesia (internal)
maupun melintasi perbatasan Indonesia (lintas batas) ke Malaysia. Kedua, perdagangan
orang secara internal atau lintas batas terjadi dalam bentuk eksploitasi tenaga kerja (di
perkebunan, rumah tangga, pekerjaan informal lainnya seperti produksi rumah tangga)
dan eksploitasi seksual. Ketiga, ada arus besar migrasi ilegal di daerah perbatasan yang
dapat menyebabkan situasi tindak pidana perdagangan orang.

Keempat, proses rekrutmen terjadi melalui metode tradisional dan metode non-
tradisional. Perekrutan tradisional dilakukan melalui pelayanan agen perekrutan, atau
makelar individu. Korban direkrut di desa asal mereka, terutama dari provinsi dengan
jumlah calon pekerja migran yang tinggi dan diangkut ke daerah perbatasan. Selanjutnya,
di perbatasan, orang lain telah menunggu mereka di bandara/pelabuhan dan membawa
mereka ke tempat akomodasi sementara untuk menunggu proses dokumen migrasi
sebelum membantu mereka melintasi perbatasan secara legal atau ilegal. Sementara
metode non-tradisional juga diambil dari penelitian dengan memaksimalkan
penggunaan media sosial dan kelompok sebaya. Metode ini ditemukan untuk kasus
eksploitasi seksual. Korban akan didekati melalui media sosial, dipikat dengan peluang
kerja yang baik dan gaji yang tinggi. Korban akan mengatur transportasi sendiri ke daerah
perbatasan dan begitu tiba di perbatasan, individu yang tidak bermoral akan mengambil
dan membawa mereka ke tempat kerja dan mulai mengeksploitasi mereka.

Kelima, ada perbedaan data TPPO dari masing-masing lembaga. Meskipun semua
partisipan penelitian di empat wilayah sasaran mengonfirmasi potensi kasus TPPO
yang terjadi di wilayah mereka, masing-masing lembaga memiliki data sendiri. Tidak
ada satu data tunggal tentang TPPO dalam area ini. Selain itu, masing-masing lembaga
juga menggunakan indikatornya sendiri untuk menentukan kasus TPPO. Satu-satunya
data yang dapat diandalkan dikumpulkan dari penegakan hukum, namun, jumlah
penuntutan kasus TPPO di daerah perbatasan ini dianggap rendah. Hanya 1-2 kasus per
tahun dan jika pada pemeriksaan lebih lanjut, hasil putusan Pengadilan Negeri juga tidak
menggunakan UU TPPO, tetapi UU Imigrasi dan Penempatan PMI.

Selain kesamaan ini, masing-masing daerah juga memiliki pola TPPO dan migrasi lintas
batas yang unik. Misalnya, Nunukan menonjol sebagai daerah transit. Orang-orang
bermigrasi ke dan dari Malaysia melalui perbatasan ini. Hingga kini, Nunukan masih
menjadi titik transit aktif migrasi lintas batas. Selain itu, meskipun Sanggau merupakan
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titik transit, arus migrasi lintas batas dari Sanggau ke Malaysia tidak sebesar Nunukan.
Sanggau masih menjadi stasiun debarkasi bagi migran yang kembali dari Malaysia
ke Indonesia, terutama mereka yang dipulangkan oleh Pemerintah Malaysia karena
masalah imigrasi dan tindak pidana perdagangan orang. Lebih jauh, area Sambas lebih
dianggap sebagai area sumber daripada titik transit. Orang-orang di Sambas bermigrasi
ke Malaysia melalui jalur resmi, terutama mereka yang bekerja sebagai pekerja rumah
tangga. Tidak adanya agen perekrutan resmi di Sambas untuk sektor domestik telah
berkontribusi pada tingginya jumlah migrasi ilegal dan menyebabkan terjadinya tindak
pidana perdagangan orang warga Sambas. Perbatasan lain yaitu Kapuas Hulu, meski
dikenal sebagai daerah transit, kini telah menjadi daerah sumber dan daerah tujuan,
bukan daerah transit. Orang-orang di luar Kapuas Hulu, bermigrasi ke Kapuas Hulu untuk
bekerja di rumah tangga alih-alih melewati perbatasan. Orang-orang dari Nusa Tenggara
Timur bekerja di perkebunan kelapa sawit di Kapuas Hulu. Beberapa pekerja perempuan
dari daerah lain juga bekerja di kafe atau pub di Kapuas Hulu dekat perkebunan. Di
sisi lain, penduduk lokal Kapuas Hulu bermigrasi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan
berdasarkan koneksi relatif, mengingat Kapuas Hulu dan Sabah terdiri dari etnis yang
sama.

Faktor-Faktor yang Berkontribusi pada Tindak Pidana
Perdagangan Orang di Wilayah Perbatasan

Secara umum, ada dua faktor utama penyebab tindak pidana perdagangan orang di
wilayah perbatasan. Faktor eksternal terutama terkait dengan kebijakan Pemerintah
Malaysia dan faktor internal yaitu geografis dan budaya, situasi ekonomi, komitmen
pemerintah dan penerapannya di tingkat kabupaten.

a. Faktor Eksternal

Malaysia adalah negara tujuan utama PMI. Migrasi ke Malaysia dikarakterisasi
oleh pekerja berketerampilan rendah atau semi-terampil. Malaysia memiliki
permintaan tinggi terhadap PMI dan sangat bergantung pada kontribusinya
terhadap pembangunan dan industrialisasi. Ada tiga alasan utama tingginya
permintaan PMI di Malaysia. Pertama, ada ketidakseimbangan demografi dan
ekonomi secara umum antara Malaysia dan Indonesia. Kedua, jaringan makelar,
sponsor dan agen penempatan kerja telah dilembagakan. Dalam jejaring ini,
makelar juga berfungsi sebagai sponsor, yang mengakibatkan intensifikasi aliran
pekerja migran ke Malaysia. Ketiga, hubungan linguistik, budaya, dan historis
antara kedua negara memungkinkan hubungan kerja yang lebih mudah antara
pengusaha dan PMI, dibandingkan dengan pekerja migran dari negara lain. Selain
itu, pekerja migran dari Indonesia telah mengisi kekurangan tenaga kerja di sektor-
sektor dengan keterampilan rendah dan padat karya. Dengan faktor campuran
ini di dua negara, lintas batas ilegal untuk tujuan pekerjaan terus terjadi dengan
volume tinggi seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Faktor lainnya adalah kebijakan tata kelola migrasi tenaga kerja di Malaysia. Sejak
26 Juni 2009, Indonesia telah memberlakukan moratorium penempatan pekerja
rumah tangga Indonesia di Malaysia. Namun, hingga kini, Pemerintah Malaysia
terus mengeluarkan izin kepada pekerja rumah tangga asing dari Indonesia.
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Kementerian Dalam Negeri (MOHA) Malaysia melaporkan bahwa ada 1,99 juta
pekerja asing di Malaysia per tanggal 31 Agustus 2019. Selain itu, Laporan Bank
Dunia memperkirakan bahwa padatahun 2017 ada 1,228 hingga 1,459 juta pekerja
migran ilegal di Malaysia. Salah satu alasan mengapa Malaysia memiliki banyak
pekerja ilegal adalah adanya permintaan akan pekerja ilegal itu sendiri. Menurut
Bank Dunia, pada tahun 2016, total 1.174 pengusaha terlibat dalam merekrut,
menampung dan membantu pekerja asing ilegal melarikan diri dari penangkapan
menurut Departemen Imigrasi, dan pada tahun 2017, diperkirakan 70-80
persen dari 650.000 usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki pekerja asing
tidak berdokumen. Permintaan akan pekerja tidak berdokumen menyebabkan
beberapa isu di bawah ini:

Tabel 6. Faktor-Faktor yang Berkontribusi
pada Permintaan Pekerja Tidak Berdokumen di Malaysia

FAKTOR-FAKTOR PERMINTAAN PEKERJA TIDAK BERDOKUMEN

Biaya Pekerjaan Tinggi + Pengusaha mencari jalur ilegal untuk menghindari biaya pekerjaan. Sejak tahun
2018, pengusaha harus membayar retribusi dan menyediakan perumahan dalam
struktur permanen untuk pekerja asing. Pengusaha juga harus menanggung
biaya asuransi dan kesehatan pekerja asing.

Pengusaha dalam operasi yang lebih kecil mencari jalur ilegal karena tingginya
biaya yang dibebankan oleh perusahaan outsourcing.

Terbatasnya kuantitas Pengusaha mempekerjakan pekerja asing tanpa dokumen untuk mengisi beberapa
yang dicari posisi ketika mereka tidak mendapatkan jumlah yang diinginkan dari lembaga
pengatur tenaga kerja.

Proses perekrutan yang Pengusaha mencari jalur ilegal karena proses perekrutan yang lama. Proses
lama perekrutan pekerja asing dapat memakan waktu sekitar 6 bulan sebelum majikan
menerima persetujuan dari lembaga pengatur tenaga kerja.

Risiko tinggi membayar Pengusaha dapat memilih untuk mempekerjakan pekerja asing tidak berdokumen
penalti untuk mengurangi risiko membayar penalti jika terjadi kasus pelarian.

Sumber: Laporan Bank Dunia, 2019

Perbedaan budaya, ekonomi, permintaan tenaga kerja berketerampilan rendah
serta kebijakan biaya tinggi dalam manajemen migrasi tenaga kerja di pihak
Malaysia juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana
perdagangan orang lintas batas dan migrasi ilegal dari Indonesia ke Malaysia dan
memengaruhi keempat daerah perbatasan tersebut.

b. Faktor-fakor Internal

Geografis merupakan faktor penting yang berkontribusi pada TPPO dan migrasi
lintas batas ilegal antara kedua negara. Dengan daerah perbatasan yang luas dan
pengawasan minimum dari pihak berwenang, situasi ini telah digunakan oleh
agen yang tidak bermoral untuk menyelundupkan dan memperdagangkan orang
ke luar negeri untuk tujuan eksploitasi. Lebih lanjut, ikatan budaya di beberapa
daerah perbatasan juga menjadisalah satu pemicu mengapa orang-orang di kedua
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negara terhubung dengan mudah. Bagi sebagian orang, situasi ini merupakan
peluang untuk membangun jejaring rekrutmen tenaga kerja. Dalam beberapa
kasus, jejaring ini tidak hanya berfungsi untuk keperluan pasokan tenaga kerja
tetapi juga untuk layanan penyelundupan.

Faktor lainnya adalah kesenjangan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
Kesenjangan ekonomi ini tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh rendahnya
tingkat pendidikan pencari kerja dan kurangnya lapangan kerja di tempat asal.
Tuntutan tenaga kerja dari Malaysia digunakan oleh perekrut untuk mendekati
pencari kerja dan mengirim mereka ke luar negeri.

Perbedaan komitmen lembaga-lembaga pemerintah dalam menanggapi situasi
TPPO juga tecermin sebagai salah satu faktor kontribusi terjadinya TPPO. Dari
empat daerah, hanya Sambas yang telah menetapkan Peraturan Daerah Tentang
Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, melalui
Perda No. 03 tahun 2015. Namun, peraturan ini tidak dapat dilaksanakan
dengan baik, karena kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah. Kurangnya
alokasi anggaran juga ditemukan di tiga daerah lain yaitu Sanggau, Kapuas Hulu
dan Nunukan. Tidak adanya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak
Pidana Perdagangan Orang di empat kabupaten, yang bertanggung jawab untuk
mengoordinasikan upaya pencegahan dan menyediakan layanan terpadu bagi
korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diamanatkan oleh UU No.
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO adalah salah satu dampak rendahnya
komitmen pemerintah Kabupaten.

Tantangan-tantangan dalam Memerangi Tindak Pidana
Perdagangan Orang di Wilayah Perbatasan

Penelitian ini juga menguraikan beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah
kabupaten untuk memerangi tindak pidana perdagangan orang di daerah mereka.

Koordinasi Antar Lembaga

Setidaknya ada delapan lembaga pemerintah disetiap kabupaten yang memiliki program
TPPO dan atau program yang terkait dengan isu TPPO yaitu: Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Sosial (DINSOS), Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A), BP3TKI atau P4TKI, LTSA,
Kantor Imigrasi, Kantor Polisi dan Kantor Kejaksaan. Semua lembaga memiliki perspektif
sendiri dalam menanggapi isu TPPO dan tidak saling berkomunikasi. Tidak ada
mekanisme koordinasi formal. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang belum terbentuk di empat wilayah dan koordinasi masih dilakukan
berdasarkan komunikasi pribadi dan bukan komunikasi institusi.

Komitmen Pemerintah

Komitmen pemerintah dapat tecermin melalui kebijakan dan alokasi anggaran.
Sayangnya, penelitian ini menemukan bahwa di antara empat daerah, hanya satu daerah
(Sambas) yang telah memberlakukan peraturan daerah untuk menanggapi situasi TPPO.
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Sementara daerah lain belum memprakarsai peraturan tentang TPPO. Selain itu, alokasi
anggaran untuk upaya pencegahan dan dukungan korban juga belum cukup tecermin
pada anggaran tahunan kabupaten.

Selanjutnya, penelitian ini juga menyoroti komitmen dan dukungan dari Pemerintah
Pusat. Kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga harus diprioritaskan
oleh Pemerintah Pusat, tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur tetapi juga
pengembangan sumber daya manusianya. Salah satu alasan mengapa Gugus Tugas
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang belum terbentuk, juga
mengapa wilayah kabupaten tidak memiliki rencana aksi untuk memerangi TPPO adalah
kurangnya komitmen Pemerintah Pusat untuk mengarusutamakan isu ini di wilayah
perbatasan. Sebagian besar lembaga pemerintah di wilayah perbatasan mengakui
bahwa TPPO memang terjadi di wilayah mereka dan ada kemungkinan perdagangan
orang lintas batas melalui skema migrasi ilegal, namun mereka membutuhkan bantuan
pemerintah pusat tentang cara merumuskan program untuk mengatasi isu ini.
Pemerintah kabupaten juga memerlukan dukungan anggaran dari pemerintah pusat
mengingat sebagian besar korban perdagangan orang yang ditemukan di daerah mereka
berasal dari pulau/provinsi lain.

Kapasitas Petugas Garis Depan dan Penegakan Hukum

Studi ini menemukan bahwa ada perbedaan dalam pengetahuan dan pemahaman
untuk menentukan tindak pidana perdagangan orang di tingkat pemerintah, pembuat
kebijakan dan lembaga penegakan hukum di empat wilayah.

Pertama, beragamnya pengetahuan dan pemahaman tentang masalah TPPO di tingkat
pemerintah kabupaten. Sebagian besar petugas masih memiliki pemahaman yang
beragam tentang TPPO dan masalah migrasi ilegal. Selama diskusi, sebagian besar
peserta menggambarkan migrasi ilegal sebagai kasus tindak pidana perdagangan orang,
namun, tidak ada korban dari proses identifikasi perdagangan orang untuk individu yang
bermigrasi ke Malaysia secara ilegal. Selain itu, semua diskusi di empat wilayah dipenuhi
dengan isu TPPO lintas batas, dan para peserta tidak menyadari bahwa perdagangan
orang juga dapat terjadi secara internal di dalam wilayah mereka. Situasi ini sebenarnya
dipengaruhi oleh Program Pemerintah Pusat di daerah perbatasan yang lebih fokus
pada pencegahan migrasi ilegal yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi dan Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melalui sub-kantornya
yaitu Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI)
dan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) serta
Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia. Lebih lanjut, dalam hal masalah tindak pidana perdagangan orang lintas batas,
beberapa pejabat juga mengakui bahwa penahanan paspor adalah praktik bersama dan
praktik ini tidak melanggar ketentuan apa pun baik di Malaysia maupun di Indonesia.

Kedua, beragam pengetahuan dan pemahaman tentang penerapan hukum TPPO dari
sisi penegakan hukum. Sebagian besar aparat penegak hukum yang berpartisipasi dalam
penelitian ini menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan membuktikan unsur
eksploitasi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 UU No. 21/2007. Membedakan
kejahatan TPPO dengan kejahatan lain terutama tindakan Keimigrasian, tindakan
Prostitusi, dan tindak perburuhan adalah alasan lain. Situasi ini telah menjadi tantangan
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lain dalam penuntutan kejahatan TPPO dan respons terpadu terhadap korban tindak
pidana perdagangan orang. Sebagian besar surat dakwaan yang disiapkan oleh jaksa
menggunakan dakwaan alternatif, jaksa tidak percaya diri untuk memberikan dakwaan
tunggal, meskipun dakwaan tunggal dimungkinkan pada sistem peradilan pidana
Indonesia.

Ketiga, kurangnya pengumpulan data dan mekanisme berbagi karena kesenjangan
dan pemahaman tentang masalah TPPO yang dihadapi oleh lembaga garis depan dan
lembaga penegakan hukum. Misalnya, BP3TK| akan mendokumentasikan Pekerja Migran
Indonesia bermasalah yang dipulangkan. Masalah ini termasuk perselisihan perburuhan,
pelanggaran imigrasi, melarikan diri dari majikan, perselisihan gaji, sakit dan cedera dan
atau mengalami situasi pelecehan selama bekerja. Namun, tidak ada klasifikasi pada
kasus TPPO pada data BP3TKI. Situasi ini terjadi karena BP3TK| hanya mencatat data
berdasarkan informasi awal dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di luar negeri.
Sedangkan untuk Kantor Konsulat Jenderal sendiri, mereka akan mengategorikan kasus
dan individu tersebut sebagai kejahatan TPPO dan korban tindak pidana perdagangan
orang, jika orang tersebut menyelesaikan kasus mereka melalui sistem peradilan
Malaysia. Kalau tidak, kasus dan korban hanya akan dicatat sebagai perselisihan
perburuhan. Selanjutnya, Kantor Imigrasi hanya akan mencatat jumlah calon Pekerja
Migran Indonesia yang dicegah untuk melintasi perbatasan dan atau yang permohonan
paspornya ditolak. Tidak ada pengumpulan data lebih lanjut untuk mendapatkan risiko
TPPO terhadap para calon PMI tersebut. Selain itu, Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, sebagai lembaga terkemuka dalam mengoordinasikan program
anti-TPPO hanya mencatat data TPPO jika Kantor Polisi merujuk korban untuk bantuan
lebih lanjut.

Koordinasi Antar Wilayah

Sebagai lokasi perbatasan, semua wilayah mengakui pentingnya komunikasi dengan
provinsi sumber untuk mengatasi TPPO di wilayah mereka. Namun, tidak satu pun
pemerintah kabupaten telah menjalin koordinasi dengan pemerintah kabupaten wilayah
asal PMI, seperti Nusa Tenggara Timur atau Sulawesi Selatan. Jika ada korban dari kedua
daerahini, pemerintah di perbatasan akan mencari dukungan dari organisasi kedaerahan
(sebuah organisasi berdasarkan wilayah/etnis) untuk berkomunikasi dengan keluarga
korban di desa asal mereka. Hal ini telah menghambat korban dalam mendapatkan
dukungan yang tersedia dari pemerintah begitu mereka kembali ke desa asal. Selain
itu, kurangnya koordinasi antardaerah juga ditemukan pada sisi penegakan hukum.
Salah satu alasan mengapa dalam beberapa kasus, penyelidik hanya menargetkan
transporter/pengangkut dan bukan perekrut utama adalah karena kurangnya anggaran
untuk melakukan penyelidikan mendalam termasuk menyelidiki perekrut di daerah
sumber tenaga kerja. Namun, ketika peneliti mencoba menggunakan potensi kerjasama
polisi dengan polisi, jalur ini belum digunakan secara efektif.
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e REKOMENDASI DAN MASUKAN

Berdasarkan temuan penelitian di atas, untuk mendukung respons terpadu terhadap TPPO di
wilayah perbatasan, beberapa bidang dapat ditingkatkan sebagai berikut:

Kebijakan

a.

Menetapkan rencana aksi regional dengan metode partisipatif dengan melibatkan
komunitas yang lebih luas dalam proses penyusunan dan konsultasi

Meninjau keberadaan mekanisme bantuan korban di setiap lembaga dan
pengarusutamaan bantuan korban dan mekanisme rujukan yang telah ditetapkan
oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak No. 22/2010 tentang Prosedur Operasional Standar tentang
Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Mengembangkan kebijakan/strategi nasional untuk menanggapi masalah migrasi
tenaga kerja di koridor Indonesia-Malaysia tanpa adanya Nota Kesepahaman antara
kedua negara, terutama untuk sektor pekerjaan informal seperti pekerja rumah
tangga.

Penyediaan dukungan keuangan dari pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung
operasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
terutama pada dukungan korban.

Pengarusutamaan masalah TPPO ke lembaga lain yang bertanggung jawab untuk
manajemen perbatasan dan transportasi, misalnya: Badan Nasional Pengelolaan
Perbatasan, Polisi Perairan dan Udara, Penjaga Pantai, Angkatan Laut, Angkatan Darat
dan Departemen Transportasi Laut.

Merancang program pencegahan khusus untuk wilayah perbatasan dengan
mempertimbangkan hubungan geografis dan budaya antara kedua negara.

Sumber Daya Manusia

a.

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang tindak pidana perdagangan orang
dan dampaknya, terutama bagi para petugas penegakan hukum, pemerintah daerah,
pemerintah kabupaten dan desa di daerah perbatasan serta sumber-sumber daerah
tenaga kerja. Memperkenalkan jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang lainnya,
terutama isu tindak pidana perdagangan orang domestik.

Meningkatkan kapasitas petugas penegakan hukum dan garis depan dalam
penuntutan kejahatan TPPO melalui program pelatihan dan pendampingan yang
terintegrasi

Memperkuat pengetahuan dan kapasitas lembaga swadaya masyarakat, organisasi
berbasis agama, organisasi pemuda dan tokoh masyarakat dalam program
pencegahan TPPO serta bantuan terhadap korban.

Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan 121



122

d. Mengembangkan alat pemantauan untuk mengevaluasi kinerja petugas penegakan
hukum berdasarkan hasil keputusan pengadilan.

e. Memperkuat pengawasan komprehensif di daerah perbatasan, tidak hanya fokus
pada penyelundupan yang baik tetapi juga penyelundupan orang dan tindak pidana
perdagangan orang secara langsung.

Infrastruktur

a. Penguatan sistem pengelolaan perbatasan di wilayah perbatasan mengingat banyak
perlintasan perbatasan belum dijaga atau dijaga dengan pengawasan minimum.

b. Menetapkan metode pengumpulan dan berbagi data yang dapat diakses oleh
lembaga terkait yang bertanggung jawab atas pengelolaan perbatasan serta tindak
pidana perdagangan orang dan masalah penyelundupan orang.

c. Memposisikan daerah perbatasan sebagai daerah khusus, lebih banyak dukungan
dan pemantauan dari pemerintah nasional, terutama daerah-daerah yang dikenal
sebagai sumber dan daerah transit migrasi tenaga kerja.

d. Memfasilitasi program inspeksi gabungan di wilayah perbatasan terutama untuk

mencegah penyelundupan orang dan tindak pidana perdagangan orang dan
mengembangkan pedoman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab masing-
masing lembaga untuk menangani TPPO di perbatasan serta sistem rujukannya.

Penelitian dan Analisis

a.

Melakukan tinjauan kebijakan tentang manajemen migrasiterkait dengan pencegahan
tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan orang antara koridor migrasi
Indonesia-Malaysia.

Memetakan pelayanan yang tersedia untuk korban tindak pidana perdagangan orang
dan mekanisme rujukan di lingkup Kantor Konsulat Indonesia, khususnya Konsulat
yang menampung PMI seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dll.

Berdasarkan rekomendasi umum ini, penelitian ini juga memberikan rekomendasi spesifik
untuk setiap wilayah perbatasan seperti diuraikan di bawah ini:

SANGGAU

1. Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang bersama dengan rencana aksi kabupaten untuk
mengamankan komitmen anggaran dari DPRD untuk menerapkan program-
program Gugus Tugas tersebut.

2. Penting untuk membuat peraturan teknis mengenai tugas dan tanggung jawab
masing-masing lembaga dalam LTSA, sehingga LTSA di Sanggau dapat berjalan
secara efektif.

3. Mengembangkan mekanisme yang jelas tentang bantuan dan rujukan korban,
termasuk program pemulangan dan reintegrasi. Meningkatkan kerja sama
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dengan pemerintah pusat dan entitas lain untuk mendukung bantuan korban
terutama dukungan hukum.

Meningkatkan sosialisasi tentang TPPO dan masalah migrasi ilegal kepada
masyarakat luas dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan termasuk lembaga
swadaya masyarakat dan organisasi berbasis agama.

Meningkatkan kapasitas pemimpin masyarakat, petugas garis depan dan
lembaga penegakan hukum dalam program pelatihan identifikasi korban.

Meninjau instrumen pengumpulan data dan memperkuat kapasitas dan sumber
daya pengumpulan data, termasuk pengumpulan lebih lanjut tentang data
Pekerja Migran Indonesia yang dipulangkan dari Malaysia.

SAMBAS

1.

Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan

Mengaktifkan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang sebagaimana diamanatkan oleh peraturan daerah dan
mengembangkan rencana aksi pencegahan dan bantuan terhadap kejahatan
TPPO di Sambas.

Menyebarkan informasi tentang TPPO kepada masyarakat publik terutama
kepala-kepala desa.

Menginformasikan ketersediaan agen perekrutan swasta di Sambas secara
publik dan menyadiakan daftar agen individu atau agen perekrutan yang telah
dimasukkan ke daftar hitam oleh pemerintah daerah.

Mendorong setiap lembaga penegakan hukum dan lembaga pemerintah untuk
mengalokasikan dana program pencegahan pada anggaran tahunan mereka.
Misalnya, pendidikan hukum tidak lagi dianggarkan di Kantor Pengadilan Negeri
sejak 2016 sehingga konseling hukum hanya dilakukan jika ada permintaan yang
diprakarsai oleh pemerintah daerah.

Membangun kumpulan data komprehensif tentang proses migrasi, terutama
mengenai jumlah penduduk yang meninggalkan desa asal mereka. Sebagian
besar penduduk Sambas bekerja di Malaysia. Namun, tidak ada kumpulan data
yang jelas dan memadai tentang penduduk Sambas yang bermigrasi ke luar
Sambas.

Mempromosikan pentingnya pendidikan dasar bagi anak untuk mengurangi
pernikahan anak.

Menyediakan program pengembangan kapasitas untuk institusi dan sektor
terkait.

Memberikan bantuan dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat dan
meningkatkan kerja sama dengan organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat.

Membangun pusat pelatihan kerja untuk sektor pekerjaan rumah tangga untuk
meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja rumah tangga dari Sambas.
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KAPUAS HULU

1. Menetapkan kebijakan daerah untuk mengatur pencegahan dan penanganan
perdagangan orang dan Gusus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak
Pidana Perdagangan Orang untuk menerapkan kebijakan ini.

2. Mengembangkan rencana aksi kabupaten untuk menghapus tindak pidana
perdagangan orang secara partisipatif, melibatkan pemerintah dan warga negara
yang berada di daerah perbatasan.

3. Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas penegakan hukum, pejabat
pemerintah, dan pemimpin masyarakat untuk mencegah dan menangani tindak
pidana perdagangan orang.

4. Meningkatkan peran DINSOSP3AP2KB untuk memimpin program anti-TPPO dan
mendukung DINSOSP3AP2KB dengan alokasi anggaran yang memadai.

5. Memperbaiki pengelolaan perbatasan di Kapuas Hulu.

6. Meningkatkan pemantauan dan inspeksi tenaga kerja pada operasi perkebunan
kelapa sawit di Kapuas Hulu, tidak hanya fokus pada masalah lingkungan tetapi
juga lebih memperhatikan masalah ketenagakerjaan.

7. Mengarusutamakan dan mensosialisasikan pentingnya pendidikan anak untuk
mengurangi jumlah pernikahan anak dan pekerja anak.

8. Meningkatkan pengawasan bisnis rekreasi, terutama yang berlokasi di luar kota,
dan melakukan inspeksi rutin untuk mencegah kasus eksploitasi seksual.

NUNUKAN

1. Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang bersama dengan rencana aksi dan didukung dengan alokasi
anggaran.

2. Membangun sistem pengumpulan data yang terkoordinasi antar lembaga
mengenai tindak pidana perdagangan orang di Nunukan.

3.  Memperbaiki sistem penilaian untuk PMI yang dipulangkan dari Malaysia yang
dibantu oleh BP3TKI Nunukan, sebelum proses pemulangan ke daerah asal
mereka.

4. Meningkatkan kapasitas penegakan hukum dan pejabat pemerintah dalam
menangani kasus tindak pidana perdagangan orang terutama kasus tindak
pidana perdagangan orang lintas batas.

5. Memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan laut dan darat, ini termasuk
pemantauan kinerja otoritas perbatasan.

6. Membangun kerja sama dan mekanisme rujukan gabungan antara lembaga-

lembaga yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melindungi
perbatasan laut dan darat serta mereka yang diberi mandat untuk menangani
isu TPPO.
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7. Memperkuat kapasitas kepemimpinan tingkat lokal di bidang perencanaan dan
pengembangan program.

8. Mendukung inisiatif masyarakat, terutama dalam hal penyediaan sekolah untuk
anak-anak PMI di perbatasan.

9. Meningkatkan kesadaran dan kapasitas organisasi dan komunitas berbasis
agama mengenai TPPO dan isu migrasi ilegal.

10. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan provinsi yang menjadi sumber
PMI yang transit di Nunukan.

Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan
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